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Kata Sambutan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku chapter yang ditulis oleh
mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sultanah Nahrasiyah ini dapat
tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat,
dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya atas terbitnya buku berjudul "Analisis Isu-Isu
Kontemporer Mikro dan Makro Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi
Syariah” ini. Karya ini merupakan refleksi dari semangat intelektual dan
komitmen akademik dosen dan mahasiswa Magister Ekonomi Syariah
dalam mengkaji fenomena-fenomena ekonomi terkini, baik pada tataran
mikro maupun makro, melalui sudut pandang nilai-nilai dan prinsip
ekonomi Islam.

Perkembangan ekonomi global saat ini menghadirkan dinamika yang
kompleks. Di satu sisi, terjadi pertumbuhan dan inovasi yang pesat, namun
di sisi lain muncul berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan distribusi
pendapatan, volatilitas pasar, hingga perubahan pola konsumsi masyara-
kat. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang



holistik, berlandaskan maqashid al-shariah, untuk mewujudkan keseim-
bangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan
lingkungan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, literasi
akademik, dan referensi strategis dalam memahami serta merumuskan
solusi atas isu-isu ekonomi kontemporer. Pembahasan yang disajikan tidak
hanya memberikan analisis teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan
konteks nyata, sehingga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pembuat kebi-
jakan, dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan
ekonomi Islam.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh penulis, editor,
dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.
Semoga karya ini menjadi amal jariyah dan memberikan inspirasi bagi lahir-
nya penelitian-penelitian baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Akhir kata, mari kita terus memperkuat tradisi ilmiah, berpikir kritis,
dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban Islam, khusus-
nya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lhokseumawe, 11 Agustus 2025

=)

Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah
Dr. Harjoni S.Sos.I, M.Si



Prakata

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya buku ini yang berjudul "Analisis Isu-Isu Kontemporer Mikro
dan Makro Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah" akhirnya dapat
diselesaikan dan disajikan kepada para pembaca. Shalawat serta salam tak
lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW), teladan utama dalam
menebar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap aspek kehi-
dupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Buku ini merupakan kumpulan karya ilmiah dari para dosen dan
mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sultanah Nahrasiyah yang
mengangkat beragam dimensi penting dalam mengkaji isu-isu kontem-
porer ekonomi, baik pada level mikro maupun makro, melalui perspektif
ekonomi Islam. Kami menyadari bahwa dinamika ekonomi global yang
cepat membawa tantangan baru yang perlu direspons dengan wawasan
ilmiah yang tajam serta berlandaskan nilai-nilai syariah yang kokoh.

Setiap bab dalam buku ini disusun berdasarkan kajian teoretis, analisis
kritis, dan refleksi kontekstual terhadap berbagai fenomena ekonomi yang
relevan. Kami berupaya menghadirkan pandangan yang komprehensif
baik dari sisi peluang, kebijakan, regulasi, maupun etika sehingga buku ini



dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literatur ekonomi
syariah kontemporer.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
pengelola Program Studi Magister Ekonomi Syariah, serta semua pihak
yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan hingga buku
ini dapat diterbitkan. Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan seluruh pemangku
kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang adaptif,
inklusif, serta tetap berlandaskan magqashid al-shariah.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesem-
purnaan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran
yang membangun demi penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Semoga

buku ini menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang luas bagi umat.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lhokseumawe, 11 Agustus 2025

Tim Penulis
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TINJAUAN EKONOMI MIKRO SYARIAH
TERHADAP PERMINTAAN DAN
PENAWARAN BAHAN POKOK DI
BULAN RAMADHAN

Firza Al Furqan dan Siti Najma

Abstrak : Fenomena kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako)
menjelang dan selama bulan suci Ramadhan merupakan gejala musiman
yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk
menganalisis penyebab utama lonjakan harga tersebut melalui pendekatan
teori permintaan dan penawaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kena-
ikan harga sembako dipengaruhi oleh lonjakan permintaan masyarakat
akibat perubahan pola konsumsi selama bulan Ramadhan, sementara
penawaran tidak selalu mampu mengimbangi permintaan yang mening-
kat. Faktor lain seperti biaya distribusi, pasokan terbatas, dan inefisiensi
sistem logistik turut memperparah kondisi tersebut. Dalam pandangan
ekonomi Islam, interaksi pasar tetap diperbolehkan selama tidak berten-
tangan dengan prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan larangan
penimbunan. Pemerintah merespons melalui kebijakan Operasi Pasar
Murah (OPM) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masya-
rakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Kata kunci: Sembako, Bulan Ramadhan, Permintaan dan Penawaran



A Penadahuluan

Pada umumnya kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan
primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi di setiap harinya, kebutuhan
manusia akan zat gizi (vitamin, lemak, protein, karbohidrat, dan mineral)
dapat dipenuhi melalui konsumsi berbagai jenis kebutuhan pokok (Fadila
Arifatu Khasanah & Hendri Hermawan Adinugraha, 2024).

Makanan termasuk dalam kebutuhan primer, dengan kata lain
makanan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan
hidup manusia. Di Indonesia, bahan pangan yang sering digunakan biasa
disebut dengan istilah “Sembako” yaitu singkatan dari sembilan bahan
pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi dan
ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, ikan, dan garam
beryodium (Shafiyya Zahra, M. Taufiq Abadi, & M. Rosyada, 2023).

Bulan Ramadan dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan bulan
puasa, karena umat Islam menjalankan ibadah puasa selama satu bulan
penuh pada bulan tersebut. Istilah puasa sering dipahami dengan menahan
untuk tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Konsep ibadah ini menitikberatkan pada raga dan jiwa untuk menahan
setiap hawa nafsu dari raga seseorang sampai pada jiwa yang terdalam
(Novanjani Eka Aisyah, Desmintari & Fitri Yetti, 2021)

Kenaikan harga sembako selama bulan Ramadhan merupakan feno-
mena yang berulang di Indonesia. Menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang
Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, ada tiga fase kenaikan harga
sembako jelang Ramadan hingga Lebaran (CNBC Indonesia, 2025)

Idul Fitri. Dalam transisi fase pertama dan kedua, terjadi penurunan
permintaan di waktu pertengahan Ramadan, lalu melonjak tinggi di peng-
hujung menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Biasanya pedagang dan masyarakat
mempersiapkan beragam macam hidangan, permintaan pun akan melonjak
tinggi. Fase kedua ini banyak terjadi kendala pada distribusi karena bebe-
rapa komoditas harus terganggu oleh arus mudik Lebaran. Fase Ketiga,
terjadi 2-3 hari setelah Idul Fitri. Karena banyak komoditas tidak dapat
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ditemui di pasar tradisional, banyak pedagang yang masih mudik dan tidak
memiliki stok.

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa,
25 Februari 2025, harga rata-rata beras premium secara nasional naik 0,15%
dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp. 15.518/kg. Pekan lalu, harga
rata-rata beras premium secara nasional sebesar Rp. 15.504/kg. Bawang
merah pekan lalu dijual seharga Rp. 35.175/kg, tetapi saat ini naik menjadi
Rp. 36.107/kg. harga bawang putih mengalami kenaikan sebesar 0,04%.
Pekan lalu dijual seharga Rp. 52.584/kg, tetapi saat ini naik menjadi Rp.
52.603/kg. Harga cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit
merah juga kompak naik. Harga masing-masing komoditas itu saat ini
menyentuh Rp 53.035/kg, Rp. 52.792/kg, dan Rp. 77.632/ kg. Harga ini naik
jika dibandingkan dengan hari sebelumnya maupun pekan sebelumnya
(Tempo, 2025).

Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Dede
Aji Mardani dan Novia Tia (2024) yang menyatakan bahwa harga sembako
akan mengalami kenaikan harga pada bulan Ramadhan yang tidak dapat
dihindarilagi. Dampak yang terjadi jika harga bahan pokok terus naik salah
satunya kurangnya daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan yang
diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pokok,
sehingga masyarakat tidak dapat membeli apapun.

Dalam ilmu ekonomi, faktor yang mempengaruhi kenaikan harga
bahan pokok tersebut disebabkan oleh permintaan dan penawaran (M.
Mufti Mubarok, 2024). Permintaan dan penawaran adalah interaksi yang
biasa terjadi di pasar. Permintaan yaitu jumlah barang yang dibeli ataupun
yang ingin dibeli, sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau
jasa yang ditawar oleh konsumen kepada produsen ( Tiur Malasari, Erinna
Naibaho, & Sansugiri Ginting, 2023). Artinya jika ada permintaan, maka
harus ada kegiatan produksi untuk memenuhinya.

Ilustrasi yang dapat dibuat adalah barang dari produsen dibawa ke
supplier, kemudian supplier membawa ke distributor, dan dari distributor
didistribusikan ke pasar besar, lalu dari pasar besar ke pedagang kecil.
Tlustrasi tersebut dapat menggambarkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih
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tinggi dan menjadi lebih tinggi lagi jika produksi jauh dari pasar distributor
(Ach. Fagih Supandi, dkk, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shafiyya Zahra dkk (2023),
bahwa selama bulan Ramadhan belanja konsumen kelas bawah justru naik
30% sementara kelas menengah naik 16%)\. Sikap atau perilaku konsumen
tersebut tentunya akan dapat mempengaruhi harga. Menurut hasil pene-
litian yang dilakukan oleh Arif Hidayat, kenaikan harga kebutuhan pokok
pada bulan Ramadhan disebabkan oleh dua faktor, yaitu permintaan yang
terus meningkat tanpa dibarengi dengan persediaan kebutuhan pokok dan
lemahnya antisipasi pemerintah pada kenaikan harga kebutuhan pokok saat
bulan Ramadhan (Dewi Restu Mangeswuri, 2023).

Kenaikan harga yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan inflasi
yang terjadi di bulan Ramadan terus terjadi sepanjang tahun dan telah
dianggap sebagai siklus tahunan oleh masyarakat. Penelitian-penelitian
terdahulu juga telah mengonfirmasi bahwa adanya bulan Ramadhan
memang secara statistik berpengaruh pada tingkat harga, khususnya harga
pangan. Meskipun harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli-
nya, masyarakat tak punya pilihan lain karena bahan pangan tersebut untuk
memenuhi kebutuhan mereka di bulan Ramadhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Analisis
Permintaan dan Penawaran Bahan Pokok (Sembako) Pada Bulan Ramadhan”
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dampak
yang dialami oleh masyarakat dan para pedagang selama bulan Ramadhan
dan solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kenaikan
harga bahan pokok (sembako) pada bulan Ramadhan di Indonesia. Dengan
mencari solusi akan permasalahan kenaikan harga bahan pokok (sembako)
pada bulan Ramadhan, diharapkan agar permasalahan ini menjadi perha-
tian penting bagi pemerintah dan masyarakatnya sehingga permasalahan
seperti ini tidak akan terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.

B Teori Permintaan dan Penawaran
Menurut Sukirno permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta

pembeli pada berbagai kemungkinan harga pada suatu pasar dalam periode
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tertentu (Maria Anita Titu & dkk, 2023). Permintaan juga dapat didefini-
sikan sebagai jumlah barang yang dibeli ataupun yang ingin dibeli (Tiur
Malasari, Erinna Naibaho, & Sansugiri Ginting, “Pengaruh Fungsi (2023).

Menurut ilmu ekonomi, permintaan menunjukkan banyaknya jumlah
barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu
pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu (Muhammad
Taufig, Rahmantda & Sri Fajar Ayu, 2021) Hukum permintaan menyatakan
“jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun,
sebaliknya jika harga suatu barang turun maka permintaan terhadap suatu
barang tersebut akan naik Achmad Fauzi & dkk, 2023)

Adapun kurva dari permintaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Harga (Pg)

| o I} “\.':L

\\\I}Ic:uml:u!l:l}'l

l; Q ﬂ.c'.l Jumlahk {0}

Cambar 1. Kurva Permintaan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan (Febri Rahmita

& dkk, 2023) yaitu sebagai berikut:

1. Harga barang yang diminta. Naik atau turunnya harga barang atau
jasa akan mempengaruhi banyaknya barang yang diminta. Tingkat
pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mencerminkan
daya beli masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan
mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan.

2. Jumlah penduduk. semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah
permintaan juga akan meningkat.
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3. Selera, perkembangan model, pendidikan, dan lingkungan akan
mempengaruhi selera masyarakat yang tentu akan mempunyai penga-
ruh terhadap jumlah permintaan.

4. Hargabaranglain atau substitusi. Adanya barang pengganti akan berpe-
ngaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika
ada barang pengganti maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya.

5. Intensitas kebutuhan. Mendesak tidaknya atau penting tidaknya kebu-
tuhan seseorang terhadap jasa, mempengaruhi jumlah permintaan.
Kebutuhan primer, lebih penting dibanding kebutuhan sekunder.
Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tersier, sehingga penga-
ruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda.

6. Distribusi pendapatan, makin merata pendapatan maka jumlah
permintaan semakin meningkat, sebaliknya pendapatan yang hanya
diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keselu-
ruhan jumlah permintaan akan turun.

Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam
menawarkan barang yang akan dijual (Achmad Fauzi & dkk, 2023).
Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang
tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap
waktu tertentu (Ach. Faqgih Supandi, dkk, 2024). Jadi penawaran dapat
didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada
suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu.

Pada hukum penawaran, harga suatu produk menentukan penawar-
annya. Bunyi hukum ini adalah semakin tinggi harga sebuah produk di
pasar maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan semakin tinggi
dan begitu juga sebaliknya, saat harga barang di pasar turun maka jumlah
barang yang ditawarkan oleh produsen juga sedikit.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hukum penawaran adalah harga
produk, teknologi, transportasi, dan kebijakan pemerintah. Harga produk
sesuai dengan hukum penawaran yaitu, penawaran akan meningkat saat
harga melambung tinggi. Akan tetapi ,produsen akan mengurangi jumlah
produk yang ditawarkan jika sudah mengetahui akan terjadi kenaikan
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harga. Semakin sedikit biaya produksi maka akan membuat proses produksi
menjadi efisien. Hal ini mengakibatkan terjadinya penawaran yang tinggi
terhadap berbagai produk teknologi. Jika dalam proses distribusi dilaku-
kan di daerah yang sulit terjangkau, maka produsen akan memakan biaya
transportasi yang tinggi dan hal ini mengakibatkan proses penawaran yang
sulit terjadi.

C Teori Permintaan dan Penawaran dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep permintaan dan penawaran diakui sebagai
bagian dari mekanisme pasar, namun dengan nilai-nilai yang diatur oleh
prinsip-prinsip syariah. Islam tidak menolak teori ekonomi konvensional
secara keseluruhan, tetapi menyaring dan mengarahkan teori tersebut agar
sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat (Nurani
Puspa Ningrum, Maryatin & Jati Prihantono, 2023. Permintaan dan pena-
waran dalam Islam tetap menjadi dasar terbentuknya harga, namun tidak
dibenarkan jika prosesnya melibatkan praktik-praktik yang bertentangan
dengan syariah.

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu
pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan
tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam menilai suatu
komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, masih
perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram. Sehingga dalam teori
permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan
hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional,
semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan (Febri
Rahmita & dkk, 2023).

Islam memberi batasan bahwa permintaan hanya dianggap sah jika:
1. Barang atau jasa tersebut halal dan bermanfaat.

2. Tidak mendorong perilaku konsumtif atau berlebihan (israf).

3. Tidak bertujuan untuk kemaksiatan atau kerusakan.

Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau keme-
nangan dunia juga akhirat, dan akhirat (falah) sebagai turunan dari
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keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehi-
dupan akhirat setelah meninggalkan dunia, sehingga anggaran yang ada
harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat Zulkifli, Wahab,
& Habbe, 2022).

Sedangkan Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada
jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dalam
beberapa hal, ada yang membedakan antara penawaran Islam dengan
penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus
transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut,
apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran
yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan ( Dedek
Kustiawati & dkk, 2023). Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran
selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya. Dalam konteks ini,
teori penawaran merupakan teori yang menerangkan sifat penjual dalam
menawarkan barang yang akan dijual.

Teori permintaan dan penawaran dalam Islam tidak hanya dilihat dari
sisi logika ekonomi, tetapi juga dari sisi etika dan spiritual. Pasar dalam
Islam diarahkan untuk menjadi sarana distribusi keadilan dan keberkahan,
bukan sekadar tempat meraih keuntungan. Karena itu, baik konsumen
maupun produsen memiliki tanggung jawab moral dalam berinteraksi di
pasar, sesuai dengan nilai-nilai syariah (Nurani Puspa Ningrum, Maryatin
& Jati Prihantono, 2023)

D Penyebab Kenaikan Harga Sembako Pada Bulan
Ramadhan

Menurut Pujiati, harga sembako dapat dipengaruhi oleh permintaan dan
penawaran, biaya perolehan, serta mutu produk yang dipasarkan. Berbagai
faktor saling berinteraksi menyebabkan lonjakan harga ini, yang pada
akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat (Naning Pujiati, 2020).
Sedangkan menurut Dede dan Novia, kenaikan harga sembako pada bulan
Ramadhan karena adanya peningkatan permintaan terhadap sembako yang
signifikan dan masalah distribusi karena beberapa pemasok menaikkan
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harga dengan alasan kenaikan biaya transportasi dan tenaga kerja ( Dede
Aji Mardani & Novia Tia, 2024)..

Kenaikan harga sembako pada bulan Ramadhan disebabkan oleh
beberapa faktor. Pertama, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat.
Pada bulan Ramadhan, permintaan setiap rumah tangga yang seharusnya
bisa dihemat kerena puasa (hanya makan dua kali sehari, yaitu buka dan
sahur) justru malah meningkat. Selama bulan Ramadhan, terdapat tradisi di
masyarakat untuk menyiapkan hidangan spesial dan persediaan makanan
yang lebih banyak untuk berbuka puasa dan sahur, serta persiapan Idul
Fitri. Sehingga hal ini menyebabkan lonjakan permintaan yang signifikan
terhadap berbagai jenis bahan pokok. Hal ini berbanding lurus dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dewi Restu Mangeswuri, bahwa umat
Islam cenderung lebih konsumtif dalam belanja makanan selama bulan
Ramadhan, terutama untuk keperluan sahur dan berbuka (Dewi Restu
Mangeswuri, 2023)

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi bertambah
tanpa disadari dan pola hidup yang berubah dalam menyikapi tubuh saat
bulan puasa. Berdasarkan hukum permintaan, bahwa faktor yg mempe-
ngaruhi permintaan terhadap sembako adalah harga sembako itu sendiri.
Permintaan sembako akan mengalami peningkatan apabila harga sembako
mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya permintaan sembako akan
mengalami penurunan apabila harga sembako mengalami peningkatan
(Farah Aqilah & dkk, 2025). Menurut Mangeswuri (2023), permintaan
sembako meningkat sebelum dan selama Ramadhan, terutama untuk
memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa.

Oleh sebab itu, pada umumnya harga yang terdorong naik adalah
harga-harga kebutuhan pokok, khususnya yang terkait dengan pangan. Pola
konsumsi yang berubah selama bulan Ramadan juga terkait dengan prefe-
rensi masyarakat yang cenderung berubah karena adanya pertimbangan
kepraktisan dan ketahanan bahan pangan untuk dikonsumsi.

Kedua, karena keterbatasan pasokan (Cost-Push Inflation dan Supply
Shortage). Selain perubahan pola konsumsi, keterbatasan pasokan juga
menjadi pemicu kenaikan harga sembako. Ketika permintaan meningkat
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secara drastis namun ketersediaan bahan pokok tidak memadai, mekanisme
pasar akan mendorong harga naik (Farah Aqilah & dkk, 2025). Keterbatasan
ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti masalah pada bahan baku
atau proses produksi dapat menghambat pasokan barang ke pasar, masa-
lah distribusi yang panjang dan tidak efisien, serta biaya transportasi yang
meningkat, dapat menambah biaya dan berujung pada kenaikan harga
jual di tingkat konsumen, serta masalah-masalah eksternal seperti kondisi
cuaca ekstrem, bencana alam, atau bahkan konflik global (misalnya perang
Rusia dan Ukraina) dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan dan harga
komoditas.

E Langkah Antisipatif Pemerintah untuk Mengatasi
Kenaikan Harga Sembako Pada Bulan Ramadhan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menjamin ketersediaan
bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat selama bulan suci Ramadan.
Pemerintah pusat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok penting selama
bulan Ramadhan. Upaya koordinasi dengan pemerintah daerah tersebut
bertujuan agar rantai pasokan dan rantai distribusi bisa berjalan dengan baik
tanpa ada kendala. Menurut Mangeswuri, dengan rantai pasok yang lancar,
dapat juga menjamin harga bahan kebutuhan pokok akan terkendali. Selain
itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga perlu dilakukan agar tidak
ada penimbunan barang kebutuhan pokok (Dewi Restu Mangeswuri, 2023)

Upaya atau strategi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu member-
lakukan sembako murah atau kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM).
Sembako murah atau kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) merupakan
aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan
oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah menda-
pat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi (Ema Bela, Rusdi Sulaiman
& Nur Rahmiani, 2021).

Tujuannya dari Operasi Pasar Murah (OPM) adalah dalam rangka
menjaga stok dan ketahanan harga bahan sembako untuk menjamin terpe-
nuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan untuk mengontrol penetapan
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harga eceran tertinggi (HET). Konsep Operasi Pasar Murah (OPM) ini

bukanlah semata-mata hanya untuk melihat fenomena kenaikan harga di

Pasar, melainkan agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada pedagang

agar tidak melakukan penjualan diatas harga yang ditetapkan (Husna

Hayati & Muh. Arafah, 2023). Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM)

adalah wujud konkrit semangat kebersamaan dan kegotong royongan

yang selama ini telah terbangun dan terpelihara baik di dalam masyarakat,
saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi demi keutuhan bangsa
ini. Sistem sembako murah dijual menggunakan sistem pasar murah yang
khusus didistribusikan kepada masyarakat khususnya masyarakat mene-
ngah ke bawah.

Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) ini memiliki nilai yang dapat
kita lihat dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari dimensi agama, artinya kegiatan pasar murah ini adalah bentuk
ibadah sosial yang kita harapkan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt.
terlebih, kepedulian sosial ini dilaksanakan pada Bulan Suci Ramadhan,
bulan dimana Allah Swt. senantiasa melipatgandakan balasan kebaikan
kepada orang-orang yang mau peduli kepada sesama.

2. Dari dimensi ekonomi, pasar murah ini diharapkan mampu meringan-
kan beban hidup masyarakat yag kurang mampu pada khususnya dan
seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

3. Dari dimensi sosial, pada dasarnya kegiatan seperti ini merupakan
bentuk perasaan senasib sepenanggungan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ema Bela dan Kawan-kawan,
yang menyatakan bahwa mengenai sembako murah atau Operasi Pasar
Murah (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah, masuk kedalam strategi
berdagang yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu masuk ke jual beli tauli-
yah yang dilakukan dengan jalan menjual barang sesuai harga beli dengan
tidak mengambil keuntungan atau kerugian sepeser pun bagi penjualnya
(Ema Bela, Rusdi Sulaiman & Nur Rahmiani, 2021).
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F Kesimpulan

Kenaikan harga sembako selama bulan Ramadhan merupakan fenomena
tahunan yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat
menjelang sahur, berbuka, dan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi budaya dan
pola konsumsi masyarakat Indonesia menyebabkan permintaan terhadap
sembako melonjak, khususnya untuk bahan pangan utama seperti beras,
bawang, cabai, dan daging. Lonjakan permintaan tidak diimbangi dengan
peningkatan pasokan yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakseim-
bangan antara permintaan dan penawaran yang berdampak langsung pada
naiknya harga bahan pokok. Distribusi yang tidak efisien dan panjangnya
rantai pasok turut menambah beban biaya dan mempercepat kenaikan
harga di tingkat konsumen.

Ekonomi Islam menerima konsep permintaan dan penawaran sebagai
mekanisme pasar, namun dengan batasan nilai-nilai syariah seperti keju-
juran, transparansi, larangan riba, dan barang yang halal. Permintaan dan
penawaran dalam Islam tidak hanya menimbang aspek ekonomi, tetapi
juga dimensi etika dan spiritual untuk menciptakan pasar yang adil dan
berkah. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif, seperti
Operasi Pasar Murah (OPM), untuk menjaga stabilitas harga dan keterse-
diaan sembako. OPM dianggap sebagai solusi jangka pendek yang efektif,
namun perlu diiringi dengan kebijakan jangka panjang dalam perbaikan
distribusi, pengawasan stok, dan edukasi konsumsi yang bijak.
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MONOPOLI DAN DIGITALISASI: STUDI
ATAS ETIKA KESEIMBANGAN PASAR
ISLAMI

Mustagqiim dan Siti Najma

ABSTRAK : Fenomena monopoli dan digitalisasi pasar menjadi isu sentral
dalam dinamika ekonomi kontemporer, terutama dalam konteks globalisasi
dan perkembangan teknologi digital. Monopoli dapat menyebabkan distorsi
pasar yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan efisiensi
alokasi sumber daya. Sementara itu, digitalisasi membawa transformasi
besar dalam perilaku ekonomi, pola produksi, dan distribusi, namun juga
menimbulkan tantangan etis, sosial, dan kebijakan. Tulisan ini mengkaji
kedua fenomena tersebut secara komprehensif dari sudut pandang ekonomi
mikro dan makro, serta membandingkan antara pendekatan ekonomi
konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional cenderung mene-
kankan pada efisiensi pasar dan pertumbuhan, sementara ekonomi Islam
menitikberatkan pada keadilan distribusi dan etika dalam bertransaksi.
Dengan pendekatan normatif dan komparatif, artikel ini merekomendasi-
kan integrasi nilai-nilai syariah dalam regulasi pasar digital sebagai solusi
menuju pasar yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Monopoli, Digitalisasi Pasar, Ekonomi Mikro Syariah

A Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, struktur pasar mengalami
transformasi yang sangat signifikan. Dua fenomena yang menonjol adalah



kecenderungan terbentuknya monopoli dan dominasi pasar digital. Di satu
sisi, perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, Facebook, dan
Alibaba membentuk kekuatan ekonomi yang dominan; di sisi lain, digitali-
sasi telah mengubah cara produsen, konsumen, dan pemerintah berinter-
aksi dalam sistem ekonomi. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru
dalam konteks efisiensi, keadilan distribusi, regulasi, dan etika ekonomi.
Kajian ini penting karena monopoli dan digitalisasi tidak hanya
berdampak dalam kerangka mikroekonomi seperti perubahan struktur
pasar dan perilaku konsumen, tetapi juga dalam skala makroekonomi
seperti ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan
fiskal. Lebih dari itu, fenomena ini juga perlu ditinjau dari dua paradigma

utama ekonomi: konvensional dan syariah.

B Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Dan
Makro

1. Monopoli dalam Ekonomi Mikro

Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual
yang menguasai seluruh pasar tanpa pesaing yang signifikan. Ciri utama
monopoli antara lain: tidak adanya substitusi yang dekat, hambatan masuk
yang tinggi, dan kekuasaan penetapan harga oleh produsen.

Dalam kerangka ekonomi mikro, monopoli menyebabkan distorsi
harga dan kuantitas. Kurva permintaan bersifat inelastis dan produsen
menetapkan harga di atas biaya marjinal, menciptakan deadweight loss
bagi masyarakat ((Varian, 2014)). Model matematika dasar monopoli
menggambarkan bahwa laba maksimum terjadi ketika MR = MC (Marginal
Revenue = Marginal Cost).

Studi kasus seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia
menunjukkan bagaimana monopoli terjadi karena kebutuhan infrastruktur
yang sangat besar dan tidak layak untuk dimasuki pesaing baru. Sementara
itu, perusahaan seperti Google menciptakan monopoli melalui skala
ekonomi digital dan efek jaringan.
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2. Monopoli dalam Ekonomi Makro

Secara makro, monopoli dapat mengganggu alokasi sumber daya nasional
dan memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika kekayaan
dan laba terkonsentrasi pada segelintir perusahaan, efeknya terasa pada
penurunan konsumsi agregat dan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Pemerintah di banyak negara menggunakan kebijakan antitrust dan
intervensi regulatif untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam pende-
katan Keynesian( aliran pemikiran ekonomi yang didasarkan pada teori
yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes ), negara harus aktif meng-
intervensi pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Ketika monopoli mencipta-
kan kekurangan kompetisi, maka alokasi modal, tenaga kerja, dan teknologi
menjadi tidak efisien.

3. Kritik terhadap Monopoli

Kritik utama terhadap monopoli adalah:

1. Ketimpangan kekayaan dan konsentrasi kekuasaan ekonomi.
2. Hilangnya inovasi akibat tidak adanya kompetitor.

3. Eksploitasi harga konsumen dan pekerja.
4

Kecenderungan korupsi kebijakan melalui lobbying.

C Digitalisasi pasar dalam perspektif mikro dan
makro

1. Transformasi Digital dan Struktur Pasar

Digitalisasi pasar merujuk pada penggunaan teknologi informasi dalam
aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Pasar digital mencakup e-com-
merce, platform ride-hailing, media sosial komersial, serta layanan keuangan
berbasis aplikasi. Fenomena ini menyebabkan pergeseran dari pasar fisik
ke platform digital, menciptakan dominasi oleh platform tunggal (platform
monopoly). Platform seperti Shopee dan Tokopedia menciptakan sistem
closed-loop economy yang menurunkan kompetisi dan meningkatkan
ketergantungan pengguna.
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2. Digitalisasi dalam Ekonomi Mikro

Secara mikro, digitalisasi:
1. Mengubah elastisitas permintaan karena konsumen memiliki akses
informasi lebih luas.

2. Menciptakan asimetri informasi karena algoritma perusahaan mempe-

ngaruhi harga dan iklan.

3. Menyebabkan price discrimination berbasis data konsumen.

Data kini menjadi komoditas utama. Big data digunakan untuk meme-
takan perilaku konsumen, yang berpotensi disalahgunakan dalam sistem
yang tidak transparan.

3. Digitalisasi dalam Ekonomi Makro

Dalam konteks makro, digitalisasi mempengaruhi:
1. Ketenagakerjaan: otomatisasi dan Al menggantikan tenaga kerja

konvensional.

2. Pertumbuhan ekonomi: peningkatan produktivitas melalui efisiensi
operasional.

3. Ketimpangan digital: hanya kelompok tertentu yang mendapat manfaat

dari ekonomi digital.

(OECD, 2023) mencatat bahwa transformasi digital mendorong
pertumbuhan produktivitas di negara maju, namun memperdalam jurang
digital di negara berkembang.

D Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Monopoli Dan
Digitalisasi Pasar

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep keadilan (‘adl) dan keseimbangan
(mizan) menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem ekonomi.
Monopoli, yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai ihtikar, dilarang
karena menyebabkan distorsi harga dan merugikan konsumen. Rasulullah
SAW bersabda, “Siapa yang melakukan ihtikar, maka ia berdosa” (HR.
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Muslim). Larangan ini menunjukkan komitmen Islam terhadap perlin-
dungan hak konsumen dan keadilan dalam distribusi barang dan jasa.
Ekonomi Islam menolak bentuk dominasi pasar yang menciptakan
ketidaksetaraan akses. Dalam prinsip muamalah, aktivitas ekonomi
tidak boleh menzalimi pihak lain dan harus dilakukan secara sukarela
dan transparan. Oleh karena itu, segala bentuk penimbunan, eksploitasi
kekuatan pasar, dan manipulasi informasi dinilai bertentangan dengan
maqashid syariah. Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah
telah mengecam praktik monopoli yang merusak tatanan pasar.

Di sisi lain, Islam tidak menolak inovasi dan kemajuan teknologi,
termasuk digitalisasi. Bahkan, dalam konteks dakwah dan distribusi zakat,
digitalisasi justru dipandang sebagai potensi besar dalam mendukung
efisiensi dan perluasan jangkauan keuangan syariah. Namun, digitalisasi
harus dikelola dengan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan perlin-
dungan data pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/
DSN-MUI/I1/2018 yang mengatur tentang layanan pembiayaan teknologi
berbasis syariah, di mana transparansi dan keadilan menjadi syarat sahnya
akad (DSN-MUI, 2018).

Selain itu, ekonomi Islam mendorong model bisnis berbasis syirkah
dan musyarakah, yang mengedepankan kemitraan dan distribusi risiko
secara adil. Model ini sangat relevan dalam menjawab tantangan digitali-
sasi, di mana dominasi platform digital bisa dikurangi melalui ekosistem
bisnis kolaboratif. Pemanfaatan teknologi digital untuk penguatan koperasi
syariah, fintech halal, dan wakaf produktif merupakan contoh implementasi
dari digitalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Islam juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab
dalam menata struktur pasar agar tetap adil dan sehat. Negara memiliki
peran untuk melakukan hisbah (pengawasan pasar), menetapkan regulasi,
serta membatasi dominasi ekonomi oleh pihak tertentu. Tujuannya bukan
untuk menghambat inovasi, melainkan memastikan bahwa kemajuan
ekonomi membawa manfaat kolektif dan tidak menciptakan ketimpangan
yang merusak struktur sosial.
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E Tinjauan Ekonomi Konvensional Terhadap
Monopoli Dan Digitalisasi Pasar

Dalam literatur ekonomi konvensional, monopoli umumnya dipandang
sebagai bentuk kegagalan pasar yang perlu diintervensi. Adam Smith dalam
The Wealth of Nations telah memperingatkan bahaya dominasi pasar karena
dapat menekan upah pekerja dan membatasi kompetisi. Dalam kerangka
neoklasik, efisiensi alokatif dicapai melalui kompetisi sempurna, dan segala
bentuk kekuasaan pasar akan mengganggu keseimbangan tersebut (Varian,
2014).

Meski demikian, beberapa ekonom seperti Joseph Schumpeter melihat
monopoli dalam konteks inovasi sebagai hal yang tidak sepenuhnya negatif.
Dalam teori “creative destruction’, perusahaan yang memiliki monopoli
sementara dapat mendorong inovasi karena memiliki insentif dan kemam-
puan finansial untuk riset dan pengembangan (Schumpeter, 1942). Namun,
pandangan ini dikritik karena sering kali monopoli justru menciptakan
kemalasan inovasi ketika posisi dominan sudah tercapai.

Digitalisasi dalam ekonomi konvensional sering dipandang sebagai alat
untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan. Namun, semakin jelas
bahwa teknologi digital juga menciptakan bentuk kekuasaan pasar baru.
Perusahaan digital besar memanfaatkan skala ekonomi, data pengguna,
dan algoritma untuk menciptakan “walled gardens” yang sulit ditembus
oleh pesaing baru. OECD (2023) mencatat bahwa beberapa pasar digital
kini mengalami konsentrasi ekstrem dan hambatan masuk yang tinggi.

Sebagai respons, kebijakan persaingan dan regulasi teknologi menjadi
fokus baru dalam ekonomi makro. Negara-negara maju mengembangkan
perangkat hukum untuk mengendalikan dominasi perusahaan teknologi,
termasuk undang-undang perlindungan data dan pembatasan merger
antarkorporasi digital. Dalam kerangka ini, ekonomi konvensional mene-
kankan peran negara sebagai pengatur agar pasar tetap kompetitif dan
efisien, namun tidak selalu menempatkan keadilan sebagai prioritas utama.
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F Perbandingan Dan Analisis Kritis

Jika ditinjau secara menyeluruh, pendekatan ekonomi Islam dan konvensi-
onal terhadap monopoli dan digitalisasi memiliki titik temu dan perbedaan.
Keduanya mengakui risiko distorsi pasar akibat kekuasaan ekonomi yang
terkonsentrasi. Namun, ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif
yang lebih eksplisit dalam membatasi eksploitasi pasar dan mendorong
keadilan distributif.

Ekonomi konvensional menekankan efisiensi dan pertumbuhan,
sementara ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan antara efisiensi
dan keadilan. Dalam konteks digitalisasi, ekonomi konvensional lebih
menekankan pada solusi teknis dan kebijakan regulasi, sementara ekonomi
Islam menempatkan moralitas dan etika sebagai bagian integral dari desain
sistem ekonomi. Hal ini menjadikan pendekatan syariah lebih berorientasi
pada maslahat umum dan keberlanjutan sosial.

Dengan demikian, integrasi antara pendekatan etis Islam dan rasio-
nalitas ekonomi konvensional dapat melahirkan model pasar digital yang
inklusif, kompetitif, dan berkeadilan. Sinergi ini penting untuk menjawab
tantangan struktural akibat digitalisasi dan konsentrasi kekuasaan ekonomi
global.

G Kesimpulan

Fenomena monopoli dan digitalisasi pasar merupakan tantangan struk-
tural yang memerlukan pendekatan lintas disiplin dan lintas paradigma.
Ekonomi mikro dan makro menyediakan alat analisis yang penting dalam
mengidentifikasi sumber distorsi pasar, sedangkan ekonomi Islam mena-
warkan landasan etika dan normatif untuk mengembalikan fungsi pasar
kepada keseimbangan sosial.

Tulisan ini menunjukkan bahwa dominasi pasar, baik dalam bentuk
monopoli tradisional maupun monopoli digital, harus diatur agar tidak
merusak prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan kolektif.
Pendekatan Islam dengan prinsip keadilan distribusi, larangan eksploi-

tasi, serta penguatan peran negara dalam mengawasi pasar, memberikan
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alternatif konstruktif dalam membangun ekonomi digital yang lebih inklusif
dan adil.

Untuk itu, integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebijakan
ekonomi modern perlu terus dikembangkan, terutama dalam konteks
pengembangan regulasi digital dan penguatan kelembagaan ekonomi
syariah di era teknologi informasi.
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PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT
DI ERA DIGITAL : TINJAUAN PERILAKU
KONSUMSI DALAM ISLAM

Mutia Rahmi dan Siti Najma

Abstrak : Transformasi digital telah mengubah perilaku konsumsi masya-
rakat, ditandai dengan pergeseran transaksi ke ranah daring dan marak-
nya fenomena seperti FOMO, impulse buying, dan dominasi influencer.
Didukung oleh AI dan layanan BNPL, konsumsi menjadi semakin instan
namun berisiko, khususnya bagi generasi muda dan kelompok rentan. Di
sisi lain, muncul respons berupa frugal living dan konsumsi sadar yang
menekankan keberlanjutan. Artikel ini menganalisis dampak era digital
terhadap konsumsi dari perspektif ekonomi mikro, termasuk bias algorit-
mik, hubungan parasosial, serta tantangan bagi UMKM lokal. Nilai-nilai
ekonomi Islam seperti wasathiyah, qanaah, dan maslahah ditawarkan
sebagai pendekatan etis dalam moderasi konsumsi. Solusi strategis seperti
literasi keuangan, mindfulness, dan spiritualitas menjadi kunci menuju
pola konsumsi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan
pentingnya transformasi nilai dalam menghadapi era konsumsi digital
yang serba instan.

Kata Kunci: Konsumsi Digital, FOMO, Frugal Living, Paylater, Influencer,
Ekonomi Islam, Literasi Keuangan, Keberlanjutan, Ekonomi Mikro, Perilaku

Konsumen.
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A Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, pola konsumsi masyarakat global mengalami
transformasi fundamental dan akseleratif seiring pesatnya perkembangan
teknologi digital. Aktivitas yang sebelumnya mengharuskan pertemuan
fisik di pasar atau toko kini telah tergantikan oleh transaksi daring, sering-
kali hanya melalui sentuhan jari di layar gawai. Belanja kebutuhan harian,
memesan makanan, bahkan mengajukan pinjaman mikro kini bisa dila-
kukan secara instan. Kemudahan ini tentu menawarkan efisiensi dan jang-
kauan yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi juga menghadirkan
tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis yang semakin kompleks. Isu-isu
krusial muncul baik di tingkat ekonomi mikro (perilaku konsumen, fungsi
permintaan, efisiensi alokasi sumber daya rumah tangga) maupun makro-
ekonomi (inflasi, pertumbuhan konsumsi agregat, stabilitas finansial).

Salah satu fenomena paling menonjol dalam perubahan ini adalah
peran dominan media sosial dalam membentuk, bahkan mendikte, perilaku
konsumsi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini bukan
hanya ruang hiburan atau komunikasi, melainkan juga kanal promosi
yang sangat berpengaruh, seringkali memanipulasi, keputusan pembelian.
Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) mendorong masyarakat, khususnya
generasi muda, untuk membeli produk bukan karena kebutuhan esensial,
melainkan karena tekanan sosial yang intens dan keinginan untuk tetap
relevan secara sosial. Ini adalah bentuk konsumsi status di era digital yang
berdampak langsung pada preferensi dan utilitas konsumen-

Penelitian Tannia Regina (2022) secara empiris menunjukkan bahwa
media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
Generasi Z. Mereka menjadikan platform digital sebagai sumber utama
informasi produk, ulasan pelanggan yang sering bias, dan konten dari
influencer yang kredibilitasnya dapat diperdebatkan. Hal ini diperkuat oleh
Isalman et al.(2023), yang menemukan bahwa empat dimensi kredibilitas
influencer (kepercayaan, keahlian, daya tarik, dan kesamaan) berpengaruh
terhadap persepsi kualitas dan minat beli konsumen. Secara mikroeko-
nomi, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pergeseran kurva permin-

taan individual ke kanan, terlepas dari nilai intrinsik produk. Namun,
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penting digarisbawahi bahwa pengaruh media sosial tidak bekerja secara
mutlak. Studi dari Dina Patrisia dan Abror Abror (2022) menggaris bawahi
pentingnya faktor internal seperti literasi keuangan, religiusitas, serta peran
keluarga sebagai penentu utama dalam keputusan konsumsi yang bijak.
Ini menunjukkan bahwa karakter individu dan resiliensi psikologis tetap
menjadi kunci dalam menghadapi arus informasi dan promosi yang masif,
seringkali manipulatif, yang bertujuan untuk memengaruhi fungsi utilitas
konsumen.

Selain media sosial, layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) atau paylater
menjadi sorotan tajam karena dampaknya yang ambivalen dan seringkali
kontroversial. Di satu sisi, BNPL memberikan fleksibilitas finansial yang
menarik; di sisi lain, penggunaannya yang berlebihan, terutama oleh maha-
siswa dan segmen masyarakat dengan literasi keuangan rendah, berpotensi
menjerumuskan ke dalam jerat utang yang serius Salsabila et al., (2024). Dari
perspektif ekonomi mikro, BNPL secara efektif menurunkan biaya trans-
aksi dan hambatan masuk untuk konsumsi, memicu peningkatan jumlah
permintaan bahkan untuk barang yang tidak esensial. Meskipun begitu,
penelitian Rahmatika Sari (2024) menunjukkan bahwa jika digunakan
secara bijak dan didukung oleh disiplin finansial, paylater bisa menjadi alat
manajemen keuangan yang efektif. Isu terkini menunjukkan bahwa bank
sentral dan otoritas keuangan di banyak negara mulai mengkaji regulasi
ketat untuk BNPL mengingat potensi risiko sistemik dan dampak pada
kualitas kredit konsumen, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi
mikro rumah tangga dan tingkat utang konsumsi agregat antar kuartal.

Menariknya, di tengah arus konsumsi yang serba cepat, hedonistik,
dan seringkali boros, muncul juga kesadaran baru berupa adopsi gaya
hidup frugal living, minimalis, dan konsumsi sadar (conscious consump-
tion). Gaya hidup ini menjadi bentuk resistensi yang tumbuh subur terha-
dap budaya boros yang didorong oleh kapitalisme digital. Asriyana et al.
(2024) menemukan bahwa mahasiswa di perguruan tinggi Islam mulai
memilih konsumsi yang lebih sederhana dan bermakna, didorong oleh
nilai-nilai religius dan tujuan hidup jangka panjang, termasuk keamanan
finansial dan keberlanjutan lingkungan. Dari sisi ekonomi mikro, frugal
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living mencerminkan perubahan dalam fungsi utilitas konsumen, di mana
kepuasan tidak lagi semata-mata berasal dari konsumsi material, tetapi
juga dari akumulasi aset dan dampak sosial-lingkungan. Dalam konteks
ini, ekonomi Islam hadir bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga
sebagai etika hidup yang komprehensif. Prinsip seperti wasathiyah (kese-
imbangan), ganaah (merasa cukup), dan maslahah (kemanfaatan bersama)
memberikan kerangka nilai yang mendorong konsumsi bijak, jauh dari israf
(berlebihan) dan tabdzir (pemborosan). Sebagaimana firman Allah SWT
dalam QS. Al-Isra: 26-27, Islam mengajarkan agar harta tidak dihabiskan
secara boros dan mengingatkan bahwa perilaku berlebih-lebihan adalah
perilaku saudara-saudara setan.

Dengan demikian, konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata-
mata tindakan ekonomi, melainkan juga bagian dari ibadah yang mengan-
dung nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Oleh karena itu, menghadapi
tantangan konsumsi digital tidak cukup hanya dengan pendekatan regulasi,
tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter, pendidikan literasi yang
holistik, dan penguatan nilai-nilai etis dalam diri individu.

Berangkat dari fenomena multi-dimensi ini, tulisan ini akan mengulas
secara kritis bagaimana era digital membentuk ulang perilaku konsumsi
masyarakat, dengan menyoroti fenomena seperti FOMO, frugal living, peng-
gunaan layanan paylater, dan peran influencer. Lebih lanjut, akan dianalisis
bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dijadikan panduan mode-
rasi konsumsi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan, dengan implikasi
pada efisiensi alokasi sumber daya rumah tangga. Fokus juga diberikan pada
peran literasi keuangan, religiusitas, serta peran keluarga sebagai mediasi
terhadap tekanan konsumsi di era digital, sekaligus mengaitkannya dengan
dampaknya pada indikator ekonomi mikro seperti pengeluaran rumah

tangga per kapita dan struktur konsumsi antar kuartal ekonomi.

B Perilaku Konsumsi di Era Digital

Transformasi digital telah menciptakan lanskap baru yang revolusioner
dalam perilaku konsumsi masyarakat. Perubahan ini tidak hanya ditan-
dai oleh maraknya belanja daring (online shopping), tetapi juga oleh cara
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individu dalam memandang kebutuhan, membentuk preferensi, serta
merespons impuls dan tren global yang dinamis. Dalam konteks ekonomi
mikro, perubahan ini tercermin dalam pergeseran pola alokasi pendapatan
rumah tangga, modifikasi fungsi utilitas konsumen, dan perubahan dalam

elastisitas permintaan terhadap barang dan jasa tertentu.

1. Konsumsi Digital dan Pola Belanja Online

Kemudahan akses terhadap platform digital seperti e-commerce dan aplikasi
belanja telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk. Kini,
hanya dengan sentuhan jari, seseorang bisa membeli barang dari berbagai
belahan dunia tanpa perlu keluar rumah. Penelitian Wanda Nurul Afriani et
al. (2023) mengungkapkan pergeseran signifikan dalam perilaku konsumen,
dengan 65% responden menunjukkan peningkatan preferensi terhadap
platform belanja online. Faktor-faktor utama yang memengaruhi perge-
seran ini meliputi kenyamanan (mengurangi biaya waktu), kemampuan
perbandingan harga yang cepat (memicu sensitivitas harga konsumen dan
meningkatkan persaingan harga antar penjual), dan variasi produk yang
melimpah (meningkatkan pilihan konsumen). Pergeseran ini juga memi-
liki implikasi terhadap struktur pasar ritel, di mana dominasi e-commerce
mengikis pangsa pasar toko fisik, berpotensi memicu konsolidasi pasar.
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kategori produk tertentu, seperti
bahan makanan segar atau barang mewah yang memerlukan pengalaman
fisik, masih mempertahankan preferensi belanja offline yang kuat, menun-
jukkan adanya segmentasi pasar berdasarkan jenis produk dan preferensi
konsumen yang berbeda.

Meskipun memberikan kemudahan, konsumsi digital juga menghadir-
kan tantangan serius. Algoritma yang dirancang untuk merekomendasikan
produk berdasarkan perilaku pengguna memperkuat fenomena impulse
buying, di mana konsumen melakukan pembelian tanpa perencanaan
matang. Studi oleh Ni Wayan Sukmawati Puspitadewi dan Fathin Fadhila
(2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan
antara intensitas penggunaan media sosial dan perilaku pembelian impul-
sif pada kalangan generasi Z di Indonesia. Isu terkini yang sangat relevan
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adalah bagaimana personalisasi Al dan iklan bertarget (seperti di TikTok
Shop atau Instagram Ads) semakin presisi dalam membaca keinginan bawah
sadar konsumen dan memicu pembelian yang tidak direncanakan, bahkan
seringkali tidak dibutuhkan. Ini menimbulkan pertanyaan etika serius
tentang manipulasi psikologis dalam konsumsi digital, yang berpotensi
melanggar hak-hak konsumen dan mengurangi rasionalitas keputusan
ekonomi, bahkan mengikis kedaulatan konsumen. Data agregat penju-
alan e-commerce pada kuartal pertama 2025 di Indonesia menunjukkan
pertumbuhan signifikan pada kategori non-esensial, mengindikasikan
kuatnya pengaruh algoritma dan promosi digital terhadap pengeluaran
rumah tangga dan struktur permintaan konsumen.

2. Fenomena FOMO dan Perilaku Konsumtif

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) menjadi pendorong kuat dalam
konsumsi digital, terutama di kalangan generasi muda. Individu merasa
tertekan secara sosial untuk mengikuti tren demi validasi dan eksistensi
di media sosial. Dalam konteks ini, konsumsi bukan lagi tentang meme-
nuhi kebutuhan dasar, melainkan sebagai ekspresi identitas, aspirasi, dan
pencitraan diri yang bersifat curated atau direkayasa. Riset oleh Dewi Safitri
et al. (2023) menemukan bahwa FOMO berkontribusi signifikan terhadap
keputusan konsumsi berlebihan, khususnya dalam bentuk pembelian
barang yang sedang tren. Dalam analisis isu terkini, FOMO diperparah
oleh real-time updates dari influencer atau teman sebaya di platform seperti
Instagram Stories atau TikTok Live. Konsep unboxing dan haul video, yang
memamerkan barang-barang terbaru, secara langsung memicu keinginan
untuk memiliki apa yang orang lain miliki, bahkan jika tidak dibutuh-
kan, menciptakan demand yang diinduksi media sosial atau permintaan
artifisial. Ini menciptakan siklus konsumsi yang didorong oleh validasi
eksternal dan persaingan sosial, bukan kebutuhan riil, yang berimplikasi
pada distorsi alokasi anggaran konsumen dan penurunan utilitas marginal
dari konsumsi barang tersebut. Tingkat disposable income yang dialoka-
sikan untuk barang-barang tren akibat FOMO dapat terlihat dalam data
pengeluaran konsumen per kuartal, di mana seringkali terjadi lonjakan
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signifikan pada kategori produk yang sedang viral, diikuti oleh penurunan
drastis pada kuartal berikutnya ketika tren berganti, menunjukkan perilaku
konsumsi yang tidak stabil.

Dari perspektif Islam, dorongan konsumsi yang lahir dari FOMO
bertentangan dengan prinsip ganaah (merasa cukup) dan zuhud (tidak
terikat pada duniawi). Al-Qurian mengingatkan, “Dan janganlah kamu
mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya” (QS.
Al-Isra: 36). Ayat ini mempertegas pentingnya kontrol diri dan kehati-hatian
dalam bertindak, termasuk dalam konsumsi, bukan sekadar mengikuti
keramaian yang tidak rasional atau optimal secara ekonomi individual.
Dorongan FOMO secara langsung berkontribusi pada praktik israf (berle-
bihan) dan tabdzir (pemborosan) yang sangat dilarang dalam ajaran Islam

3. Frugal Living dan Resistensi terhadap Konsumerisme

Di tengah gempuran budaya konsumtif, muncul gerakan hidup sederhana
atau frugal living sebagai bentuk resistensi yang semakin populer, khusus-
nya di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Frugal living bukan berarti
pelit, tetapi cermat dan bijak dalam membelanjakan uang demi mencapai
kebebasan finansial dan hidup yang lebih bermakna. Gerakan ini mendapat
momentum signifikan pasca-pandemi COVID-19, seiring meningkatnya
kesadaran akan pentingnya menabung, investasi, dan ketahanan finansial
pribadi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Isu terkini
menunjukkan bahwa frugal living juga beresonansi kuat dengan isu keber-
lanjutan lingkungan dan gerakan anti-konsumerisme. Banyak generasi
muda yang mulai menyadari dampak lingkungan dari konsumsi berlebihan
(misalnya fast fashion dan sampah elektronik) dan memilih gaya hidup yang
lebih minimalis serta bertanggung jawab secara ekologis. Ini bukan hanya
tentang hemat uang, tetapi juga tentang nilai-nilai dan etika konsumsi yang
lebih dalam, yang tercermin dalam pergeseran preferensi konsumen menuju
produk yang lebih etis dan berkelanjutan, meskipun dengan harga yang
mungkin lebih tinggi (premium hijau). Analisis data ekonomi mikro pada
kuartal terakhir menunjukkan peningkatan alokasi dana untuk investasi
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dan tabungan di kalangan kelompok usia muda, yang mengindikasikan
adopsi gaya hidup ini dan berpotensi meningkatkan tabungan nasional.
Dalam konteks Islam, frugal living sangat sejalan dengan konsep
al-igtisad fi al-nafaqah (berkeseimbangan dalam pengeluaran). Nabi
Muhammad SAW. bersabda, “Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan”
(HR. Ahmad). Penelitian oleh Naimatul Hasanah dan Nuril Badria (2023)
menemukan bahwa Generasi Z memiliki pemahaman yang kuat tentang
pentingnya mengelola keuangan secara bijaksana dan mengaitkan frugal
living dengan konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Meskipun
demikian, terdapat tantangan dalam menerapkan frugal living, termasuk
godaan konsumsi tinggi dan tekanan dari lingkungan sosial yang masih
mengagungkan kepemilikan materi, yang menunjukkan adanya konflik
nilai dalam masyarakat dan tantangan terhadap rasionalitas ekonomi.

4. Skema Paylater dan Krisis Literasi Finansial

Salah satu ironi konsumsi digital adalah menjamurnya fitur paylater atau
Buy Now, Pay Later (BNPL), yakni layanan beli sekarang bayar belakangan.
Layanan ini memberikan ilusi ketersediaan dana instan, padahal pada
kenyataannya dapat mendorong seseorang berutang untuk memenuhi gaya
hidup atau kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak, bahkan konsumsi
impulsif. Temuan Antonius Felix et al.(2024) menunjukkan bahwa maha-
siswa cenderung memanfaatkan Shopee PayLater untuk memenuhi kebu-
tuhan mendesak seperti buku dan alat tulis. Namun, kemudahan ini juga
dapat memicu perilaku konsumtif yang tidak terkendali, seperti pembelian
impulsif. Fleksibilitas pembayaran memudahkan mahasiswa berutang,
berpotensi menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Analisis isu
terkini menyoroti meningkatnya kasus gagal bayar dan terjerat utang pada
generasi muda akibat kemudahan akses BNPL, terutama tanpa literasi
keuangan yang memadai. Maraknya fintech yang agresif dalam promosi
BNPL di platform e-commerce dan media sosial memperparah kondisi ini,
seringkali dengan skema bunga dan denda tersembunyi yang sulit dipahami
konsumen awam, menciptakan asymmetric information yang merugikan

konsumen dan berpotensi menyebabkan kegagalan pasar dalam layanan
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keuangan mikro. Dari perspektif ekonomi mikro, peningkatan penggunaan
BNPL, terutama untuk barang konsumtif non-esensial, dapat meningkat-
kan rasio utang rumah tangga yang berpotensi memicu krisis likuiditas
pada tingkat individu dan agregat. Data kuartal kedua 2025 menunjukkan
bahwa volume transaksi BNPL terus meningkat, tetapi diiringi dengan
peningkatan rasio non-performing financing (NPF) di beberapa penyedia
layanan, mengindikasikan risiko kredit yang meningkat.

Dalam Islam, pembelanjaan yang didorong oleh utang konsumtif
yang tidak produktif sangat dikritisi. Nabi Muhammad SAW. bersabda,
“‘Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu tergantung pada utangnya sampai
dilunasi” (HR. Tirmidzi). Literasi keuangan syariah menjadi krusial agar
masyarakat tidak terjebak dalam siklus utang akibat konsumsi yang tidak
terkendali, dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertrans-
aksi serta menghindari riba, yang merupakan biaya transaksi tersembunyi,
tidak adil, dan dilarang secara mutlak dalam Islam. Banyak skema BNPL,
terutama dengan bunga dan denda yang dikenakan saat keterlambatan
pembayaran, dapat masuk dalam kategori riba, sehingga bertentangan

dengan prinsip ekonomi Islam.

5. Peran Influencer dan Konsumsi Berbasis Tren

Pengaruh influencer dalam mendorong konsumsi tak bisa diabaikan.
Testimoni, ulasan, dan gaya hidup yang dipamerkan oleh tokoh media
sosial membentuk persepsi nilai atas suatu produk dan menciptakan
keinginan yang kuat. Hal ini menimbulkan efek bandwagon, di mana indi-
vidu mengonsumsi suatu produk hanya karena orang lain melakukannya
atau karena dianggap keren oleh idola mereka. Penelitian oleh Muhammad
Khairul Rizal Surbakti et al. (2022) membuktikan bahwa kehadiran social
media influencer memberikan dampak signifikan bagi para pengguna,
mendorong gaya hidup yang memperhatikan prestige dan mengikuti tren
terkini yang dipopulerkan oleh mereka. Brand image juga turut memberikan
pengaruh kepada konsumen dalam membeli sebuah barang, menunjukkan
bahwa persepsi terhadap kredibilitas influencer memiliki pengaruh signifi-
kan terhadap niat beli di kalangan remaja. Isu terkini yang relevan adalah

ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER MIKRO DAN MAKRO EKONOMI

33



34

maraknya micro-influencer dan nano-influencer yang seringkali dianggap
lebih otentik dan memiliki koneksi yang lebih kuat dengan pengikutnya,
sehingga mendorong konsumsi yang lebih efektif melalui word-of-mouth
marketing digital. Selain itu, fenomena affiliate marketing yang semakin
masif, di mana influencer mendapatkan komisi dari setiap penjualan melalui
tautan khusus, semakin memperkuat motivasi mereka untuk mendorong
konsumsi tanpa selalu mempertimbangkan kebutuhan riil konsumen,
menciptakan konflik kepentingan dan memengaruhi pola pengeluaran
konsumen secara signifikan. Dari segi ekonomi mikro, strategi influencer
marketing ini secara signifikan memengaruhi kurva permintaan produk
tertentu, menggeser preferensi konsumen secara cepat antar merek, bahkan
menciptakan permintaan artifisial.

Islam mengajarkan pentingnya tabayyun (klarifikasi) sebelum meng-
ambil keputusan. Ini termasuk saat ingin membeli sesuatu yang dipengaruhi
oleh konten digital atau rekomendasi influencer. Konsumsi yang berlandas-
kan tren semata berpotensi menyalahi prinsip maslahah (kemanfaatan),
karena lebih condong pada hawa nafsu daripada kebutuhan nyata dan
kebermanfaatan jangka panjang, yang berujung pada inefisiensi alokasi

sumber daya pada tingkat individu dan masyarakat.

6. Ketimpangan Konsumsi dan Krisis Pangan

Fenomena konsumsi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun
terakhir telah menghadirkan ironi besar dalam struktur sosial ekonomi kita.
Di satu sisi, kemajuan teknologi dan kemudahan akses melalui e-commerce
serta media sosial telah mendorong lahirnya pola konsumsi baru yang
cepat, instan, dan seringkali berlebihan. Namun di sisi lain, masih terdapat
kelompok masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar,
khususnya dalam hal pangan. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan
adanya jurang sosial yang makin lebar, tetapi juga memperlihatkan distribusi
konsumsi yang tidak merata dan tidak efisien.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September
2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,57 persen,
mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2024 yang tercatat
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sebesar 9,03 persen. Meski tren ini tampak menggembirakan, kenyata-
annya, ketimpangan distribusi konsumsi, terutama dalam sektor pangan,
masih menjadi persoalan serius. Di kalangan masyarakat menengah atas,
perilaku konsumsi cenderung berlebihan misalnya dalam bentuk pembo-
rosan makanan atau belanja barang-barang tidak esensial. Sementara itu,
masyarakat berpendapatan rendah harus berjuang keras hanya untuk
memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ini menciptakan ketidakseimbangan
yang tajam antara pola konsumsi kelompok atas dan bawah, yang pada
akhirnya berdampak pada keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional.
Ironisnya, digitalisasi, dalam beberapa kasus, justru memperparah ketim-
pangan akses pangan karena masyarakat miskin mungkin tidak memiliki
akses internet atau perangkat yang memadai untuk mendapatkan harga
yang lebih baik secara online.

Dalam konteks Islam, perilaku konsumsi bukan hanya soal hak indi-
vidu, melainkan juga menyangkut tanggung jawab sosial. Ajaran Islam
menekankan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki seseorang, terdapat
hak orang lain, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Hal ini dite-
gaskan dalam QS. Adz-Dzariyat: 19 yang menyatakan, “Dan pada harta-
harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin
yang tidak mendapat bagian.” Ayat ini menjadi pengingat bahwa distribusi
kekayaan dan konsumsi tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya berputar
di kelompok tertentu saja, sekaligus menjadi landasan bagi mekanisme
zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen struktural untuk pemerataan
ekonomi.

Beberapa isu aktual semakin memperkuat pentingnya pembahasan ini.
Pertama, lonjakan harga bahan pokok yang terjadi pada 2024-2025 dipicu
oleh berbagai faktor global, seperti gangguan rantai pasok akibat konflik
geopolitik dan perubahan iklim ekstrem. Kondisi ini sangat berdampak
pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang memiliki daya beli
terbatas dan akses minim terhadap pasar digital. Sementara itu, kelompok
mampu justru cenderung melakukan panic buying, yang memperparah
kelangkaan barang dan memicu inflasi harga pangan. Secara mikro, hal ini
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menggerus daya beli riil masyarakat miskin dan memperlebar kesenjangan
ekonomi.

Kedua, maraknya tren live shopping di media sosial telah melahirkan
budaya konsumsi impulsif. Promosi yang agresif, potongan harga terbatas
waktu, dan pengaruh influencer membuat banyak konsumen tergoda untuk
membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Akibatnya,
banyak dari mereka terjebak dalam pengeluaran yang tidak rasional, bahkan
sampai harus berutang demi memenuhi gaya hidup. Sementara itu, di sisi
lain, masih banyak masyarakat yang bahkan kesulitan membeli kebutuhan
dasar sehari-hari. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan alokasi
sumber daya dalam rumah tangga, di mana barang-barang non-esensial
justru lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan pokok.

Ketiga, kasus pinjaman online ilegal semakin meningkat, terutama di
kalangan masyarakat miskin. Banyak dari mereka terjerat utang berbunga
tinggi demi bertahan hidup atau mengikuti tekanan gaya hidup yang diben-
tuk oleh media sosial. Akibatnya, mereka masuk dalam lingkaran setan
kemiskinan yang makin sulit diputus. Ini bukan hanya merusak stabilitas
keuangan rumah tangga, tetapi juga berpotensi menjadi krisis sosial di
tingkat komunitas.

Keempat, ancaman perubahan iklim juga tidak bisa diabaikan.
Kekeringan panjang, banjir ekstrem, dan gangguan cuaca lainnya berdam-
pak pada menurunnya produksi pertanian, khususnya di daerah-daerah
rentan. Gagal panen menyebabkan pasokan pangan terganggu dan harga-
harga melonjak, yang akhirnya memperparah beban ekonomi masyarakat
kecil. Dalam konteks makroekonomi, hal ini tercermin dalam data produksi
kuartalan sektor pertanian dan laju inflasi pangan. Efeknya langsung terasa
pada sektor mikro, yakni pada daya beli konsumen rumah tangga

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa persoalan konsumsi
bukan sekadar soal pilihan individu, melainkan bagian dari struktur
ekonomi yang lebih luas. Ketidakseimbangan dalam konsumsi mencip-
takan ketimpangan yang berdampak ganda: dari melemahnya daya beli
masyarakat bawah, meningkatnya utang konsumtif, hingga ancaman krisis
pangan yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan sistemik
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yang mengedepankan nilai-nilai etis dan keadilan sosial, termasuk melalui
penguatan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti wasathiyah (keseim-
bangan), ganaah (merasa cukup), dan maslahah (kemanfaatan bersama).

C Dampak Sosial Konsumsi di Era Digital

Era digital telah secara fundamental mengubah pola konsumsi masyarakat,
melampaui sekadar transaksi ekonomi dan merambah ke dalam struktur
sosial serta interaksi antarindividu. Konsumsi digital, yang ditandai oleh
maraknya belanja daring, penggunaan media sosial, dan adopsi teknologi
finansial, menghadirkan dampak multidimensional yang kompleks dan
memerlukan analisis kritis dari perspektif sosial, psikologis, dan ekonomi
mikro (misalnya, perubahan preferensi konsumen, alokasi waktu dan
anggaran, dan kesejahteraan subjektif).

1. Konsumsi Digital Tanpa Batas dan Fenomena Brain Rot

Konsumsi digital yang berlebihan di era modern telah memicu berbagai
dampak sosial dan kognitif yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah
munculnya bias algoritmik, di mana algoritma personalisasi yang tertanam
dalam platform digital memperkuat ketidaksetaraan konsumsi. Hal ini
terjadi karena algoritma cenderung menampilkan produk mewah kepada
kelompok demografis tertentu berdasarkan data perilaku mereka, sementara
mengabaikan kelompok lain, sehingga menciptakan pola konsumsi yang
tidak merata dan memperlebar jurang sosial, atau bahkan efek gelembung
filter (filter bubble) yang membatasi informasi konsumen dan memengaruhi
pilihan rasional.

Selain itu, konsumsi digital yang berlebihan juga berkontribusi pada
fenomena Brain Rot, yaitu penurunan fungsi kognitif akibat paparan
konstan terhadap konten digital instan. Paparan terhadap konten berdu-
rasi pendek, visual yang menarik perhatian secara terus-menerus (misalnya
TikTok short videos), dan stimulasi dopamin instan dapat mengurangi
kemampuan analisis mendalam, pemecahan masalah kompleks, dan krea-
tivitas, terutama pada generasi muda. Dari perspektif ekonomi mikro, ini
dapat menurunkan produktivitas individu dan kapital manusia dalam
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jangka panjang, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan poten-
sial mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Alma Aprilistya et al.(2023)
membuktikan bahwa media sosial dapat memengaruhi dan memberikan
dampak negatif bagi generasi muda, termasuk penurunan nilai moral dan
etika. Oleh karena itu, peneliti juga menyajikan solusi untuk meningkatkan
nilai moral dan etika generasi muda, di antaranya dengan menggunakan
media sosial secara bijak, membangun algoritma media sosial yang positif,
dan meningkatkan interaksi secara langsung antar sesama untuk meng-
imbangi paparan digital. Isu terkini terkait Brain Rot ini semakin relevan
dengan kemunculan generative Al yang dapat menghasilkan konten instan
dan masif. A ini berpotensi membanyjiri ruang digital dengan informasi
dangkal dan memicu ketergantungan pada konsumsi informasi pasif, bukan
pada analisis kritis dan pemikiran mendalam, yang mengancam kualitas
keputusan konsumen. Lebih jauh, kemampuan AI untuk menciptakan
konten yang sangat personal dan manipulatif berdasarkan data pengguna
dapat semakin mengaburkan batas antara promosi dan realitas, membuat

konsumen lebih rentan terhadap eksploitasi.

2. Konstruksi Identitas dan Gaya Hidup: Peran Influencer
dan Konsumerisme Digital

Dalam lanskap digital kontemporer, konstruksi identitas dan manifestasi
gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda, mengalami transformasi
signifikan akibat prevalensi konsumsi digital. Influencer di platform media
sosial memainkan peran krusial dalam mempromosikan tren dan gaya
hidup tertentu, yang secara langsung memediasi preferensi dan perilaku
konsumsi individu. Konsumsi daring memungkinkan ekspresi identitas
melalui akuisisi produk dan merek, di mana artefak material tersebut
berfungsi sebagai penanda afiliasi dengan kelompok atau gaya hidup yang
diinginkan (status signaling).

Namun, dinamika ini juga memfasilitasi konsumerisme dan mate-
rialisme yang berlebihan. Individu cenderung melakukan evaluasi diri
dan penilaian sosial berdasarkan kepemilikan atau konsumsi barang,
yang menciptakan tekanan sosial untuk konformitas terhadap tren dan
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gaya hidup yang dipromosikan oleh influencer. Fenomena ini berpotensi
menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan mental
dan finansial, karena individu mungkin merasa terdorong untuk melebihi
kemampuan finansial mereka demi mencapai standar yang tidak realistis
yang dipromosikan oleh influencer (misalnya, melalui endorsement berba-
yar). Dari sudut pandang ekonomi mikro, ini menunjukkan bahwa utilitas
konsumen tidak hanya berasal dari konsumsi barang, tetapi juga dari
persepsi sosial dan pengakuan status, yang dapat mengarah pada penge-
luaran tidak optimal.

Maraknya promosi gaya hidup mewah oleh influencer di media sosial
menjadi ilustrasi nyata dari fenomena ini. Perilaku konsumtif yang dipicu
oleh influencer dapat menyebabkan permasalahan keuangan dan ketidak-
puasan, terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap tekanan
sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa remaja dengan koneksi daring
yang beragam dan bermakna memiliki kecenderungan yang lebih tinggi
untuk terlibat dalam konsumsi konten digital, yang mencerminkan sifat
sosial dari keterlibatan digital Anggara et al., (2024). Isu terkini yang muncul
adalah fenomena parasocial relationships antara influencer dan pengikutnya,
yang membuat rekomendasi influencer terasa lebih personal dan meyakin-
kan, sehingga lebih mudah menggerakkan pembelian, mirip dengan efek
halo. Selain itu, munculnya virtual influencers (Al-generated influencers)
juga menambah kompleksitas dalam membedakan antara promosi autentik
dan buatan, yang berpotensi lebih jauh memanipulasi preferensi konsumen
dengan menghilangkan human touch namun tetap efektif secara komersial,

berdampak pada transparansi pasar.

3. Dampak pada Usaha Kecil dan Pasar Lokal: Tantangan
Dominasi Platform Global

Dominasi platform e-commerce global menimbulkan tantangan besar
bagi usaha kecil dan pasar lokal. Model bisnis platform global, dengan
skala ekonomi, jangkauan pasar yang luas, dan pemasaran digital yang
canggih, menciptakan persaingan tidak seimbang dan hambatan masuk
yang tinggi bagi pelaku usaha kecil. Akibatnya, usaha kecil dan pasar lokal
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kesulitan bersaing, berpotensi menurunkan pendapatan dan menghilang-
kan lapangan kerja secara signifikan, yang berdampak pada pertumbuhan
ekonomi regional dan distribusi pendapatan di tingkat lokal. Perubahan
perilaku konsumen ke belanja daring, didorong oleh kemudahan platform
global, memperburuk situasi ini. Dampak konsumsi digital yang meningkat,
dengan konsumen terbiasa transaksi daring, menambah tekanan pada usaha
lokal yang mungkin belum terdigitalisasi. Tanpa intervensi kebijakan yang
kuat, keberlanjutan usaha kecil dan pasar lokal terancam, dan ketidakseta-
raan ekonomi lokal dapat meningkat, menciptakan duopoli atau oligopoli di
pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, termasuk promosi
produk lokal, untuk membantu usaha kecil dan pasar lokal menghadapi
tantangan ini.

Penelitian oleh Shelly Rafanda et al. (2023) menunjukkan bahwa
e-commerce menyebabkan toko offline sepi pelanggan, karena konsumen
lebih memilih belanja daring yang mudah, murah, dan dengan banyak
pilihan. Hal ini menggarisbawahi urgensi intervensi kebijakan dan strategi
adaptasi bagi usaha kecil dan pasar lokal. Diperlukan upaya bersama dari
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem
perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan
dukungan berupa pelatihan literasi digital, subsidi, dan regulasi yang melin-
dungi usaha lokal dari praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, serta
memfasilitasi akses permodalan dan pengembangan infrastruktur digital.
Pelaku usaha perlu berinovasi dengan mengintegrasikan penjualan daring
dan luring (omnichannel), serta meningkatkan kualitas produk dan layanan
yang unik, menciptakan nilai tambah yang tidak bisa direplikasi oleh plat-
form besar. Masyarakat dapat mendukung dengan membeli produk lokal
dan mempromosikan UMKM di media sosial sebagai bentuk local pride
dan konsumsi yang bertanggung jawab. Isu terkini mencakup kebangkitan
kembali belanja di toko lokal atau mendukung UMKM sebagai bagian dari
gerakan konsumsi sadar, namun ini masih harus berjuang melawan domi-
nasi platform besar. Perluasan inisiatif seperti Bangga Buatan Indonesia
dan optimalisasi fitur lokalisasi pada platform daring dapat menjadi kunci
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untuk resiliensi ekonomi lokal dan mengurangi eksternalitas negatif dari
globalisasi digital.

D Konsumsi dalam Pandangan Islam: Kerangka Etis
dan Berkelanjutan

Di tengah derasnya arus digitalisasi yang secara drastis membentuk ulang
cara manusia dalam mengonsumsi, Islam hadir dengan prinsip-prinsip yang
tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga relevan secara sosial, ekonomi,
dan ekologis. Dalam perspektif Islam, konsumsi bukan sekadar aktivitas
pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan bagian dari sistem moral yang
mengusung nilai keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting untuk dijadikan
panduan di era konsumsi digital yang cenderung serba instan, impulsif,
dan konsumtif, dan dapat berfungsi sebagai kerangka regulasi internal bagi
individu untuk mencapai optimalisasi utilitas dan alokasi sumber daya yang
efisien secara syariah.

1. Israf dan Tabdzir: Bahaya Konsumsi Berlebihan di Era
Digital

Islam melarang praktik israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan)
karena keduanya merusak tatanan kehidupan yang seimbang dan berpo-
tensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Dalam
QS. Al-Araf ayat 31, Allah memperingatkan: “Makan dan minumlah, dan
jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-Araf: 31). Di era digital, perilaku konsumsi
yang digerakkan oleh FOMO (Fear of Missing Out), layanan paylater yang
mudah diakses, dan budaya flexing (pamer kekayaan) di media sosial
merupakan bentuk nyata dari israf dan tabdzir. Hal ini diperkuat oleh
penelitian terkini dari Muhajjir Zainuddin dan Mahlel Mahlel (2022) yang
menemukan bahwa konsumsi yang cukup terhindar dari golongan manusia
yang mengonsumsi barang dan jasa keluar dari jalur atau rambu-rambu
yang telah diatur oleh syariat. Sehingga konsumsi barang atau jasa yang
kita lakukan mendapat berkah dan manfaat bagi kita tanpa sia-sia dan
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melampaui batas-batas kewajaran. Dalam konteks isu terkini, fenomena
social media challenges yang mendorong pembelian barang tidak perlu
atau kompetisi pamer gaya hidup mewah juga menjadi bentuk israf dan
tabdzir yang masif, seringkali hanya demi konten dan validasi semu, yang
memicu inefisiensi ekonomi pada tingkat rumah tangga dan mereduksi
kesejahteraan subjektif jangka panjang.

2. Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan dalam Konsumsi

Dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai bagian dari sistem yang adil
dan berkelanjutan, mencakup tanggung jawab terhadap individu, masya-
rakat, dan lingkungan. Konsumsi berlebihan, terutama yang merusak
lingkungan seperti limbah fast fashion atau elektronik yang cepat usang
(planned obsolescence), melanggar prinsip keadilan dan amanah terha-
dap bumi sebagai titipan Allah. Prinsip ini sangat sejalan dengan konsep
sustainable consumption dalam ekonomi modern, menekankan konsumsi
bertanggung jawab yang mempertimbangkan dampak jangka panjang. Riset
M. Fauzan et al. (2024) menunjukkan konsumsi yang bertanggung jawab
dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.
Dari perspektif ekonomi mikro, ini berarti menginternalisasi eksternalitas
negatif dari konsumsi ke dalam fungsi utilitas konsumen dan pembuatan
keputusan pembelian.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip ini dapat berupa
memilih produk lokal yang mengurangi jejak karbon transportasi, mengu-
rangi penggunaan plastik sekali pakai, membeli pakaian berkualitas yang
tahan lama daripada terus-menerus mengikuti tren fast fashion, berbagi
makanan atau mendonasikan kelebihan makanan untuk mengurangi
limbah, dan menggunakan elektronik secara bertanggung jawab dengan
memperbaiki yang rusak atau mendaur ulang yang tidak terpakai. Dengan
demikian, konsumsi menjadi bagian dari ibadah, bukan sekadar peme-
nuhan keinginan sesaat, dan berkontribusi pada kehidupan yang adil,
berkelanjutan, serta penuh berkah. Isu terkini melibatkan kesadaran akan
greenwashing oleh korporasi, di mana perusahaan mengklaim produknya

ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER MIKRO DAN MAKRO EKONOMI




ramah lingkungan padahal tidak. Konsumen Muslim perlu lebih kritis dan
melakukan tabayyun terhadap klaim-klaim keberlanjutan ini, memasti-
kan konsumsi mereka benar-benar mendukung keberlanjutan sejati, dan
mampu membedakan antara pemasaran etis dan manipulatif dalam konteks
pilihan produk.

3. Peran Spiritualitas: Menguatkan Kesadaran dan Menahan
Nafsu Konsumtif

Islam memadukan pendekatan spiritual dengan etika ekonomi. Ibadah
seperti zikir, puasa, dan infak tidak hanya memperkuat hubungan dengan
Allah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri dan kontrol dalam penge-
lolaan harta. Dalam hadis disebutkan: “Tidak akan tergelincir kaki anak
Adam pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang lima perkara: ... tentang
hartanya, dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan.” (HR. Tirmidzi).
Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekadar aktivitas
ekonomi, tetapi bagian dari ibadah yang akan dimintai pertanggungja-
waban di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ayi Nurbaeti
(2021), dalam melaksanakan kegiatan konsumsi, Islam hadir sebagai konsep
kehidupan yang mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan Islam,
karena kegiatan konsumsi dalam pandangan Islam adalah bagian dari
ibadah, bukan hanya pemenuhan hidup.

Analisis isu terkini menunjukkan bahwa penguatan spiritualitas dapat
menjadi penyeimbang kuat terhadap tekanan konsumtif digital. Misalnya,
kampanye Ramadhan yang tidak hanya berfokus pada belanja, tetapi juga
pada sedekah dan hidup sederhana, dapat menjadi contoh implementasi
spiritualitas dalam menghadapi tren konsumsi. Peningkatan kesadaran
akan hakikat rezeki sebagai amanah dan bukan sekadar hak milik pribadi
menjadi sangat krusial, membentuk perilaku konsumen yang lebih etis
dan mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi berlebihan, yang pada

gilirannya dapat memengaruhi efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial.

E Solusi dan Peran Individu Menuju Konsumsi Bijak
dan Berkelanjutan Bagian ini merangkum strategi
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dan peran individu sebagai solusi utama dalam
membentuk konsumsi digital yang sehat.

Setelah mengulas tantangan dan persoalan mendasar dari fenomena
konsumsi di era digital, penting untuk mengalihkan perhatian pada
aspek solutif, khususnya peran individu sebagai aktor utama dalam siklus
konsumsi. Meskipun perubahan teknologi dan arsitektur digital global
tampak dominan, perilaku konsumtif tetap berakar pada pilihan-pilihan
personal. Maka, transformasi menuju konsumsi bijak harus dimulai dari
level individu, dengan dukungan lingkungan yang kondusif dan literasi
yang memadai. Ini adalah pendekatan bottom-up dalam mencapai efisiensi
konsumsi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

1. Mulai dari Diri Sendiri: Pahami Uang dan Gaya Hidup
(Literasi Keuangan dan Digital)

Di tengah maraknya konsumsi digital dan kemudahan akses terhadap
layanan keuangan, literasi keuangan menjadi kunci penting dalam meng-
hadapi gaya hidup konsumtif yang kian kompleks. Berdasarkan Survei
Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan OJK
bersama BPS, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai
65,43%, sementara indeks inklusi keuangan berada di 75,02%. Ini menun-
jukkan bahwa meskipun banyak masyarakat telah menggunakan layanan
seperti dompet digital, paylater, dan pinjaman online, belum tentu mereka
memahami cara mengelola keuangan dengan bijak atau menyadari risiko
yang melekat. Akibatnya, perilaku konsumtif seperti berutang untuk belanja
impulsif makin marak, seringkali dipicu oleh pengaruh media sosial dan
diskon daring. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah,
yang tercatat hanya 39,11% dengan tingkat inklusi 12,88%, memperlihat-
kan ketimpangan akses dan pemahaman dalam konteks ekonomi berbasis
nilai-nilai Islam.

Survei yang melibatkan 10.800 responden dari seluruh Indonesia ini
juga menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi
di kalangan perempuan, penduduk kota, usia produktif (26-50 tahun),
serta individu dengan pendidikan tinggi dan pekerjaan formal. Sebaliknya,
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remaja, lansia, masyarakat pedesaan, serta kelompok dengan pendidikan
rendah dan pekerjaan informal menunjukkan skor terendah. Kondisi ini
menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi sejak dini, tidak hanya
mencakup penyusunan anggaran dan pembeda kebutuhan-keinginan, tapi
juga pemahaman tentang algoritma digital, mekanisme fintech, dan risiko
data pribadi. Edukasi keuangan harus dikembangkan melalui sekolah,
komunitas, dan media sosial dengan pendekatan edutainment agar lebih
mudah diterima masyarakat. Dengan penguatan literasi, diharapkan masya-
rakat mampu mengambil keputusan finansial yang bijak dan membentuk
perilaku konsumsi yang sehat, sehingga turut memperkuat ketahanan
ekonomi rumah tangga dan mendukung kebijakan perlindungan konsumen
keuangan yang dijalankan OJK.

2. Hadapi FOMO dengan Kesadaran dan Kontrol Diri
(Mindfulness dan Batasan Digital)

Fear of Missing Out (FOMO) adalah gejala psikologis yang sering memicu
konsumsi impulsif. FOMO secara signifikan berkorelasi dengan intensitas
penggunaan media sosial dan kecenderungan pengambilan keputusan
konsumtif (A. P. Psikologi, 2025). Analisis isu terkini menggarisbawahi
bahwa kesadaran (mindfulness) tentang bagaimana media sosial meme-
ngaruhi emosi dan keputusan adalah kunci. Strategi praktis termasuk
membatasi waktu layar, berhenti mengikuti akun-akun yang memicu
perasaan FOMO, dan secara aktif mencari konten yang menumbuhkan
rasa syukur dan ganaah. Penerapan batasan digital (misalnya, menon-
aktifkan notifikasi, menginstal aplikasi pemblokir situs, atau melakukan
digital detox secara berkala) dapat membantu mengurangi paparan pemicu
FOMO. Selain itu, menggantikan kepuasan instan dari pembelian impulsif
dengan kepuasan jangka panjang dari investasi pada pengalaman, pembela-
jaran, atau hubungan sosial yang bermakna, dapat membantu meredefinisi
kebahagiaan dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi materi. Ini
adalah bentuk rasionalitas konsumen yang lebih tinggi, yang pada giliran-
nya dapat memengaruhi pola konsumsi agregat dan pertumbuhan sektor
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non-konsumsi dalam ekonomi, serta mengarah pada optimalisasi utilitas
jangka panjang bagi individu

F Kesimpulan

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap
konsumsi, menggeser aktivitas transaksi ke ranah daring dengan efisi-
ensi tinggi namun sekaligus menciptakan berbagai tantangan kompleks.
Fenomena seperti FOMO, impulse buying, dan dominasi influencer yang
didukung AI mendorong konsumsi instan yang sering kali tidak rasional.
Layanan BNPL menambah kerentanan, khususnya bagi generasi muda dan
kelompok ekonomi rentan, dengan potensi menjerat mereka dalam krisis
literasi finansial. Dari perspektif ekonomi mikro, ini termanifestasi dalam
pergeseran preferensi konsumen, distorsi kurva permintaan, dan alokasi
anggaran rumah tangga yang tidak optimal, sering kali mengarah pada
peningkatan rasio utang individu dan risiko gagal bayar.

Di sisi lain, muncul tren frugal living, minimalisme, dan conscious
consumption sebagai bentuk resistensi terhadap konsumerisme berlebihan,
sejalan dengan isu keberlanjutan dan etika. Artikel ini secara kritis meng-
analisis isu-isu tersebut dari sudut pandang ekonomi mikro, termasuk
dampak bias algoritmik terhadap keputusan konsumen, fenomena Brain
Rot yang memengarubhi efisiensi kognitif, serta dinamika parasocial relati-
onships yang mengubah perilaku pembelian. Selain itu, dominasi platform
global menghadirkan tantangan signifikan bagi usaha kecil dan pasar lokal,
mengancam keberlanjutan mereka dan menciptakan ketidaksetaraan dalam
struktur pasar. Isu-isu makro seperti ketimpangan konsumsi dan krisis
pangan akibat lonjakan harga serta praktik pinjaman online ilegal juga
diperparah oleh pola konsumsi digital yang tidak merata.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang
tidak hanya melibatkan regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas individu.
Nilai-nilai ekonomi Islam seperti wasathiyah (keseimbangan), qanaah
(merasa cukup), dan maslahah (kemanfaatan) menawarkan kerangka etis
yang kuat untuk memoderasi konsumsi, mendorong alokasi sumber daya
yang efisien secara syariah, dan mencapai utilitas optimal jangka panjang.
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Nilai-nilai ini bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk membentuk
generasi konsumen yang sadar, adil, dan berdaya.
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PRODUKSI KEBERLANJUTAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH:
ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Ayu Tridayana dan Siti Najma

Abstrak: Produksi, sebagai pilar fundamental aktivitas ekonomi yang
menopang keberlangsungan hidup manusia, menunjukkan perbedaan
mendasar antara teori konvensional dan syariah. Jika produksi konvensio-
nal berfokus pada maksimalisasi keuntungan semata tanpa batasan moral,
ekonomi syariah menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab
sosial berdasarkan prinsip magqashid al-syariah. Namun, ironisnya, nilai-
nilai syariah ini belum terinternalisasi secara luas, sebagaimana tercermin
dari kontribusi signifikan sektor industri terhadap emisi karbon global
(22%) pada tahun 2023, meskipun menyumbang 16,8% PDB global. Di
sisi lain, preferensi konsumen global yang semakin condong ke produk
berkelanjutan (68% pada 2024) menghadirkan tantangan sekaligus pelu-
ang. Penelitian ini menganalisis konsep dan prinsip produksi dari kedua
perspektif tersebut, membandingkan pendekatan mereka dalam mengha-
dapi isu kontemporer seperti degradasi lingkungan, ketidakadilan sosial,
disrupsi teknologi, volatilitas rantai pasok, dan overconsumption. Isu-isu
ini berdampak signifikan pada ekonomi mikro, terutama UKM, melalui
peningkatan biaya, hambatan akses pasar, risiko reputasi, dan ketidaksta-
bilan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, solusi krusial melibatkan kolaborasi
pemerintah dalam merumuskan regulasi dan insentif, serta produsen yang
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mengintegrasikan nilai-nilai etika dan keberlanjutan, termasuk prinsip
Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR).

Kata kunci: Produksi Berkelanjutan, Ekonomi Syariah

A Pendahuluan

Produksi menjadi pilar utama dalam aktivitas ekonomi, sebab ketersediaan
barang dan jasa berfungsi sebagai penunjang vital bagi keberlangsungan
hidup manusia. Dalam perspektif ekonomi mikro konvensional, produksi
memang seringkali disederhanakan sebagai proses matematis, yaitu meng-
ubah input menjadi output dengan satu tujuan utama, yakni perolehan
keuntungan maksimal bagi perusahaan. Namun, realitas praktik produksi
di era kontemporer jauh lebih kompleks dari sekadar perhitungan profit.
Pendekatan semacam itu seringkali mengabaikan dimensi etis, prinsip
keberlanjutan, serta keseimbangan sosial, yang justru menjadi unsur pokok
dalam konsep produksi menurut ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah,
kegiatan produksi tidak semata-mata ditujukan untuk meraih keuntungan
materiil, melainkan juga dipandang sebagai bentuk amanah moral untuk
menjaga kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip maqas-
hid al-syariah, yang menitikberatkan pada aspek keadilan (‘adl), kelestarian
lingkungan, serta tanggung jawab sosial dalam proses produksi. Ironisnya,
di tengah semakin gentingnya isu keberlanjutan global, penerapan nilai-
nilai syariah yang holistik dalam teori dan praktik produksi masih belum
meluas di berbagai sektor industri.

Data terkini dari United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, sektor industri
memberikan kontribusi sebesar 16,8% terhadap produk domestik bruto
(PDB) global, namun juga bertanggung jawab atas sekitar 22% emisi karbon
dunia. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam praktik
produksi saat ini, terutama terkait dampak lingkungan dan keberlanjutan
sosial. D1 sisi lain, sebuah angin segar datang dari survei Global Consumer
Survey 2024 mencatat bahwa lebih dari 68% konsumen global kini lebih
memilih produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Fakta ini menjadi

ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER MIKRO DAN MAKRO EKONOMI




tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan model produksi yang
berlandaskan nilai-nilai etika dan keberlanjutan, seperti yang diusung oleh
prinsip ekonomi syariah.

Pengejaran keuntungan finansial yang seringkali menjadi satu-satunya
Kompas dalam produksi konvensional telah melahirkann berbagai isu
krusial yang kini mengancam tak hanya keseimbangan sosial, tetapi juga
kelangsungan ekosistem bumi. Salah satu ancaman paling nyata adalah
degradasi lingkungan yang massif. Eksploitasi sumber daya alam secara
berlebihan, penggunaan teknologi produksi yang abai terhadap kelestarian
alam, serta manajemen limbah yang jauhh dari kata ideal, secara kumulatif
berkontribusi pada polusi air, udara, tanah, dan hilangnya keanekaragaman
hayati.

Lebih jauh lagi, ketidakadilan sosial dalam rantai produksi juga
menjelma menjadi persoalan yang merasahkan. Isu ini mencakup prak-
tik upah rendah, kondisi kerja yang sering kali tidak manusiawi, bahkan
eksploitasi tenaga kerja, terutama di kantong-kantong produksi negara
berkembang. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah
yang secara eksplisit menekankan keadilan dalam distribusi pendapatan dan
kesejahteraan pekerja sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan produksi
itu sendiri.

Kemudian, isu efisiensi sumber daya dan inovasi teknologi juga patut
mendapat perhatian. Produksi konvensional sering kali terpaku pada
peningkatan volume output semata, tanpa pertimbangan efisiensi peng-
gunaan input secara optimal, terutama sumber daya alam yang semakin
terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi teknologi dalam produksi
seringkali lebih beorientasi pada peningkatan kapasitas, bukan pada pengu-
rangan jejak ekologis atau peningkatan efisiensi energi. Ini menghadirkan
urgensi untuk mengembangkan teknologi produksi yang jauh lebih bersih
dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip thayyib dalam ekonomi syariah
yang senantiasa menganjurkan hal-hal yang baik dan bersih.

Fenomena konsumsi berlebihan atau overconsumption juga turut
memperparah kompleksitas isu produksi. Dorongan untuk terus mempro-
duksi barang baru, seringkali tanpa pertimbanganmendalam mengenai
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kebutuhan riil konsumen, menciptakan siklus produksi-konsumsi yang
pada dasarnya tidak berkelanjutan. Dalam bingkai ekonomi syariah,
produksi seharusnya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan
pada pemuasan keinginan yang seringkali tidak terbatas dan tanpa kontrol.

Terakhir, isu transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok global
yang masih menjadi tantangan besar. Konsumen modern semakin menun-
tut informasi yang jelas mengenai asal-usul produk, bagaimanamia diproses,
serta dampak sosial dan lingkungannya. Minimnya transaparansi dapat
menjadi celah untuk menyembunyikan praktik-praktik tidak etis, seperti
penggunaan bahan baku illegal atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam
ekonomi syariah, transparansi ditegaskan sebagai bentuk Amanah dan
pertanggungjawaban, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga
kepada Allah Swt.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis konsep dan prinsip dasar teori produksi dari perspektif
ekonomi mikro konvensional dan ekonomi syariah, serta membanding-
kan kedua pendekatan tersebut dalam menghadapi berbagai isu produksi
kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan mengkaji
isu-isu produksi yang saat ini menjadi perhatian global, seperti kerusakan
lingkungan, ketidakadilan sosial, dan tantangan produksi berkelanjutan.
Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi dampak isu-isu produksi
terhadap pelaku ekonomi mikro, khususnya produsen dan konsumen, serta
merumuskan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Terakhir, penelitian ini bertujuan mengkaji peran strategis pemerintah dan
produsen dalam mendorong praktik produksi yang berkelanjutan, etis, dan
adil, guna mendukung pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan
bermanfaat bagi masyarakat.

B Pembahasan
1. Pengertian Produksi

Produksi merupakan aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai tambah
suatu barang dengan memanfaatkan berbagai faktor produksi secara
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bersamaan. Dengan kata lain, produksi adalah proses mengubah input
menjadi output, atau kegiatan yang menambah nilai pada barang atau jasa
melalui keterlibatan faktor-faktor produksi sebagai input.

Teori produksi merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana
produsen menentukan pilihan-pilihan yang paling efisien dalam meman-
faatkan faktor-faktor produksi demi memperoleh keuntungan maksimal.
Produksi sendiri adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meng-
ubah input menjadi output. Dalam hal ini, produksi mencakup seluruh
kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai suatu barang
atau jasa.

Dalam perspektif Islam, Munrokhim mengutip pendapat beberapa ahli
ekonomi Islam, salah satunya Kahf yang mendefinisikan produksi sebagai
upaya manusia tidak hanya untuk meningkatkan kondisi fisik dan material,
tetapi juga memperbaiki moralitas, sebagai sarana mencapai tujuan hidup
yang ditetapkan oleh agama, yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan akhi-
rat. Menurut Munrokhim, tujuan produsen dalam melaksanakan kegiatan
produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan manfaat
(maslahah) sebesar-besarnya bagi konsumen. Manfaat ini terbagi dalam
beberapa aspek, yaitu: pertama, memenuhi kebutuhan manusia secara
moderat; kedua, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa untuk masa depan; dan
keempat, menyediakan sarana untuk kegiatan sosial serta ibadah kepada

Allah.

2. Teori Produksi Fkonomi Konvensional Vs Teori Produksi
Ekonomi Islam

Teori produksi membahas hubungan antara berbagai faktor produksi
dengan jumlah output yang dihasilkan. Teori ini biasanya dinyatakan
dalam bentuk fungsi produksi yang menggambarkan tingkat produksi
yang dapat dicapai. Faktor-faktor produksi sering disebut sebagai input,
sementara hasil yang diperoleh dari proses produksi disebut output. Teori
produksi merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana produsen
menentukan pilihan-pilihan yang paling efisien dalam memanfaatkan
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faktor-faktor produksi demi memperoleh keuntungan maksimal. Produksi
sendiri adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengubah input
menjadi output. Dalam hal ini, produksi mencakup seluruh kegiatan yang
bertujuan menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa.

Teori produksi dalam ekonomi mikro sangat penting untuk memahami
bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan
efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Teori ini menelaah hubungan
antara input-seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan-dengan
output yang dihasilkan. Dengan pemahaman ini, pelaku ekonomi, baik indi-
vidu, perusahaan, maupun pemerintah, dapat merencanakan dan mengelola
proses produksi secara optimal guna meningkatkan efisiensi, mengurangi
pemborosan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, teori produksi juga membahas aspek teknologi, efisiensi, dan skala
produksi, yang sangat penting dalam menghadapi persaingan ekonomi
yang semakin ketat. Oleh karena itu, pen erapan teori produksi yang tepat
menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata
dan berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional.

Dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan produksi berkaitan erat
dengan manusia dan perannya dalam aktivitas ekonomi. Produksi adalah
proses penciptaan kekayaan melalui pemanfaatan sumber daya alam oleh
manusia. Secara umum, produksi diartikan sebagai upaya menciptakan
nilai tambah pada barang atau meningkatkan nilai suatu produk. Namun,
dari sudut pandang Islam, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah halal
dan thayyib artinya diperbolehkan dan memberikan manfaat sesuai dengan
prinsip-prinsip agama Islam.

Produksi melibatkan proses pencarian, pengolahan, dan pengelolaan
sumber daya untuk menghasilkan output yang dapat meningkatkan kese-
jahteraan manusia. Oleh karena itu, produksi tidak hanya mencakup aspek
teknis, tetapi juga tujuan dari kegiatan tersebut serta karakteristik yang
melekat pada proses dan hasilnya. Dalam sistem ekonomi Islam, produksi
merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Konsep produksi dalam
ekonomi Islam menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi adalah
untuk mencapai kesejahteraan individu sekaligus menjaga keseimbangan
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sosial secara menyeluruh. Secara prinsip, seluruh aktivitas produksi harus
sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga semua kegiatan
produksi harus selaras dengan tujuan konsumsi itu sendiri.

Terdapat perbedaan pendapat antara konsep produksi konvensional
dan Islam, yang didasarkan pada doktrin ekonomi pelaku produksi. Doktrin
ekonomi terdiri dari dua elemen utama, yaitu paradigma intelektual dan
sarana hukum, di mana sarana hukum mencakup peraturan yang mengatur
proses produksi. Bagir Shadr mengkritik konsep produksi dalam sistem
kapitalisme yang berfokus pada keuntungan maksimal. Dalam sistem
tersebut, produksi didasarkan pada permintaan yang dikendalikan oleh
kelompok tertentu dengan daya beli tinggi, sementara kelompok miskin
tidak memiliki pengaruh dalam menentukan permintaan karena keterba-
tasan daya beli mereka.

Berdasarkan teori dalam penerapan ekonomi konvensional, karakter
Homo economicus dalam menjalankan produksi seringkali mengabaikan
aspek lingkungan dan keberlanjutan. Dari penelitian yang di lakukan oleh
Raihanah DKk, diperoleh temuan bahwa kerusakan lingkungan dan peng-
abaian terhadap hak-hak buruh, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini,
merupakan bentuk eksploitasi terhadap alam dan manusia yang berten-
tangan dengan prinsip maqashid al-shariah. Prinsip ini menekankan perlin-
dungan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan
syariah dalam menjaga kemaslahatan umat. Eksploitasi tersebut melanggar
nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang harus diinternalisasikan
dalam proses produksi menurut teori maqashid syariah, yang menolak prak-
tik yang merugikan masyarakat dan alam demi keuntungan semata. Oleh
karena itu, dalam proses produksi barang, produsen wajib memperhatikan
kelestarian lingkungan. Produsen harus menghindari tindakan yang dapat
merusak lingkungan dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dari

proses produksi tidak membahayakan ekosistem sekitar.

3. IsuProduksi

Produksi modern menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan ling-
kungan. Aktivitas produksi di sektor industri memberikan kontribusi
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signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, kerusakan tanah, dan pence-
maran air. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP)
tahun 2023 menyebutkan bahwa sektor industri bertanggung jawab atas
sekitar 23% dari total emisi gas rumah kaca global, menjadikannya salah
satu penyumbang utama perubahan iklim. Masalah ini semakin diperbu-
ruk oleh praktik produksi yang lebih mengutamakan efisiensi biaya tanpa
memperhatikan dampak ekologis, seperti penggunaan bahan baku yang
tidak dapat diperbarui dan produksi limbah berbahaya. Sebagai konseku-
ensi, industri menghadapi tekanan untuk beralih ke model produksi hijau
yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain isu lingkungan, aspek sosial dalam produksi juga menjadi perha-
tian utama. Pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja, seperti praktik
kerja paksa, upah yang tidak layak, dan kondisi kerja yang tidak manusi-
awi, masih banyak terjadi terutama di sektor manufaktur di negara-negara
berkembang. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan
bahwa pada tahun 2024, sekitar 77.708 kasus kecelakaan kerja per 100.000
pekerja di dunia. Pekerja manufaktur di dunia bekerja dalam kondisi yang
tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Masalah ini tidak
hanya merusak citra perusahaan di mata publik, tetapi juga meningkatkan
risiko hukum dan sosial. Konsumen yang semakin peduli terhadap etika
menuntut transparansi dalam rantai pasok, sehingga perusahaan dipaksa
untuk menerapkan prinsip perdagangan adil (fair trade) dan audit sosial
secara lebih ketat.

Tantangan lain yang dihadapi adalah disrupsi teknologi yang secara
mendasar mengubah struktur produksi. Penerapan teknologi seperti
otomasi, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI) memang
meningkatkan produktivitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran
terkait pengurangan tenaga kerja manusia. McKinsey Global Institute (2023)
memperkirakan bahwa sekitar 15% pekerjaan di sektor produksi akan
sepenuhnya tergantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Transformasi
ini menuntut adanya penyesuaian cepat dalam sistem pendidikan dan pela-
tihan tenaga kerja agar para pekerja dapat menguasai keterampilan baru
yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Jika perubahan ini tidak
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diantisipasi dengan baik, risiko pengangguran struktural akan meningkat
dan kesenjangan ekonomi pun berpotensi melebar.

Volatilitas dalam rantai pasok global menjadi salah satu isu produksi
yang sangat penting. Pandemi COVID-19 serta ketegangan geopolitik telah
mengungkapkan betapa rentannya rantai pasok terhadap gangguan dari
faktor eksternal. Menurut World Economic Forum (2023), sekitar 52%
perusahaan multinasional mengalami gangguan signifikan dalam rantai
pasok mereka selama periode 2020-2022. Untuk mengurangi risiko terse-
but, perusahaan perlu menerapkan strategi produksi yang lebih tangguh,
seperti melakukan diversifikasi sumber bahan baku, mengembangkan
produksi lokal (local sourcing), serta mengintegrasikan teknologi digital
guna meningkatkan transparansi dan kemampuan respons dalam rantai
pasok. Tanpa adanya perubahan strategi ini, risiko kelangkaan bahan baku,
keterlambatan produksi, dan fluktuasi harga akan terus menjadi ancaman
bagi sektor produksi global.

Fenomena konsumsi berlebihan atau overconsumption juga menjadi
isu ekonomi yang patut untuk dibahas. Konsumsi berlebihan (overconsum-
ption) adalah pola konsumsi di mana individu melampaui kebutuhan dasar
dan daya dukung ekologis. Dalam mikroekonomi, ini terjadi ketika prilaku
konsumen didorong oleh keinginan, bukan kebutuhan riil, menggeser
kurva preferensi melalui stimulasi eksternal seperti iklan dan tekanan sosial.
Konsumen, yang seharusnya memaksimalkan utilitas total, justru sering
mengejar utilitas marginal yang menurun atau utilitas “status” semata.
Secara agregat, Keputusan konsumsi individual ini memicu tekanan sumber
daya dan masalah sosial-ekonomi.

Implikasi overconsumption bersifat multidimensional. Dari sisi ling-
kungan, produksi massal memicu eksternalitas negative berupa eksploitasi
sumber daya, jejak karbon, dan akumulasi limbah. Ini adalah kegagalan
pasar klasik, di mana biaya sosial dan lingkungan tidak terinternalisai dalam
harga, menyebabkan produksi dan konsumsi berlebih dari sudut pandang
efisiensi sosial. Secara sosial dan ekonomi, overconsumption memperdalam
kesenjangan. Pola konsumsi boros di satu segmen masyarakat mengurangi
alokasi sumberr daya untuk kebutuhan fundamental di segmen lain. Ini
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juga menekan anggaran rumah tangga, mendorong utama demi gaya hidup,
serta menimbulkan stress finansial. Di sisi produsen, dorongan pasar ini
memicu profit maximization jangka pendek yang sering mengabaikan
keadilan distribusi dan kesejahteraan pekerja, contohnya upah rendah dan
kondisi kerja tidak layak.

Dalam ekonomi syariah, overconsumption sangat bertentangan dengan
prinsip konsumsi moderat dan larangan pemborosan. Islam mendorong
pemenuhan kebutuhan dharuriyat dan hajiyat, bukan pemenuhan tahsiniyat
berlebihan. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah falah, yaitu kesejahte-
raan holistic melalui keberkahan dan keadilan, di mana overconsumption
dianggap melanggar etika dan moral, menghalangi pencapaian utilitas
sosial yang berkelanjutan.

4. Dampak dari Isu Produksi

Isu-isu produksi masa kini memberikan dampak yang cukup besar terhadap
dinamika ekonomi mikro, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mene-
ngah (UKM). Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah kenaikan
biaya produksi akibat kewajiban menerapkan standar keberlanjutan dan
etika dalam proses produksi. Berdasarkan laporan International Finance
Corporation (IFC) tahun 2024, sekitar 34% UKM di negara berkembang
mengalami peningkatan biaya operasional karena harus mematuhi regulasi
baru terkait praktik produksi yang ramah lingkungan. Beban tambahan ini
berpotensi menekan margin keuntungan UKM yang umumnya lebih kecil
dibanding perusahaan besar, sehingga mengancam kelangsungan usaha
mereka dalam jangka panjang.

Selain menghadapi tekanan biaya, isu produksi juga menimbulkan
kendala dalam akses pasar bagi pelaku ekonomi mikro. Saat ini, konsu-
men global semakin mengutamakan aspek keberlanjutan dan etika dalam
memilih produk, dengan sekitar 68% konsumen menunjukkan preferensi
terhadap produk yang memiliki label ramah lingkungan dan etis. UKM
yang tidak mampu memenuhi sertifikasi seperti halal, organik, atau stan-
dar keberlanjutan sering kali mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar
domestik maupun internasional. Akibatnya, daya saing UKM menurun,
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sehingga kesenjangan antara usaha kecil dan korporasi besar yang memiliki
sumber daya lebih untuk memenuhi standar tersebut semakin melebar.

Lebih jauh lagi, ketidakmampuan dalam menerapkan praktik produksi
berkelanjutan dapat meningkatkan risiko kerusakan reputasi bagi UKM.
Di era digital saat ini, informasi mengenai praktik produksi yang tidak etis
dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, sehingga menurun-
kan kepercayaan konsumen secara signifikan. Reputasi yang rusak dapat
menyebabkan penurunan loyalitas pelanggan dan pendapatan, bahkan
berpotensi mengakibatkan kebangkrutan usaha. Oleh karena itu, integritas
dan transparansi dalam rantai produksi menjadi sangat penting, bahkan
bagi usaha mikro sekalipun.

Dari aspek sosial, dampak isu produksi terhadap ekonomi mikro juga
terlihat pada ketidakstabilan ketenagakerjaan. Perubahan standar produksi
yang berlangsung cepat, terutama terkait penerapan teknologi hijau dan
otomasi, menuntut keterampilan baru yang sering kali belum dimiliki oleh
tenaga kerja di sektor UKM. Kondisi ini memperburuk tingkat pengang-
guran struktural, di mana pekerja tradisional kehilangan pekerjaan karena
kesulitan beradaptasi dengan perubahan dalam proses produksi. Dalam
jangka panjang, situasi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan
meningkatkan angka kemiskinan di komunitas lokal.

Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga keuangan sangat
penting untuk membantu UKM beradaptasi dengan tantangan baru dalam
produksi. Pemberian insentif fiskal, bantuan teknis, program pelatihan,
serta akses pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti qardhul hasan dapat
menjadi solusi efektif untuk memperkuat ketahanan sektor ekonomi mikro.
Dengan dukungan yang tepat, UKM akan lebih mudah mengimplementa-
sikan prinsip produksi berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan turut
berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil.
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5. Solusi dan Peran Strategis Pemerintah dan Produsen
dalam Mendorong Praktik Produksi yang Berkelanjutan,
Etis, dan Adil

Dalam menghadapi kompleksitas isu produksi masa kini, peran pemerintah
sangat krusial dalam menciptakan ekosistem produksi yang berkelanjutan,
etis, dan adil. Pemerintah memiliki wewenang untuk merancang regulasi
yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga menge-
depankan prinsip keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial.
Penyusunan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip ekonomi hijau
(green economy) dan ekonomi sirkular (circular economy) menjadilangkah
strategis untuk mendorong perubahan paradigma dalam produksi. Selain
itu, pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip maqashid al-shariah-seperti
perlindungan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan-ke dalam peraturan
perundang-undangan agar aktivitas produksi dapat berjalan tanpa meru-
gikan masyarakat dan ekosistem.

Pemberian insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau subsidi bagi
perusahaan yang menerapkan praktik produksi hijau dan beretika, meru-
pakan alat penting dalam mendorong perubahan tersebut. Menurut World
Bank (2023), skema insentif fiskal berhasil meningkatkan adopsi teknologi
ramah lingkungan di sektor industri hingga 27% dalam lima tahun tera-
khir. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti
pusat inovasi hijau dan program pelatihan untuk memperkuat kemampuan
pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), dalam mene-
rapkan produksi berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan
daya saing nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi di tengah
ketidakpastian global.

Di sisi lain, produsen sebagai pelaku utama dalam rantai produksi
memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya produksi yang
berkelanjutan dan beretika. Produsen tidak hanya dituntut untuk fokus
pada efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan, tetapi juga harus meng-
integrasikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility) dalam seluruh proses produksinya. Penerapan prinsip Islamic
Corporate Social Responsibility (ICSR) sangat relevan dalam konteks
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ekonomi syariah, di mana keberhasilan produksi diukur tidak hanya dari
segi profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan
masyarakat dan pelestarian lingkungan. Produsen perlu menjalankan
praktik transparansi dalam rantai pasok, memperhatikan kesejahteraan
pekerja, serta memastikan produk yang dihasilkan halal, thayyib, dan
ramah lingkungan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu diper-
kuat melalui kemitraan publik swasta (public-private partnership). Model
kerja sama ini dapat mempercepat transfer teknologi hijau, memperluas
akses terhadap pendanaan berkelanjutan, serta meningkatkan penerapan
standar produksi yang berbasis syariah maupun prinsip keberlanjutan
global. Forum-forum dialog multi-pemangku kepentingan harus lebih
sering diselenggarakan untuk membangun pemahaman bersama mengenai
arah produksi nasional yang berkelanjutan dan beretika. Dengan pende-
katan ini, sinergi antara regulasi, insentif, inovasi, dan nilai-nilai moral dapat
terwujud, sehingga mendorong transformasi produksi yang tidak hanya
kompetitif, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, solusi menghadapi tantangan produksi kontem-
porer tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja. Upaya bersama
yang melibatkan pemerintah, produsen, komunitas akademik, lembaga
keuangan, dan konsumen menjadi kunci utama dalam membangun sistem
produksi baru yang berfokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan. Transformasi ini sangat penting untuk mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam kerangka ekonomi

syariah demi kemaslahatan umat secara lebih luas.

C Keimpulan

Produksi sebagai salah satu pilar utama dalam aktivitas ekonomi tidak hanya
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga menjadi penentu
arah pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Studi ini mengungkap-
kan adanya perbedaan fundamental antara teori produksi konvensional
dan syariah, di mana produksi konvensional berfokus pada maksimalisasi
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keuntungan tanpa mempertimbangkan batasan moral, sedangkan produksi
syariah menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab
sosial sesuai dengan kerangka maqashid al-shariah. Berbagai isu produksi
kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan, hak tenaga kerja, disrupsi
teknologi, dan ketahanan rantai pasok menghadirkan tantangan baru yang
berdampak besar pada dinamika ekonomi mikro, khususnya bagi pelaku
usaha kecil dan menengah yang rentan terhadap perubahan struktural
tersebut.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, solusi yang efektif memerlu-
kan kerja sama yang erat antara pemerintah dan produsen. Pemerintah
berperan strategis melalui penyusunan kebijakan yang berlandaskan prin-
sip keberlanjutan serta pemberian insentif, sementara produsen diharap-
kan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan keberlanjutan dalam seluruh
proses produksinya. Upaya bersama ini menjadi fondasi penting untuk
membangun sistem produksi yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi,
tetapi juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan sosial dan pelesta-
rian lingkungan. Dengan demikian, transformasi menuju produksi yang
berkelanjutan, etis, dan adil adalah suatu keharusan dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di era modern.
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INTERVENSI PEMERINTAH PADA

FLUKTUASI HARGA BAHAN POKOK:
STUDI KRITIS BERDASARKAN MEKANISME
PENETAPAN HARGA ISLAMI

Alief Aqsha Ulhawa dan Siti Najma

Abstrak : Penelitian ini mengkaji penetapan harga pasar dalam perspektif
ekonomi Islam dan relevansinya dengan isu kontemporer. Dalam Islam,
pasar tidak hanya dipandang sebagai arena ekonomi, melainkan juga
tempat interaksi yang berlandaskan etika, keadilan, dan kemaslahatan
bersama. Meskipun harga idealnya terbentuk secara alami melalui meka-
nisme penawaran dan permintaan, prinsip-prinsip syariah seperti ridha,
kejujuran, keterbukaan, dan keadilan harus senantiasa dijunjung tinggi.
Intervensi pemerintah diperbolehkan bahkan dianjurkan jika terjadi distorsi
pasar, seperti praktik ihtikar (penimbunan) yang melanggar nilai maqasid
al-syari‘ah. Studi kasus kelangkaan minyak goreng dan masker di Indonesia
menegaskan betapa pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas dan
keadilan. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah yang efektif
dan implementasi nilai-nilai syariah sangat dibutuhkan untuk menciptakan
pasar yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Penetapan Harga, Ihtikar, Maqasid al-syari‘ah,
Keadilan Pasar.



A Pendahuluan

Pasar memegang peran sentral dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam
perspektif ekonomi Islam, pasar bukan hanya arena pertemuan antara
penjual dan pembeli, tetapi juga tempat berlangsungnya interaksi sosial
yang berlandaskan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan bersama.
Islam menekankan bahwa perdagangan harus dijalankan secara adil, tanpa
penipuan, monopoli, ataupun praktik yang merugikan pihak lain sebuah
pendekatan yang berbeda dari sistem kapitalis yang lebih menitikberatkan
efisiensi pasar melalui persaingan bebas (Ghofar et al., 2022).

Penentuan harga merupakan komponen penting dalam menjaga
stabilitas ekonomi. Harga merupakan komponen krusial dalam kegiatan
ekonomi karena berperan sebagai indikator keseimbangan antara pena-
waran dan permintaan. Dalam sistem ekonomi Islam, penetapan harga tidak
hanya bernilai ekonomis, tetapi juga etis dan spiritual. Islam menempatkan
pasar sebagai sarana penting dalam mendistribusikan barang dan jasa
secara adil, sehingga penetapan harga tidak semata-mata didasarkan pada
mekanisme pasar bebas, tetapi harus dilandasi prinsip kejujuran, keadilan,
dan keterbukaan.

Dalam praktiknya, penetapan harga pasar dalam masyarakat modern
sering kali diwarnai oleh isu-isu seperti penimbunan, praktik monopoli,
fluktuasi harga yang ekstrem, serta ketidakseimbangan antara produksi dan
distribusi Di Indonesia, isu harga pasar sangat terkait dengan fluktuasi harga
komoditas strategis seperti minyak goreng, beras, dan daging. Permasalahan
seperti lonjakan harga dan penimbunan lazim terjadi, sehingga diperlu-
kan upaya penyeimbangan antara mekanisme pasar alami dan intervensi
kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (Ali et al., 2025).
Book chapter ini membahas secara mendalam mengenai teori dan praktik
dalam penetapan harga pasar menurut Islam, serta bagaimana hal tersebut

relevan dengan tantangan kontemporer.
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B Landasan Teoritis Mekanisme Pasar dalam Islam

Dalam perspektif Islam, prinsip utama dalam mekanisme pasar adalah
keadilan dan persetujuan sukarela (ridha) antara pihak-pihak yang bertrans-
aksi. Meskipun mekanisme pasar berkembang alami melalui interaksi antara
penawaran dan permintaan dan harga terbentuk melalui interaksi antara
permintaan dan penawaran (equilibrium), namun proses ini harus berlang-
sung secara sukarela dan adil., dalam Islam semua interaksi ini harus tetap
berpegang pada nilai-nilai etika (Pemerintah et al., 2024). Sebagaimana
ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29, yang menekankan bahwa mengambil
harta oranglain dengan cara yang tidak benar adalah dilarang, yang menjadi
dasar pentingnya prinsip ridha dalam perdagangan.

Empat prinsip utama dalam penetapan harga menurut perspektif Islam
adalah sebagai berikut:
1. Ridha Setiap transaksi harus dilakukan secara rela, artinya kedua pihak

setuju tanpa paksaan.

2. Keterbukaan Informasi terkait harga, kualitas barang, dan syarat trans-
aksi harus disampaikan secara transparan.

3. Kejujuran Pelaku pasar wajib menyampaikan informasi dengan jujur
dan tidak menyesatkan.

4. Keadilan Harga ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak memberat-
kan salah satu pihak maupun merugikan pihak lain (Fitri et al., 2024).

C Mekanisme harga menurut Perspektif Mikro dan
Makro Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi mikro Islam, harga dibentuk melalui interaksi yang
etis antara produsen dan konsumen, dengan moralitas sebagai pijakan
utama. Transaksi harus dilandasi secara sukarela, transparan, dan adil.
Islam mendorong efisiensi dalam produksi dan larangan terhadap praktik
curang seperti ihtikar (penimbunan). Pada tingkat makro, ekonomi syariah
membolehkan intervensi pemerintah apabila harga pasar menyimpang
dari prinsip keadilan atau kemaslahatan umum, sebagai bentuk penerapan

prinsip magqasid al-syari ‘ah untuk mencegah kerugian sosial yang lebih luas.
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Intervensi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memas-
tikan bahwa mekanisme pasar tidak merugikan masyarakat, terutama
kelompok rentan. Dalam konteks ini, ekonomi makro syariah menekankan
pentingnya kebijakan stabilisasi harga serta distribusi kesejahteraan mela-
lui intervensi yang proporsional dan tepat sasaran dari pemerintah, demi
tercapainya keadilan dan kemaslahatan Bersama. Pada kondisi pasar yang
sehat, harga sebaiknya dibiarkan mengikuti mekanisme alami. Namun,
ketika terjadi distorsi seperti monopoli dan kelangkaan barang, intervensi
negara menjadi perlu demi menjaga keadilan (Merlinda et al., 2022).

D Pandangan lbnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

Dalam perspektif ekonomi syariah, mekanisme penetapan harga pasar
merupakan hasil interaksi antara prinsip keadilan, keseimbangan, dan
efisiensi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa harga terbentuk secara alami
melalui interaksi antara penawaran dan permintaan, dengan nilai barang
yang ditentukan oleh kontribusi tenaga kerja dan proses produksinya. Ia
juga menyoroti pentingnya spesialisasi kerja dalam meningkatkan efisiensi
produksi serta peran negara dalam menciptakan iklim yang kondusif tanpa
melakukan intervensi langsung (Rahmawati, 2019).

Sementara itu, Ibnu Taimiyah memberikan penegasan bahwa harga
harus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya (genuine supply-
demand), namun tetap membuka ruang bagi intervensi negara dalam
situasi pasar yang tidak sehat seperti praktik penimbunan dan mono-
poli. Ia berpandangan bahwa negara tidak boleh mengontrol pasar secara
total, melainkan cukup mengawasi demi menjamin keadilan dan stabilitas
(Banun, 2021). Kedua pemikir ini menyuarakan pentingnya mekanisme
pasar yang adil dan efisien, serta mendukung intervensi negara yang bersifat
selektif dan proporsional untuk menjaga kestabilan dan mencegah ketim-

pangan pasar.
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E Isu-Isu Kontemporer: Kasus Minyak Goreng dan
Komoditas Pokok Lainnya

Isu-isu kontemporer dalam penetapan harga pasar, khususnya pada komo-
ditas pokok seperti minyak goreng, beras, dan daging, mencerminkan
tantangan besar dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kemaslahatan
dalam ekonomi syariah. Salah satu kasus paling mencolok adalah kelang-
kaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia antara akhir 2021 hingga
pertengahan 2022. Kelangkaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di
antaranya praktik penimbunan yang dilakukan oleh produsen dan distri-
butor besar, lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional,
serta tingginya ketergantungan terhadap ekspor dan lemahnya pengawasan
terhadap distribusi barang di dalam negeri.

Situasi ini menyebabkan harga minyak goreng melonjak hingga dua
kali lipat di pasaran. Walaupun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran
Tertinggi (HET), realitanya distribusi tidak berjalan efektif, sehingga kelang-
kaan tetap terjadi terutama di pasar tradisional. Fenomena ini mencermin-
kan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan
dalam perdagangan menurut perspektif Islam, serta mendekati praktik
ihtikar (penimbunan) yang jelas dilarang dalam syariah. Ihtikar minyak
goreng merampas hak-hak dasar orang miskin dan bertentangan dengan
magqashid al-syariah yakni keadilan dan perlindungan masyarakat luas.

Kasus serupa juga terjadi pada komoditas beras dan daging. Ketika
pasokan beras menurun akibat gagal panen, beberapa pelaku usaha meng-
ambil keuntungan dengan menimbun stok beras, untuk kemudian menjual-
nya saat harga melonjak tinggi. Praktik semacam ini tidak hanya menyalahi
etika bisnis Islam, tetapi juga sangat merugikan masyarakat berpenghasilan
rendah yang menjadi kelompok paling rentan terhadap fluktuasi harga.
Begitu pula dengan harga daging yang cenderung naik tajam menjelang hari
besar keagamaan seperti Idul Adha atau bulan Ramadan (Andini, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, penimbunan atau ihtikar terha-
dap barang kebutuhan dasar merupakan tindakan yang tercela karena
bertentangan dengan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum
(maslahah Gmmah). Tindakan tersebut secara tidak langsung merampas

ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER MIKRO DAN MAKRO EKONOMI




hak masyarakat, khususnya golongan miskin, untuk memperoleh akses
terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Dalam
maqasid al-syariah, tindakan ini jelas melanggar prinsip perlindungan
jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal), yang merupakan
dua dari lima tujuan utama syariat (Islam & Alauddin, 2025). Meskipun
peningkatan permintaan dapat dimaklumi, tidak sedikit pedagang yang
memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga secara tidak proporsio-
nal, tanpa didasari alasan logistik yang sah, sehingga memperburuk beban
ekonomi masyarakat.

Dalam analisis syariah, tindakan-tindakan tersebut dinilai berten-
tangan dengan prinsip ridha (kerelaan) dan adl (keadilan) dalam transaksi.
penimbunan barang yang disengaja demi memperoleh keuntungan berlebih
secara tidak wajar merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar dalam
muamalah Islam. Dalam kerangka Magqashid al-Syariah, negara memiliki
kewajiban untuk campur tangan dalam kondisi seperti ini, guna melindungi
kepentingan dan hak masyarakat secara kolektif. Intervensi negara yang
tepat dan terukur sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang
pokok, mencegah eksploitasi pasar, serta menegakkan prinsip keadilan
sosial sebagaimana yang diajarkan dalam Islam (Dynamics & Islamic, n.d.).

Contoh kasus lainnya terjadi pada masa pandemi COVID-19, ketika
terjadi lonjakan harga masker yang sangat ekstrem di Indonesia. Harga
masker yang sebelumnya berkisar sekitar Rp30.000 per kotak melon-
jak hingga mencapai Rp185.000 hingga Rp300.000 per kotak. Kenaikan
ini didorong oleh fenomena panic buying di kalangan masyarakat serta
praktik penimbunan (ihtikar) oleh oknum distributor yang ingin meraih
keuntungan besar. Praktik penimbunan tersebut secara nyata melanggar
ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya
Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999, dan bertentangan dengan prinsip keadilan
dalam ekonomi syariah, karena harga yang adil menurut Islam adalah harga
yang tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah dan terbentuk secara wajar
(Nurandari & Anwar, 2022).

Dalam perspektif syariah, perilaku seperti panic buying dan penim-
bunan sangat ditolak karena melanggar prinsip ridha (kerelaan), adl
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(keadilan), serta tujuan utama syariat Islam (magqashid al-syariah), yaitu
menjaga kemaslahatan umat. Dalam kondisi pasar yang tidak normal seperti
ini, negara dan otoritas syariah memiliki kewajiban untuk turun tangan
melalui mekanisme pengawasan (hisbah) dan kebijakan regulatif guna
menstabilkan pasar dan melindungi hak masyarakat. Kasus ini menegaskan
pentingnya peran aktif negara dalam memastikan pasar berjalan dengan
etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam situasi ekstrem

seperti pandemi (Dahliana, 2023)

F Peran Pemerintah dan Institusi Syariah dalam
Menjaga Stabilitas Pasar

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab

strategis dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan

masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat atau krisis. Beberapa peran

penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah meliputi:

1. Menetapkan harga acuan komoditas pokok, guna mencegah terjadinya
lonjakan harga yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Mengawasi jalannya distribusi barang, termasuk mengidentifikasi
dan menindak praktik penimbunan (ihtikar) yang dapat mengganggu
kestabilan pasar.

3. Melakukan edukasi publik, dengan menyosialisasikan hak dan kewa-
jiban konsumen maupun pelaku usaha dalam bertransaksi secara adil
dan sesuai prinsip syariah.

Sementara itu, lembaga keuangan Islam dan otoritas syariah juga
memegang peranan penting dalam mewujudkan pasar yang adil dan beret-
ika. Peran yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong pemanfaatan instrumen wakaf dan zakat dalam distribusi
kebutuhan pokok, khususnya kepada kelompok rentan, sebagai upaya
stabilisasi harga dan pemerataan ekonomi.

2. Mengembangkan sistem pengawasan harga berbasis prinsip hisbah,
yakni mekanisme pengawasan pasar yang menekankan nilai kejujuran,
transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi.
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Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai syariah
yang diimplementasikan oleh institusi keuangan Islam, pasar dapat
berfungsi secara adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama

(maslahah ammah).

G Implikasi Kebijakan dalam Ekonomi Syariah

Kebijakan penetapan harga harus memperhatikan:
1. Asas keadilan sosial dan perlindungan masyarakat miskin.

2. Mekanisme pasar alami yang tidak terganggu kecuali dalam kondisi
ekstrem.

3. Penerapan prinsip hisbah untuk menjaga transparansi.

Penerapan ini dapat dilakukan melalui regulasi yang berlandaskan pada
maqashid al-syariah dan prinsip-prinsip figh muamalah.

H Kesimpulan

Penetapan harga dalam Islam lebih dari sekadar angka ini adalah refleksi
dari nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menyatu dalam
aktivitas ekonomi sehari-hari. Krisis harga minyak goreng, beras, daging,
hingga masker saat pandemi COVID-19 menjadi cerminan nyata betapa
pasar dapat menjadi tidak stabil apabila dibiarkan tanpa kontrol moral dan
pengawasan institusional. Fenomena ini menunjukkan urgensi penerapan
pendekatan ekonomi syariah yang lebih etis, humanis, dan progresif, yang
tidak hanya menyoroti mekanisme pasar, tetapi juga memperhatikan nasib
masyarakat kecil yang paling terdampak.

Dalam konteks ini, negara idealnya tidak bertindak sebagai pengendali
mutlak yang mendikte harga, namun sebagai penjaga keadilan pasar yang
bertanggung jawab melalui pengawasan (hisbah), kebijakan subsidi yang
selektif, dan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Intervensi
bukanlah bentuk distorsi, melainkan instrumen syar’i ketika ketimpangan
dan ketidakadilan merajalela. Dengan mengintegrasikan prinsip magqashid
al-syariah yang menekankan perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan
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umat serta prinsip figh muamalah yang memandu etika transaksi dan
distribusi, maka kebijakan ekonomi dapat diarahkan tidak hanya untuk
menciptakan stabilitas harga, tetapi juga mewujudkan keseimbangan sosial
dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penetapan harga dalam Islam harus dimaknai sebagai
bagian integral dari upaya membangun sistem ekonomi yang adil dan berke-
lanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, otoritas
pengawas, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menciptakan pasar
yang sehat, bebas dari eksploitasi, serta berlandaskan pada nilai-nilai ketu-
hanan dan kemanusiaan. Dengan komitmen kolektif ini, prinsip keadilan
harga tidak hanya akan menjadi ideal normatif, tetapi dapat diwujudkan
secara nyata dalam kehidupan ekonomi Masyarakat.
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REALITAS PASAR INDONESIA DALAM
TINJAUAN STRUKTUR PASAR DALAM
EKONOMI ISLAM

Windatria dan Siti Najma

Abstrak : Struktur pasar memiliki peran penting dalam membentuk inter-
aksi pelaku ekonomi, proses penetapan harga, serta distribusi sumber daya.
Dalam ekonomi konvensional, struktur pasar diklasifikasikan ke dalam
empat bentuk utama: pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan
monopolistik. Sementara itu, ekonomi Islam memandang pasar sebagai
sarana untuk menegakkan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan,
serta menolak praktik yang merugikan seperti monopoli, penimbunan
(ihtikar), dan manipulasi harga. Di Indonesia, struktur pasar masih diwar-
nai oleh ketimpangan, seperti dominasi produsen besar di sektor minyak
goreng dan industri penerbangan, yang menunjukkan kecenderungan
oligopolistik dan menghambat persaingan sehat. Meskipun regulasi telah
diterapkan untuk mencegah praktik monopoli dan ketidakadilan, efektivitas
pengawasan pasar masih terbatas. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara
memiliki tanggung jawab untuk memastikan struktur pasar berjalan sesuai
prinsip syariah melalui pengawasan, intervensi kebijakan, dan perlindungan
terhadap pelaku usaha kecil. Penguatan fungsi negara dalam mengatur pasar
menjadi kunci untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, seimbang,
dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : struktur pasar, ekonomi Islam, keadilan, oligopoli, ihtikar,
peran negara



A Pendahuluan

Struktur pasar menjadi landasan utama dalam kajian ilmu ekonomi
karena berperan dalam mengatur pola interaksi antar pelaku usaha, proses
pembentukan harga serta mekanisme distribusi sumber daya dalam suatu
sistem ekonomi. Menurut Case & Fair dan Sukirno dalam Sumarni (2022),
struktur pasar dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, antara lain pasar
persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli dan pasar persa-
ingan monopolistik. Setiap jenis struktur pasar ini membawa dampak yang
berbeda terhadap efisiensi perekenomian, penetapan harga serta tingkat
kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, persoalan struktur pasar merupakan isu yang kerap beru-
lang dan berkontribusi terhadap ketimpangan dalam distribusi ekonomi.
Sebagai contoh, di sektor pangan sering terjadi lonjakan harga yang tidak
wajar, yang diduga kuat disebabkan oleh praktek kartel serta penimbunan
stok oleh pelaku usaha berskala besar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) dalam sejumlah laporan tahunannya menyebutkan bahwa praktik
kolusi harga dan penguasaan pasar oleh kelompok tertentu masih banyak
ditemukan, khususnya pada komoditas strategis seperti minyak goreng,
beras, daging dan bahan bakar. Tidakan seperti ini secara langsung mele-
mahkan daya beli masyarakat dan semakin meminggirkan pelaku usaha
mikro dan kecil yang kesulitan bersaing secara adil dalam struktur pasar
yang tidak seimbang.

Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika dilihat dari sudut
pandang ekonomi Islam, yang secara jelas menolak semua bentuk ketim-
pangan struktural maupun praktik eksploitasi dalam aktivitas ekonomi.
Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi dan pertumbuhan
saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan (al- adl), keterbukaan
atau transparansi, keseimbangan dan kemashlahatan. Terkait struktur pasar,
Islam mendorong terciptanya pasar yang terbuka dan adil, di mana seluruh
pelaku ekonomi memiliki akses dan peluang yang sama untuk terlibat tanpa
adanya gangguan dari akibat kekuatan pasar yang tidak seimbang. Dalam
pandangan Islam, pasar juga tidak sepenuhnya diserahkan pada meka-
nisme bebas tanpa pengawasan. Negara memiliki tanggung jawab untuk
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mengatur dan mengawasi ekonomi bahwa pasar tidak dimanfaatkan secara
semena-mena oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi untuk
menindas yang lemah. Rasulullah SAW secara langsung turut mengawasi
aktivitas pasar, menegakkan kejujuran dalam penakaran, melarang praktik
monopoli serta mendorong keterbukaan informasi dalam setiap transaksi
ekonomi. Selain itu, praktik-praktik seperti ihtikar (menimbun barang agar
harganya naik), tanajush (memanipulasi harga seolah-olah tinggi) dan riba
juga dilarang tegas dalam Islam karena dapat merusak keadilan dalam pasar
dan membuat masyarakat dirugikan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia,
Indonesia seharusnya mampu mewujudkan struktur pasar yang mencer-
minkan nilai-nilai ekonomi Islam. Namun, dalam kenyataannya, masih
banyak praktik yang menyimpang dari prinsip tersebut. Di berbagai sektor,
seperti pangan dan ritel modern, pasar masih dikuasai oleh segelintir pelaku
besar. Selain itu, praktik kartel yang merugikan konsumen dan ketimpangan
dalam sektor ekonomi digital juga cenderung menuju sistem oligopoli yang
semakin menunjukkan bahwa kekuatan pasar tidak tersebar secara merata.
Ketimpangan ini berdampak secara langsung pada pelaku usaha kecil dan
menegah (UMKM) yang sulit bersaing secara adil. Meskipun pemerintah
telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di
Indonesia, maka efektivitasnya masih belum optimal dalam menciptakan
sistem pasar yang berkeadilan.

Melihat kondisi ini, maka penting untuk menelaah lebih lanjut bagai-
mana seharusnya struktur pasar dalam perspektif Islam diterapkan di
Indonesia. Sehingga beberapa pertanyaan mendasar muncul dan perlu
dikaji seperti, seperti bagaimana konsep struktur pasar dalam perspektif
ekonomi konvensional dan apa perbedaannya dengan konsep struktur pasar
dalam perspektif ekonomi Islam? Bagaimana peran negara dalam meng-
awasi serta menata struktur pasar dalam pandangan ekonomi Islam? Apa
saja isu-isu terkait mengenai struktur pasar di Indonesia? Serta sejauh mana
struktur pasar di Indonesia saat ini mencerminkan nilai keadilan, keter-
bukaan dan keseimbangan yang diajarkan dalam sistem ekonomi Islam?
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B Pembahasan

Konsep Struktur Pasar dalam Perspektif Ekonomi
Konvensional dan Perbedaannya dengan Konsep Struktur
Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pasar merupakan suatu tempat atau proses terjadinya interaksi antara
permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa
tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan keseimbangan (harga pasar)
dan jumlah yang diperdagangkan. Dalam konteks ini, cara pandang terha-
dap pasar bisa berbeda-beda, tergantung pada nilai dan prinsip yang melan-
dasinya. Jika dalam ekonomi konvensional, pasar lebih fokus pada efisiensi
dan pencapaian keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam ekonomi Islam,
pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat transaksi ekonomi saja, tetapi
juga sebagai tempat yang diatur oleh nilai-nilai syariah.

Struktur pasar menunjukkan banyaknya pelaku yang terlibat dalam
suatu pasar serta mencerminkan tingkat persaingan yang berlangsung.
Struktur pasar dapat diartikan sebagai penggolongan produsen kepada
beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang
dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar
atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat mempengaruhi perilaku serta
kinerja pasar. Perubahan-perubahan ini pada akhirnya dapat membentuk
struktur pasar yang berbeda. Perbedaan dalam jumlah penjual dan pembeli
secara khusus menjadi dasar terbentuknya berbagai jenis struktur pasar.

Struktur pasar dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan,
kejujuran, keterbukaan serta larangan terhadap praktik yang merugikan
salah satu pihak. Dengan kata lain, ekonomi Islam memandang pasar bukan
hanya sebagai tempat bertemunya kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai
sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan keseimbangan sosial dalam
kehidupan bermasyarakat.

Struktur pasar pada umumnya dibagi menjadi empat bentuk, yaitu :
1. Pasar persaingan sempurna, yaitu bentuk pasar di mana terdapat

banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat

mempengaruhi keadaan di pasar. Pada pasar ini, baik penjual maupun
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pembeli tidak memiliki kendali yang signifikan dalam menentukan
harga pasar. Mereka hanya mengikuti harga yang terbentuk (price
taker), bukan menetapkannya (price maker). Harga di tentukan oleh
mekanisme pasar, yakni melalu interaksi antara kekuatan permintaan

(demand) dan penawaran (supply). Pasar ini memiliki ciri-ciri yaitu :

Terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Artinya ada banyak orang
yang menjual dan membeli barang, jadi tidak ada satu pihak pun yang
dapat menguasai pasar sendirian.

Produk bersifat homogen (seragam). Artinya barang yang dijual oleh
semua penjual itu sama persis, tidak ada perbedaan kualitas atau merk.
Contohnya seperti beras, gula atau garam.

Tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Artinya siapa saja bebas
untuk mulai atau berhenti berjualan kapanpun.

Informasi pasar sempurna dan merata. Artinya semua penjual dan
pembeli tahu informasi yang sama seperti kualitas barang, harga dan
kondisi pasar.

Harga ditentukan oleh pasar (price taker). Artinya penjual tidak bisa
sesukanya untuk menetapkan harga sendiri. Harga ditentukan oleh
kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

Pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan yaitu :
Tidak terdapat persaingan karena produk yang ditawarkan bersifat

seragam.

Harga barang dan jasa ditetapkan melalui kesepakatan antara banyak
penjual dan pembeli, sehingga cenderung stabil.

Penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam bertransaksi.
Pada pasar ini, penjual tidak perlu melakukan promosi melalui iklan.
Penetuan harga didasarkan pada proses tawar-menawar antara pihak

penjual dan pembeli.

Pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan, yaitu :
Terbatasnya anggaran untuk riset dan pengembangan menyebabkan
rendahnya tingkat inovasi dalam pasar ini.
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Konsumen memiliki sedikit pilihan karena seluruh produk yang dita-
warkan hampir sama dan tidak memiliki perbedaan kualitas yang
signifikan.

Tingginya persaingan antar pelaku usaha menyebabkan pekerja sering
mendapatkan upah yang relatif rendah.

Distribusi pendapatan yang tidak merata di antara produsen dapat
menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan isu keadilan.

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu mekanisme pasar yang sesuai dengan

prinsip Islam harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu, yaitu:

1.

Setiap individu harus diberikan kebebasan untuk masuk dan keluar
dari pasar tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk berpartisipasi
dalam aktivitas pasar atau tidak.

Adanya informasi yang memadai terkait kondisi pasar serta barang
yang diperjualbelikan sehingga sangat penting untuk menciptakan
transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Segala bentuk praktik monopoli harus dihilangkan dari pasar.
Adanya keseragaman (homogenitas) dan standar kualitas produk,
untuk mencegah pemalsuan, penipuan dan bentuk-bentuk kecurangan
dalam penawaran barang.

Segala bentuk penyimpangan dari prinsip kejujuran dalam kegiatan
ekonomi, seperti sumpah palsu atau kecurangan dalam timbangan,
sangat dikecam dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar

dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sejalan

dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar dalam

perspektif Islam memiliki kesamaan dengan konsep pasar persaingan

sempurna dalam teori ekonomi konvensional, di mana asumsi-asumsi

yang dikemukakan oleh para ekonom modern juga terdapat dalam sistem

pasar Islam.
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2. Pasar Monopoli.

Monopoli berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 berarti penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu
oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Artinya bahwa pasar
monopoli merupakan jenis pasar di mana hanya ada satu penjual atau
perusahaan yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu,
sehingga tidak ada pesaing lain. Barang atau jasanya tidak memiliki peng-
ganti yang mirip sehingga konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli
dari penjual tersebut. Dalam situasi ini, penjual bisa menentukan harga
sendiri karena tidak ada persaingan. Selain itu, masuk ke pasar sangat sulit
bagi perusahaan lain karena adanya hambatan seperti kebutuhan modal
besar, teknologi khusus, atau aturan pemerintah. Contoh dari Perusahaan
monopoli di Indonesia diantaranya PLN, TELKOM, PDAM dan PT KAL
Pasar monopoli memiliki kelebihan yaitu :
1. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli meng-

hasilkan barang yang lebih murah dan bermutu.

2. Mutu barang meningkat dan harga murah jika perusahaan selalu

melakukan pengembangan dan inovasi.

3. Biaya produksi yang lebih murah sebab tingkat produksi yang besar.

Selain itu, pasar monopoli juga memiliki kekurangan yaitu :

1. Konsumen tidak memiliki alternatif lain dalam memilih produk.

2. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak saja.

3. Produsen memiliki keleluasaan untuk menetapkan tingkat keuntungan
yang tinggi.

Secara umum, ekonomi Islam tidak melarang praktik monopoli.
Setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha, baik sebagai
satu-satunya penjual maupun bersaing dengan penjual lain, selama tetap
berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Yang menjadi larangan dalam
konteks monopoli adalah praktik ihtikar, yaitu menahan atau mengurangi
pasokan barang secara sengaja untuk menaikkan harga demi memperoleh
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keuntungan yang berlebihan atau dalam istilah ekonomi dikenal sebagai
Monopoly’s Rent Seeking Behavior.

Dalam hal ini, monopoli yang dimaksud sebagai ihtikar itulah yang
dilarang dalam ajaran Islam. Ihtikar dilarang dalam Islam karena dapat
membawa dampak buruk bagi masyarakat. Praktik ini tidak hanya meng-
ganggu keseimbangan mekanisme pasar, tetapi juga menghalangi orang
lain untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka peroleh,
serta menghambat penyebaran kekayaan secara adil di tengah masyarakat.
Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi
praktik-praktik monopoli yang dapat mengarah pada ihtikar (penimbunan
barang). Jika penimbunan telah terjadi, maka otoritas pemerintah berwe-
nang untuk mewajibkan para pedagang menjual barang tersebut dengan
harga wajar sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Pasar Oligopoli. Menurut Boediono dalam Kartika, oligopoli adalah
keadaan di mana hanya ada 2-10 pedagang yang menguasai pasar, baik
secara sendiri-sendiri (independent) atau secara bersama-sama yang mana
perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam
jenis pasar ini, biasanya dapat memproduksi barang yang seragam maupun
barang-barang yang berbeda. Selain itu, kekuatan menentukan harga terka-
dang lemah atau kuat serta memerlukan promosi yang sangat aktif untuk
menarik pembeli baru dan mempertahankan pelanggan lama. Contoh pasar
oligopoli dapat berupa industri telekomunikasi yang terdiri dari Telkomsel,
XL Axiata, Tri dan Indosat. Selain itu ada juga industri otomotif berupa
Toyota, Honda, Mitsubishi dan Suzuki.

Pasar oligopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu :

Kelebihan pasar oligopoli diantaranya :

1. Karena tersedia banyak variasi produk di pasar, maka konsumen
memiliki kebebasan untuk memilih barang yang paling sesuai dengan
keinginan atau kebutuhannya.

2. Konsumen cenderung memperoleh harga yang wajar, karena produsen
tidak memiliki kekuatan besar dalam menetapkan harga, akibat adanya
persaingan yang sangat kompetitif.
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3. Persaingan yang kuat juga memotivasi produsen untuk terus berino-
vasi dan mengembangkan produk, agar tetap mampu bersaing dan

menarik minat pasar.

4. Tingginya persaingan mendorong produsen untuk berupaya memu-
askan konsumen melalui peningkatan kualitas dan penawaran harga
yang terjangkau, sehingga memberikan keuntungan bagi pembeli.

Sedangkan kekurangan pasar oligopoli diantaranya yaitu :
1. Terjadinya pemborosan terhadap sumber daya ekonomi.

2. Persaingan harga yang ketat antar produsen sering kali terjadi sebagai
upaya untuk menarik konsumen.

3. Diperlukan modal yang besar dalam kegiatan promosi agar konsu-
men terus mengenali merek dan dapat membedakannya dari produk

pesaing.

Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar oligopoli menggambarkan
situasi di mana hanya ada beberapa produsen atau penjual yang menguasai
pasar, dan masing-masing memiliki pengaruh besar terhadap harga dan
jumlah barang yang tersedia. Walaupun istilah “oligopoli” tidak secara lang-
sung disebutkan dalam literatur klasik Islam, nilai-nilai Islam telah membe-
rikan panduan yang jelas dalam mengatur perilaku ekonomi dalam kondisi
semacam ini. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, kompetisi
yang sehat, serta pelarangan terhadap praktik-praktik yang merugikan,
seperti eksploitasi dalam transaksi. Dalam konteks pasar oligopoli, Islam
melarang tindakan seperti kesepakatan harga secara diam-diam (kolusi
harga), manipulasi penawaran (najasy), dan penimbunan barang yang
dapat merugikan masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan
larangan secara jelas terhadap praktik menaikkan harga secara tidak adil
dan najasy karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam jual beli.

2.3 Pasar Monopolistik.

Pada pasar ini, produsen menawarkan satu jenis barang dengan berba-
gai produk yang berbeda-beda dari segi kualitas, bentuk dan ukuran. Selain
itu, pasar ini memiliki banyak penjual, akan tetapi tidak sebanyak dalam
pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini juga, produsen mempunyai
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sedikit kekuasaan mempengaruhi harga dibanding dengan pasar oligopoli
dan monopoli. Karena produk yang ditawarkan dalam pasar monopolistik
memiliki variasi atau ciri khas masing-masing, maka konsumen memi-
liki kebebasan untuk memilih sesuai dengan selera atau kebutuhannya.
Kadangkala seorang produsen menjual produknya dengan harga cukup
tinggi, tetapi tetap diminati oleh konsumen. Sebaliknya, ada pula produ-
sen yang menawarkan harga lebih murah, namun kurang menarik minat
pembeli. Hal ini terjadi karena perbedaan karakteristik produk yang di
tawarkan.

Untuk mempengaruhi selera konsumen, perusahaan cenderung bersa-
ing bukan melalui harga, melainkan dengan meningkatkan kualitas dan
desain produk, melakukan promosi secara berkelanjutan serta memberikan
penawaran penjualan yang menarik dan menguntungkan. Selain itu, masuk
dalam pasar ini relatif mudah dibanding dengan pasar monopoli atau pasar
oligopoli. Namun tidak semudah masuk dalam pasar persaingan sempurna,
karena dibutuhkan modal yang relatif besar dibandingkan dengan mendi-
rikan perusahaan di pasar persaingan sempurna, produsen harus meng-
hasilkan barang yang berbeda corak dengan barang yang sudah tersedia
di pasar, mempromosikan barang tersebut supaya mempunyai langganan.

Pasar monopolistik memiliki kelebihan, yaitu :

1. Mendorong produsen dalam berinovasi produknya.

2. Memiliki banyak produsen yang memberikan keuntungan bagi konsu-
men untuk memilih produk yang terbaik.

3. Diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam
menentukan produk yang dibelinya sehingga membuat konsumen
loyal.

4. Pasar yang mudah dijumpai konsumen, karena sebagian besar menjual
kebutuhan sehari-hari.

Pasar monopolistik juga memiliki kekurangan yaitu :

1. Mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-pro-
duknya, sehingga meningkatkan biaya produksi yang berimbas pada
harga produk.
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2. Memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Produsen yang tidak memiliki
modal atau pengalaman yang cukup akan cepat tersingkir.

3. Dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopo-
listik karena pemain pasar memiliki skala ekonomi yang tinggi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, keberadaan pasar monopolis-
tik tidak dilarang secara langsung, asalkan aktivitas yang berlangsung di
dalamnya masih tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam justru
menghargai keberagaman produk dan dorongan untuk berinovasi dalam
kegiatan usaha, selama dilakukan secara jujur, adil, dan bebas dari unsur
penipuan. Adanya diferensiasi produk dalam pasar ini dapat mendorong
kreativitas pelaku usaha serta meningkatkan mutu layanan bagi konsumen.
Meski demikian, pasar monopolistik memiliki potensi disalahgunakan,
seperti manipulasi persepsi konsumen, penyesatan melalui promosi berle-
bihan, atau penetapan harga yang tidak wajar, yang semuanya bertentangan
dengan ajaran Islam.

Untuk penjelasan yang lebih rinci, perbedaan utama antara struk-
tur pasar dalam perspektif ekonomi konvensional dan dalam perspektif
ekonomi Islam dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek Ekonomi Konvensional Ekonomi Islam

Berbasis sekularisme, indi- | Berbasistauhid, keadilan
vidualisme, dan utilitarian- | (adl), dan maslahah (ke-
isme maslahatan umum)

Landasan Fi-
losofis

Mewujudkan  keadilan
Memaksimalkan keuntun- | sosial dan keseimbangan
gan ekonomi sesuai prinsip
syariah.

Tujuan Pasar

Pasar bebas tanpa campur Pasar bebas tetapi di-

Kebebasan batasi oleh aturan syari-
tangan moral atau agama,
Pasar . . . ah (halal, haram, laran-
kecuali regulasi pemerintah . 0
gan riba, gharar, ihtikar)
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Aspek Ekonomi Konvensional Ekonomi Islam

Negara wajib mengawasi
pasar untuk mencegah
penipuan,  eksploitasi,
dan ketidakadilan

Umumnya terbatas; negara
Peran Negara | intervensi hanya jika ada
kegagalan pasar

Dilarang jika merugikan

Praktik Mo- . . .. masyarakat; Islam me-
. : Bisa diterima jika legal dan .
nopoli & Oli- . nolak monopoli yang
. efisien . .
gopoli menimbulkan ketimpa-

ngan

Dibiarkan oleh me-
Ditentukan  oleh  me- | kanisme pasar, namun

P
I_f;e‘;apan kanisme permintaan dan | negara boleh mengin-
& penawaran tervensi jika ada manip-
ulasi harga
Sangat penting; bisnis
Tidak o di fak |k ika, iujur,
Etika Bisnis idak menjadi faktor uta- | harus beretika, jujur,

ma; etika bersifat opsional | dan bertanggung jawab
menurut nilai Islam

C Peran Negara dalam Mengawasi serta Menata
Struktur Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memegang peranan penting dalam
mengatur dan mengawasi pasar agar tercipta keadilan, keterbukaan, serta
keseimbangan antara kepentingan individu, pelaku pasar, dan pemerin-
tah. Peran ini dilakukan secara aktif melalui kebijakan yang berpijak pada
prinsip-prinsip syariah, seperti menjunjung keadilan dalam distribusi
sumber daya, melarang segala bentuk kecurangan dalam transaksi, serta
melindungi kelompok yang rentan, seperti konsumen kecil dan pelaku
usaha lemah. Dalam sejarah Islam, tugas ini dijalankan oleh lembaga
hisbah, yang bertanggung jawab memastikan praktik jual beli berlangsung
sesuai aturan Islam dan bebas dari penipuan atau manipulasi. Negara juga

berkewajiban mencegah penguasaan pasar oleh segelintir pihak yang bisa
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merugikan masyarakat luas. Dengan kata lain, negara dalam ekonomi Islam
tidak hanya berfungsi sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai penjaga
nilai moral dalam kegiatan ekonomi, agar pasar tetap menjadi sarana yang

adil dan memberi manfaat bagi semua pihak.

1. Prinsip Dasar Pengawasan dan Penataan Pasar

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur
dan mengawasi jalannya aktivitas ekonomi agar kompetisi di pasar berjalan
secara adil, informasi tersedia secara merata, dan tercipta keadilan ekonomi
bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun Islam memberikan ruang bagi
mekanisme pasar yang bebas di mana harga ditentukan secara alami oleh
kekuatan permintaan dan penawaran berdasarkan kesepakatan sukarela
tanpa adanya paksaan maupun penipuan, namun kebebasan ini tidak bersi-
fat absolut. Negara tetap memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan
intervensi ketika terjadi penyimpangan atau distorsi pasar, seperti adanya
rekayasa terhadap permintaan atau penawaran, praktik penipuan (tadlis),
maupun ketidakjelasan dalam transaksi (gharar). Intervensi ini bertujuan
untuk menjaga integritas pasar agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap
semua pihak, khususnya yang lemah.

2. Bentuk Peran Negara dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk
memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah
satu bentuk peran tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap etika
pasar, yaitu melalui sistem hisbah yang berfungsi mengontrol timbangan,
takaran, kualitas, dan standar barang, serta mencegah praktik yang meru-
gikan seperti monopoli dan spekulasi. Negara juga dapat melakukan inter-
vensi dalam harga dan distribusi barang, terutama saat terjadi kelangkaan
atau kenaikan harga yang tidak wajar. Misalnya, pada masa Khalifah Umar
bin Khattab, negara pernah menyediakan barang dengan harga terjangkau
agar harga pasar tetap stabil. Selain itu, negara menyusun regulasi yang
mengatur aktivitas pelaku pasar untuk memastikan persaingan tetap sehat
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dan mencegah dominasi oleh kelompok tertentu yang bisa menimbulkan
ketidakadilan. Negara juga melindungi kelompok yang rentan, seperti fakir
miskin, anak yatim, janda, dan lansia, melalui program pemberdayaan,
pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Semua upaya ini
dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara peran pasar, negara, dan
individu, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang adil dan tidak timpang.

D Isu-lsu Terkait Mengenai Struktur Pasar di
Indonesia

1. Struktur Pasar Industri Minyak Goreng di Indonesia

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi antara bulan Oktober hingga
Desember 2021, yang sempat menyentuh angka Rp20.000 per liter, menim-
bulkan kekhawatiran publik, terutama karena muncul dugaan adanya
praktik kartel yang menyebabkan lonjakan harga tersebut. Berdasarkan
hasil penelitian, KPPU menemukan bahwa tingkat konsentrasi pasar (CR4)
pada sektor minyak goreng mencapai 46,5%, yang menunjukkan bahwa
hampir setengah pangsa pasar dikuasai oleh empat produsen utama minyak
goreng. Perusahaan-perusahaan besar di industri minyak goreng biasanya
menguasai seluruh rantai produksi, mulai dari kebun kelapa sawit, proses
pengolahan CPO, hingga menjadi produsen minyak goreng. Selain itu,
lokasi pabrik minyak goreng tidak tersebar secara merata, karena keba-
nyakan berada di Pulau Jawa, bukan di daerah yang memiliki perkebunan
kelapa sawit.

Struktur pasar dalam industri minyak goreng dikategorikan sebagai
oligopoli ketat, dengan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, di mana empat
kelompok usaha menguasai sekitar 71,52% pangsa pasar. Produk yang
dihasilkan relatif homogen, dan terdapat berbagai hambatan yang meng-
halangi pelaku baru untuk memasuki pasar. Kondisi ini mempengaruhi
perilaku para produsen serta kinerja pasar secara keseluruhan, termasuk
munculnya dugaan bahwa penetapan harga minyak goreng dilakukan secara
terkoordinasi oleh produsen-produsen besar. Dalam hal ini, para produsen
tidak mematuhi kebijakan pemerintah mengenai Harga Eceran Tertinggi
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(HET) yaitu Rp14.000,- per liter. Pemerintah juga menganggarkan subsidi
sebesar Rp7,6 triliun guna menjamin ketersediaan 1,5 miliar liter minyak
goreng kemasan selama enam bulan. Selain itu, digelar operasi pasar untuk
menekan harga dan memastikan distribusinya merata ke seluruh daerah.
Produsen pada saat itu mengurangi volume produksi dan/atau penjualan
selama kebijakan tersebut diberlakukan. Tindakan ini dilakukan secara
sengaja untuk memberikan tekanan terhadap kebijakan HET. Akhirnya,
setelah kebijakan HET dicabut, pasokan minyak goreng kemasan kembali
tersedia di pasar, namun dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan
dengan harga sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Ketidakpatuhan
terhadap kebijakan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng,
yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat atau terjadinya
deadweight loss.

2. Struktur Pasar Industri Penerbangan di Indonesia

Pada tahun 2025, pasar penerbangan di Indonesia masih didominasi oleh
dua kelompok besar, yakni Lion Air Group dan Garuda Group. Lion Air
Group yang membawahi maskapai Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super
Air Jet menguasai sekitar 62% pasar penerbangan domestik. Di sisi lain,
Garuda Group, yang terdiri dari Garuda Indonesia dan Citilink, memegang
sekitar 27% pangsa pasar. Kedua grup ini secara kolektif menguasai hampir
90% total penerbangan domestik, mencerminkan struktur pasar yang sangat
oligopoli. Menurut Gatot Rahardjo, seorang Analis Independen Bisnis
Penerbangan Nasional, dominasi yang dimiliki oleh Lion Group cende-
rung lebih menyerupai monopoli daripada oligopoli, mengingat adanya
kesenjangan pangsa pasar yang cukup besar antara Lion Group dan pesaing
utamanya, yaitu Garuda Group.

Penguasaan pasar oleh dua grup maskapai besar membuat pilihan bagi
konsumen atau penumpang menjadi terbatas, terutama saat musim liburan
atau waktu sibuk lainnya. Maskapai besar bisa dengan mudah menetap-
kan harga tiket yang tinggi karena persaingan yang minim. Masalah ini
semakin buruk dengan kapasitas bandara yang terbatas, sehingga posisi
maskapai besar makin kuat. Sebagai bentuk intervensi, pemerintah sempat
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menurunkan harga tiket hingga 10% pada waktu-waktu liburan tertentu.
Tapi, upaya ini hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan masalah
utama dalam struktur pasar.

Posisi Garuda Group dalam pasar penerbangan nasional berada dalam
kondisi yang cukup membingungkan. Di satu sisi, sebagian besar saham-
nya dimiliki oleh pemerintah, namun di sisi lain, karena statusnya sebagai
perusahaan terbuka (IPO), terdapat kepemilikan saham oleh pihak swasta.
Hal ini membuat pemerintah tidak sepenuhnya bebas untuk menjadikan
Garuda sebagai alat untuk menjalankan kebijakan pasar. Padahal, jika
Garuda Group sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah, potensi
perannya sebagai pesaing utama Lion Group bisa dimaksimalkan. Dengan
demikian, Garuda dapat difungsikan sebagai penyeimbang pasar untuk
merespon dominannya Lion Group. Dalam situasi seperti itu, keseim-
bangan antara pelaku usaha besar dapat tercipta, dan struktur pasar akan
lebih mendekati bentuk persaingan sempurna. Dalam kondisi persaingan
sempurna, maskapai cenderung terdorong untuk meningkatkan efisiensi
operasional agar dapat menawarkan harga tiket yang lebih kompetitif.

Agar pasar tiket pesawat menjadi lebih bersaing dan mendekati kondisi
persaingan sempurna, pemerintah perlu merancang strategi jangka panjang.
Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memberikan
kesempatan bagi maskapai baru untuk masuk ke pasar. Semakin banyak
maskapai yang beroperasi, maka pilihan bagi konsumen pun akan sema-
kin beragam, dan harga tiket berpotensi menjadi lebih terjangkau. Selain
itu, pengawasan terhadap praktik anti-kolusi harus diperkuat. Di pasar
oligopoli, terdapat risiko tinggi terjadinya kesepakatan harga di antara
para pemain utama. Oleh karena itu, lembaga seperti Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) perlu lebih giat dalam mengawasi dan mencegah
terjadinya praktik tersebut.

E Refleksi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Struktur
Pasar Indonesia

Struktur pasar di Indonesia telah menunjukkan adanya usaha untuk

menerapkan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, walaupun penerapannya
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masih belum sepenuhnya mencakup seluruh prinsip syariah secara utuh.
Misalnya dari segi pelarangan praktik penimbunan dan monopoli. Dimana
Islam secara tegas melarang praktik penimbunan dan monopoli karena
keduanya merusak keadilan dalam mekanisme pasar. Di Indonesia, hal
ini terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang pelaksanaan-
nya berada di bawah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU). Walaupun implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai
tantangan, salah satunya adalah dominasi pasar e-commerce oleh segelintir
platform besar yang menghambat akses pelaku usaha kecil. Sebagai upaya
mendukung persaingan yang sehat dan inklusif, pemerintah memberikan
perlindungan kepada sektor UMKM melalui berbagai program, seperti
Pasar Murah, sehingga tidak hanya mendorong terjangkaunya harga bagi
konsumen.

Dari sisi lain pula, Islam menekankan pentingnya transaksi ekonomi
yang dijalankan secara jujur, terbuka dan transparan. Namun di Indonesia,
keterbukaan dalam transaksi ekonomi masih jadi masalah, terutama dalam
distribusi barang penting seperti minyak goreng. Sering kali, pelaku usaha
besar sengaja mengatur informasi harga untuk memberi kesan barang
langka, lalu menaikkan harga secara tidak wajar. Karena itu, nilai keterbu-
kaan di pasar belum berjalan dengan baik, terutama di sektor-sektor yang
dikuasai oleh struktur pasar oligopoli.

F Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting untuk menjaga
keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan dalam kegiatan ekonomi. Negara
tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga menjaga agar ekonomi tetap
berjalan dengan cara yang jujur dan adil, sesuai dengan prinsip-prin-
sip Islam. Contohnya adalah sistem hisbah yang dulu digunakan untuk
memastikan transaksi berlangsung dengan jujur dan tidak ada kecurangan,
serta melindungi kelompok yang lemah. Dengan cara ini, negara bertugas
memastikan pasar tetap adil untuk semua orang.
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Namun, di Indonesia, penerapan prinsip ini masih menghadapi banyak
tantangan, terutama di sektor penting seperti minyak goreng dan pener-
bangan. Di pasar minyak goreng, beberapa perusahaan besar menguasai
hampir seluruh pasar, sehingga mereka bisa menentukan harga dan paso-
kan. Hal yang sama juga terjadi di industri penerbangan, yang dikuasai
oleh dua grup besar, sehingga pilihan bagi konsumen terbatas dan harga
tiket bisa menjadi sangat mahal. Walaupun pemerintah sudah mencoba
menurunkan harga dan memberikan subsidi, langkah-langkah ini belum
sepenuhnya menyelesaikan masalah utama dalam struktur pasar.

Meskipun sudah ada beberapa usaha untuk menerapkan prinsip
ekonomi Islam di Indonesia, seperti peraturan untuk mencegah monopoli
dan melindungi pelaku usaha kecil, masalah transparansi dan keterbukaan
pasar masih menjadi hambatan besar. Untuk menciptakan pasar yang adil,
negara perlu lebih memperketat pengawasan, membuat regulasi yang lebih
efektif, dan memastikan iklim ekonomi yang sehat dan adil untuk semua
pihak. Tanpa perubahan besar dalam sistem pasar, masalah seperti mani-
pulasi harga dan ketidakadilan akan terus merugikan masyarakat, terutama
yang lebih lemah secara ekonomi.
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PERAN WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN
INVESTASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN
EKONOMI BERKELANJUTAN

Salmita dan Malahayatie

Abstrak : Makalah ini membahas secara komprehensif keterkaitan antara
uang dan investasi dalam konteks ekonomi syariah baik secara makro
maupun mikro. Uang, yang memiliki fungsi sebagai alat tukar, satuan
hitung, standar pembayaran, dan penyimpan nilai, menjadi instrumen
vital dalam mendukung aktivitas ekonomi. Di sisi lain, investasi dipandang
sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, terutama bila diarahkan
pada sektor produktif. Perkembangan teknologi digital seperti uang elek-
tronik telah mengubah lanskap transaksi dan berdampak pada efektivitas
kebijakan moneter. Di ranah syariah, konsep uang berakar pada nilai
intrinsik dan keadilan distribusi, berbeda dengan sistem konvensional yang
memungkinkan praktik riba dan seigniorage. Wakaf uang muncul sebagai
instrumen strategis dalam investasi sosial dan pembangunan berkelan-
jutan, melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan inovasi
teknologi. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih juga menunjukkan
potensi besar investasi lokal berbasis komunitas, meski dihadapkan pada
tantangan kelembagaan dan literasi keuangan. Dengan pendekatan syariah
yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat, makalah
ini menyimpulkan bahwa integrasi antara pengelolaan uang dan investasi
dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Uang, Investasi, Wakaf, Keuangan Inklusif



A Latar Belakang

Perekonomian modern tidak dapat terlepas dari peran strategis dua elemen
fundamental: uang dan investasi (Dalimunthe and Lubis 2023). Uang dalam
kegiatan perekonomian memiliki beberapa fungsi, pertama uang berfungsi
sebagai alat tukar (medium of exchange) antara pembeli dengan penjual
(Gunariah, Janwari, and Jubaedah 2023). Uang dapat digunakan sebagai alat
pertukarang dalam memperoleh berbagai jenis barang dan jasa. Dengan
demikian, penggunaan uang dapat memudahkan setiap orang melakukan
transaksi. Kedua, uang berfungsi sebagai alat satuan hitung (unit of acco-
unt), merupakan satuan yang digunakan untuk menukur besarnya nilai
pada berbagai jenis barang. nilai suatu barang dapat dinyatakan dengan
harga barang tersebut. Ketiga, sebagai ukuran pembayaran di masa akan
datang (standar for deferred payment) pada transaksi jual beli yang dila-
kukan dengan metode pembayaran tertunda, yakni, pembeli memperoleh
barang terlebih dahulu, sementara pembayarannya dilakukan kemudian.
Keempat, sebagai alat penimbun kekayaan (Ambarwati, Sara, and Aziz
2021).

Kegiatan investasi merupakan factor utama dalam mendorong pertum-
buhan ekonomi. Jumlah investasi menjadi alat ukur dalam menilai kapasitas
produksi. Jika jumlah investasi meningkat, maka kapasitas produksi juga
meningkat, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, apabila investasi
meningkat, maka jumlah produksi barang dan jasa juga ikut meningkat.
Situasi ini ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diukur dari
jumlah produksi yang dihasilkan dari penggunaan factor produksi domes-
tik dalam kurung waktu satu periode tertentu.(Sudirman, Hidayat A, and
Rahman 2022)

Investasi merupakan pengeluaran yang diarahkan untuk meningkat-
kan jumlah produksi. Disisi lain, investasi dapat menambah jumlah alat-
alat produksi di masyarakat yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap
peningktan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang
sama akan meningkat pula jumlah uang beredar.(Sudirman et al. 2022)
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi investasi
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi berbagai
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tantangan. Ketergantungan terhadap investor asing, rendahnya literasi
keuangan, keterbatasan instrumen investasi yang mudah diakses masyara-
kat, serta kompleksitas regulasi menjadi penghambat utama (Fanji Farman
et al. 2025). Masalah ini diperparah oleh kondisi makroekonomi global
yang fluktuatif serta tekanan geopolitik internasional yang berdampak pada
arus modal masuk dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, peluang
besar hadir melalui transformasi peran uang elektronik, wakaf uang yang
memberikan beragam manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi
Masyarakat (Fanji Farman et al. 2025), dan Program Koperasi Desa Merah
Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa
melalui pembentukan koperasi di seluruh Indonesia (Arzewiniga 2025).
Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis
secara mendalam hubungan antara uang dan investasi dalam konteks
Indonesia, yang berkaitan dengan isu-isu

B Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap
Efektifitas Kebijakan Moneter

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertrans-
aksi,termasuk di Indonesia. Uang elektronik (electronic money) merupakan
salah satu inovasi utama di bidang keuangan yang memberikan kemudahan
dan efisiensi dalam bertransaksi. Peningkatan penggunaan uang elektronik
di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, jumlah trans-
aksi uang elektronik meningkat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan
data Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik meningkat dari Rp47,2
triliun pada tahun 2018 menjadi Rp145,2 triliun pada tahun 2020. Kedua,
jumlah penerbit uang elektronik yang juga semakin meningkat baik di
sektor perbankan maupun non- perbankan, menunjukkan tingginya minat
terhadap pasar ini. Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan
penggunaan uang elektronik di Indonesia adalah penyebaran Internet dan
meningkatnya tingkat penetrasi ponsel pintar.

Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII), sekitar 73,7% penduduk Indonesia terhubung ke internet pada
tahun 2020, dengan mayoritas menggunakan ponsel pintar sebagai
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perangkat utama untuk mengakses internet Selain itu, dukungan regulasi
dari pemerintah dan Bank Indonesia juga berperan penting. Bank Indonesia
telah mengeluarkan berbagai peraturan seperti PBI No. untuk menjamin
keamanan dan efisiensi penggunaan uang elektronik. Juni 20, 2018 Tentang
uang elektronik Uang elektronik (juga dikenal sebagai e-money) adalah
suatu bentuk uang yang

disimpan secara elektronik, biasanya pada kartu atau perangkat lain.
E-money memungkinkan melakukan pembayaran elektronik dengan cepat
dan mudah untuk berbagai transaksi, termasuk pembelian barang dan jasa
secara online dan offline. Sistem ini biasanya dioperasikan oleh lembaga
keuangan atau penyedia jasa keuangan yang mempunyai izin untuk mena-
warkan dan mengelola uang elektronik sesuai dengan peraturan yang
berlaku di masing-masing negara. Berdasarkan medianya uang elektronik
yaitu uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada
media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Berdasarkan masa berlakunya
uang elektronik dibedakan menjadi dua: Reloadable adalah uang elektronik
yang dapat dilakukan Top up atau pengisian ulang, dan Disposable uang
elektronik yang tidak dapat diisi ulang.

Berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang uang elektronik
dibedakan menjadi dua: Registered adalah uang elektronik yang terdaftar
dan tercatat identitas pemegangnya, dan Unregistered adalah uang elek-
tronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat identitas pemegangnya. Batas
maksimal nilai uang elektronik Unregistered sebesar 2 juta Rupiah dan
Registered sebesar 10 juta Rupiah.

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan meng-
gunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain:

1. Pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektonik, Sebelum
penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai
uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan
sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang
dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan
pengisian uang (top up).
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2. Kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsip-
nya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang
elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual
dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan
fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elek-
tronik melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi perlengkapan
khusus oleh penerbit.

4. Keempat, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang
elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki
pemegang yang dapat dilakukakan setiap saat oleh pemegang. Dan
kelima, Refund/Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik
kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak
terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggu-
naan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik
telah berakhir. Sistem moneter berhubungan erat dengan instrumen
moneter, salah satunya uang,maka sebelum memahami mengenai hal

tersebut, kita perlu memahami konsep uang dalam Islam.

Menurut Al-Ghazali, uang adalah standar pengukuran (satuan) untuk
menghindari penipuan dan kecurangan, uang dibutuhkan untuk menyele-
saikan masalah- masalah sistem barter, dinar dan dirham adalah penguasa
bila dibandingkan jenis kekayaan yang lain dan ciri utama uang adalah
seperti cermin yang memantulkan warna tapi ia sendiri tidak memiliki
warna sesuai dengan konsep netralitas uang.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, uang adalah standar nilai (mi'yar
alamwal) dan merupakan alat tukar, selain itu uang tidak pernah dimak-
sudkan untuk dikonsumsi. Uang itu digunakan untuk mendapatkan barang
lain (alat tukar) dan tidak untuk diperdagangkan. Mengemukakan tentang
konsep volume fulus (uang) haruslah proporsional dengan volume trans-
aksi dimana tingkat harga ditentukan, dan konsep ini dalam teori konven-
sional disebut sebagai quantity theory of money. Sedangkan menurut
Ibnu Khaldun, uang adalah standar pengukuran dan juga merupakan
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store of value (penyimpan nilai). Menurut Ibnu Khaldun emas dan perak
merupakan bentuk uang yang tidak mudah berfluktuasi yang relatif stabil
Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah tercapainya kondisi Full
Employment dimana seluruh faktor produksi dapat dioptimalkan penggu-
naannya, menjamin stabilitas nilai mata uang dan stabilitas harga (mengen-
dalikan inflasi) dan alat redistribusi kekayaan dimana harta disinergiskan
antara sektor keuangan dan sektor riil.

Sementara itu fungsi bank sentral adalah mengatur peredaran uang
dan mengendalikan money supply, sebagai regulator financial market dan
menjamin kejujuran laporan keuntungan dan kerugian sektor perbankan
dan melaksanakan audit secara reguler. Selain itu, fungsi bank sentral dapat
dilakukan melalui instrumen moneter seperti merubah high powered
money (uang primer), melalui reserve ratio, liquidity ratio, penjualan dan
pembelian Central Deposit Certificate dan surat-surat berharga lainnya,
merubah profit- sharing ratio, menetapkan gard hassan ratio dan mengen-
dalikan nilai tukar mata uang. Ada tiga perbedaan mendasar atas sistem
moneter Islam dengan sistem moneter konvensional. Perbedaan pertama
pada sisi konvensional adalah uang fiat (biasanya dalam bentuk kertas
atau koin) yang diakui sebagai alat tukar yang sah di suatu negara setelah
ditetapkan oleh pemerintahnya yang tidak memiliki nilai cadangan sesuai
nilai nominalnya. Diterbitkannya uang fiat memunculkan daya beli baru
dari sesuatu yang tidak ada. Hal ini memberikan keuntungan yang tidak
adil (seigniorage) bagi pihak yang diberi kuasa untuk menerbitkannya dan
dapat dikategorikan riba. Sedangkan uang dalam Islam adalah uang (emas
dan perak) yang mempunyai nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya
atau sejumlah dengan cadangan emas yang disimpan oleh pihak yang
menerbitkannya. Karena tidak ada daya beli baru yang diciptakan (tidak
ada seigniorage), sehingga tidak mengandung unsur riba.

Karena Indonesia masih menggunakan sistem moneter dan perbankan
ganda, maka yang menjadi perbedaan utama antara sistem moneter Islam
dan konvensional adalah adanya konsep bagi hasil dalam Islam yang menia-
dakan bunga. Perbedaan yang kedua, pada sisi konvensional ada sistem frac-
tional reserve banking dimana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan
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cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun.
Dengan sistem ini perbankan memiliki kemampuan menciptakan jenis
lain dari fiat money, yaitu uang bank (demand deposits, termasuk uang
elektronik), dan hal ini terjadi juga ketika bank memberikan pinjaman.
Dengan demikian sistem ini juga memberikan keuntungan seigniorage
yang tidak adil bagi pihak bank yang melalui sistem ini diberi kuasa untuk
menciptakan uang baru.

Sedangkan pada sistem ekonomi Islam ada seratus persen reserve
banking system, dimana sistem ini tidak memberikan peluang bagi bank
untuk menciptakan uang baru, karena seluruh cadangan harus disimpan
ke bank sentral. Bank maksimum hanya dapat menyalurkan pembiayaan
sampai sebesar simpanan awal saja. Hal ini menyebabkan tidak ada daya
beli baru yang diciptakan (tidak ada seigniorage), maka tidak mengandung
unsur riba dan tidak ada pihak yang dirugikan. Perbedaan yang terakhir
dan paling mendasar adalah sistem bunga dalam ekonomi konvensional
sedangkan ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss
sharing), sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak
yang timpang dalam menanggung kerugian. Pada saat pemilik modal
bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jikalau
menghasilkan keuntungan dibagi berdua, namun jika terjadi kerugian juga
ditanggung bersama (Rahmi and Irsyad 2024).

C Peran Wakaf Uang sebagai Investasi Sosial dalam
Ekonomi Berkelanjutan

Wakaf uang berperan penting dalam mendukung prinsip-prinsip ekonomi
berkelanjutan melalui berbagai cara. Pertama, wakaf uang dapat digunakan
sebagai sumber investasi untuk mendanai proyek-proyek yang berkelan-
jutan, seperti usaha mikro dan kecil. Dengan mendanai inisiatif semacam
ini, wakaf uang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi
juga dampak sosial yang positif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi
lokal dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, pengelolaan
wakaf uang yang produktif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.
Hasil dari pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk program-program
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sosial yang secara langsung membantu kelompok masyarakat yang kurang
mampu, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian,
wakaf uang berkontribusi pada penciptaan dampak jangka panjang yang
berkelanjutan bagi Masyarakat (Suryadi and Yusnelly 2019).

1. Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Wakaf Uang untuk
Masyarakat

Wakaf uang memberikan beragam manfaat sosial dan ekonomi yang signi-
fikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan
akses pendidikan dan kesehatan. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk
membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan
akses masyarakat terhadap layanan berkualitas. Misalnya, wakaf uang yang
digunakan untuk pembangunan sekolah atau rumah sakit dapat mening-
katkan kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, wakaf uang berperan
dalam pemberdayaan ekonomi umat, di mana ia meningkatkan kesempatan
bagi individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Dengan menyediakan modal usaha, wakaf uang dapat membuka lapangan
pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di samping itu,
pengembangan infrastruktur sosial juga menjadi salah satu manfaat dari
wakaf uang. Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk
membangun infrastruktur sosial, seperti masjid, pusat komunitas, dan
fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara
keseluruhan (Syamsuri and Al Mananaanu 2021). Implementasi Wakaf
Uang yang Sukses di Berbagai Negara

Implementasi wakaf uang yang sukses dapat dilihat di berbagai negara.
Di Indonesia, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) telah diluncur-
kan untuk memperluas pemahaman dan praktik wakaf uang. Program
ini bertujuan untuk mengumpulkan dana wakaf yang akan digunakan
untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, di Malaysia, wakaf uang
telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur sosial,
termasuk pembangunan masjid dan sekolah. Lembaga pengelola wakaf di
negara ini juga aktif dalam melakukan investasi keuangan syariah untuk
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memaksimalkan potensi dana wakaf. Selain itu, Mesir juga menunjukkan
contoh pengelolaan wakaf uang yang baik, di mana dana wakaf dike-
lola oleh lembaga keuangan syariah yang menginvestasikannya dalam
proyek-proyek produktif. Hasil dari investasi ini digunakan untuk mendu-
kung program-program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu
(Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah
2025).

Secara keseluruhan, wakaf uang memiliki peran yang sangat penting
dalam mendukung ekonomi berkelanjutan melalui investasi produktif
yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan
pengelolaan yang baik, wakaf uang dapat menjadi alat yang efektif untuk
mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan,
serta memberdayakan umat. Berbagai contoh implementasi wakaf uang
di berbagai negara menunjukkan potensi besar wakaf uang sebagai solusi
inovatif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang dapat membe-
rikan dampak positif bagi masyarakat secara luas (Sulung Jalu Prasetyo,
Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah 2025).

D Model Pengelolaan Wakaf Uang

1. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Mencapai Tujuan
Keuangan Berkelanjutan

Pengelolaan wakaf uang yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan
keuangan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah
diversifikasi investasi. Dengan menginvestasikan dana wakaf dalam berba-
gai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, risiko dapat
diminimalkan dan potensi keuntungan dapat ditingkatkan. Diversifikasi ini
tidak hanya memastikan bahwa dana wakaf tumbuh secara berkelanjutan,
tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi
pengelola wakaf (nadzir). Dengan meningkatkan pemahaman dan kete-
rampilan nadzir dalam manajemen keuangan dan investasi, mereka dapat
mengelola dana wakaf dengan lebih profesional dan produktif. Pelatihan
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ini harus mencakup pengembangan keterampilan teknis (hard skill) serta
keterampilan interpersonal (soft skill), yang keduanya sangat penting dalam
mengelola dana secara efektif dan transparan (Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin
Nugraha, Muhammad Rangga Nasrullah 2025).

Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga merupakan strategi
yang efektif. Dengan bekerja sama, pengelola wakaf dapat memanfaatkan
produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti
mudharabah dan musyarakah Kerja sama ini memungkinkan dana wakaf
untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang tidak hanya menguntung-
kan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial. Dengan
menerapkan strategi-strategi ini, pengelolaan wakaf uang dapat lebih opti-
mal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan
Wakaf Uang

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan
wakaf uang dengan beberapa kontribusi yang signifikan. Pertama, lembaga
ini memiliki kapasitas untuk mengelola dana wakaf secara profesional, yang
memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek
yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan yang profesional,
lembaga keuangan syariah dapat mengoptimalkan hasil investasi dana
wakaf, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelo-
laan wakaf dapat ditingkatkan melalui peran lembaga keuangan syariah.
Mereka dapat menyediakan laporan rutin mengenai penggunaan dan hasil
investasi dana wakaf kepada para wakif, yang menciptakan rasa percaya
dan kepastian bagi para penyumbang. Laporan ini tidak hanya menjelaskan
bagaimana dana tersebut digunakan, tetapi juga menggambarkan dampak
sosial dan ekonomi dari proyek-proyek yang didanai (Mubarok 2021).
Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam inovasi
produk wakaf. Mereka dapat mengembangkan produk wakaf uang yang
inovatif, seperti platform digital untuk penggalangan dana wakaf. Dengan
adanya platform digital, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi dalam
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program wakaf, sehingga dapat memperluas basis wakaf dan meningkatkan
jumlah dana yang terkumpul. Inovasi ini tidak hanya mempermudah parti-
sipasi masyarakat, tetapi juga memperkenalkan wakaf sebagai instrumen
keuangan yang lebih modern dan relevan di era digital saat ini. Dengan
semua peran ini, lembaga keuangan syariah dapat membantu memaksi-
malkan potensi wakaf uang sebagai alat yang efektif untuk pembangunan
ekonomi berkelanjutan (Abdullah 2021).

3. Inovasi dalam Produk Wakaf Uang dan Investasi Sosial

Inovasi dalam produk wakaf uang memainkan peran krusial dalam menarik
minat masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam program wakaf.
Salah satu contoh inovasi yang signifikan adalah pengembangan platform
digital wakaf. Dengan menciptakan aplikasi atau situs web yang memung-
kinkan individu untuk melakukan wakaf uang secara mudah dan trans-
paran, lembaga pengelola wakaf dapat menjangkau lebih banyak orang.
Platform ini tidak hanya memfasilitasi proses wakaf, tetapi juga memberi-
kan informasi yang jelas mengenai proyek-proyek yang didanai oleh dana
wakaf, sehingga wakif dapat melihat dampak kontribusi mereka secara
langsung. Selain itu, investasi sosial menjadi inovasi penting lainnya yang
dapat diadopsi dalam pengelolaan wakaf uang. Menggunakan dana wakaf
untuk mendukung proyek- proyek sosial yang memiliki dampak positif
bagi masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberda-
yaan ekonomi, dapat menciptakan sinergi antara keuntungan finansial dan
manfaat sosial. Dengan cara ini, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai
alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sumber daya yang berkontribusi
pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Masrikhan 2018).
Program kemitraan juga dapat menjadi strategi inovatif yang efektif
dalam meningkatkan dampak sosial dari dana wakaf. Dengan memben-
tuk kemitraan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga
sosial, lembaga pengelola wakaf dapat mendistribusikan hasil investasi dari
wakaf uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemitraan ini tidak
hanya memperluas jangkauan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa
dana wakaf digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial yang
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diinginkan. Dengan inovasi-inovasi ini, produk wakaf uang dapat menjadi
lebih relevan dan berdaya guna dalam menciptakan perubahan positif di
masyarakat (Sulung Jalu Prasetyo, Dhafin Nugraha, Muhammad Rangga
Nasrullah 2025).

4. Peluang dan Tantangan Investasi Koperasi Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis sebagai pusat produksi
dan distribusi yang memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian
masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah menekan inflasi serta
menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen. Dengan adanya
mekanisme Service Request Intake, setiap permintaan dapat dilayani secara
sistematis dan cepat, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien.

Selain itu, koperasi ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahte-
raan petani dengan menaikkan harga jual produk mereka hingga mencapai
nilai tukar petani (NTP) yang lebih baik. Dengan menekan peran perantara
atau middleman, koperasi dapat memastikan bahwa keuntungan lebih
banyak dinikmati oleh produsen dan konsumen, bukan oleh para speku-
lan pasar. Lebih dari sekadar aspek ekonomi, koperasi ini juga berperan
dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendistribusikan pendapatan
secara lebih merata, serta memperkuat kohesi sosial melalui pemberdayaan
dan pelibatan masyarakat. Dengan memperpendek rantai pasok (supply
chain), koperasi mampu meningkatkan ketahanan ekonomi desa terhadap
guncangan eksternal dan mendukung inklusi keuangan bagi anggotanya.
koperasi mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan mendistribusi-
kan pendapatan secara lebih merata. Melalui pemberdayaan, pelibatan,
dan peningkatan kohesi sosial masyarakat, koperasi mampu memperkuat
solidaritas lokal. Selain itu, koperasi memberikan kontribusi terhadap keta-
hanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi guncangan eksternal
dan mendukung inklusi keuangan.

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang ditujukan
untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat desa. Melalui pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di
Indonesia, program ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat,
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tempat pengelolaan hasil pertanian, distribusi barang, hingga penciptaan
lapangan kerja. Koperasi membuka peluang besar untuk menciptakan
lapangan kerja baru, memperpendek rantai pasok, menekan peran tengku-
lak, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil melalui keman-
dirian desa.

Namun, implementasi koperasi ini dihadapkan pada tantangan yang
tidak ringan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mana-
jemen koperasi dan literasi keuangan menjadi hambatan utama. Banyak
koperasi di masa lalu gagal karena pengelolaan yang lemah, kurangnya
pelibatan masyarakat, dan ketergantungan pada dana pemerintah. Koperasi
juga menghadapi tantangan kelembagaan, seperti minimnya transparansi
pengelolaan, potensi politisasi, dan lemahnya penerapan prinsip-prinsip
dasar koperasi. Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem
pencatatan, layanan, dan pemasaran juga membatasi efektivitas koperasi
dalam menjawab tantangan (Arzewiniga 2025).

E Kesimpulan

Dari pembahasan yang disampaikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan
bahwa uang dan investasi merupakan dua komponen yang saling berkaitan
dan sama-sama memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi,
baik pada skala makro maupun mikro. Dalam sistem ekonomi syariah,
uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga bagian dari sistem distribusi
kekayaan yang adil dan bebas dari riba. Investasi dalam Islam tidak hanya
mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada keberkahan
dan dampak sosial.

Transformasi digital melalui uang elektronik telah menciptakan pelu-
ang baru untuk efisiensi transaksi, namun sekaligus menantang efektivitas
instrumen moneter konvensional. Di sisi lain, wakaf uang membuktikan
diri sebagai model investasi sosial syariah yang mampu memberdayakan
masyarakat secara berkelanjutan, terutama jika dikelola oleh lembaga
keuangan syariah yang profesional dan transparan. Koperasi Desa Merah

Putih, sebagai model investasi berbasis komunitas, menawarkan solusi
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konkret untuk penguatan ekonomi lokal, meskipun membutuhkan pening-
katan kapasitas dan tata kelola.

Dengan demikian, sinkronisasi antara kebijakan moneter syariah,
inovasi keuangan, dan investasi sosial menjadi kunci dalam membangun
sistem ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan mendukung kesejahteraan

umat secara luas.
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MENAKAR EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
FISKAL INDONESIA MELALUI
KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

Fitriani dan Malahayatie

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran dan efektivitas kebijakan fiskal di
Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi seperti pandemi
COVID-19. Meskipun kebijakan fiskal ekspansif (stimulus anggaran,
PEN, relaksasi pajak) berhasil menahan kontraksi ekonomi, efektivitasnya
terhambat oleh realisasi anggaran yang tidak optimal, ketidaksesuaian
alokasi, serta risiko defisit dan utang. Tantangan lain meliputi tax ratio yang
rendah, dominasi belanja rutin, dan kurangnya kemandirian fiskal daerah.
Efektivitas kebijakan fiskal diukur dari kontribusinya terhadap PDB, namun
terkendala serapan anggaran rendah, ketidaktepatan sasaran, dan penga-
wasan lemah. Kerangka kebijakan fiskal Islam menekankan prinsip-prinsip
seperti keadilan distributif, larangan riba, optimalisasi zakat, serta peran
negara dalam menjaga kesejahteraan umum tanpa menciptakan distorsi
ekonomi. Dalam kajian ini mencoba membandingkan praktik kebijakan
fiskal Indonesia saat ini—yang berfokus pada instrumen belanja dan pajak
konvensional—dengan nilai-nilai inti dalam kebijakan fiskal Islam, seperti
penggunaan instrumen non-pajak (zakat, infaq, wakaf), serta pentingnya
pengelolaan baitul mal.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Fiskal Islam

n3



na

A Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak pernah lepas dari dinamika siklus bisnis,
tekanan eksternal, dan tantangan internal yang menuntut intervensi peme-
rintah melalui kebijakan makroekonomi. Salah satu instrumen utama
yang digunakan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal, yakni kebijakan
yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara guna
mencapai kestabilan ekonomi makro, distribusi pendapatan yang adil, serta
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ebijakan ini menjadi sangat
relevan terutama saat menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 yang
melanda dunia dan Indonesia pada tahun 2020.

Pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi,
meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli, dan terjadinya
kontraksi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia
merespons dengan berbagai kebijakan fiskal, seperti stimulus anggaran,
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta relaksasi pajak
untuk sektor usaha dan rumah tangga. Namun demikian, efektivitas kebi-
jakan-kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan akade-
misi dan praktisi ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa realisasi
anggaran sering kali tidak optimal, terjadi mismatch antara alokasi dan
kebutuhan sektoral, serta adanya risiko pemburukan defisit anggaran dan
kenaikan utang pemerintah.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal
antar daerah dan sektor, yang berdampak pada distribusi manfaat kebi-
jakan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal
belum merata. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana
kebijakan fiskal dijalankan tidak hanya dalam konteks makro, tetapi juga
mikro sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan
efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia, khususnya dalam merespons krisis
ekonomi serta dalam menjaga kestabilan ekonomi makro. Kajian ini juga
menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta
kesinambungan fiskal dalam jangka panjang, yang menjadi perhatian utama
dalam menjaga kredibilitas dan stabilitas fiskal Indonesia.
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B Pembahasan
1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama dalam kebijakan makro-
ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian suatu negara melalui pengaturan terhadap pendapatan
dan pengeluaran negara. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal berperan
penting dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi,
menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan distribusi
pendapatan. Menurut Irawan (2023), kebijakan fiskal adalah kebijakan
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian
ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan (pajak) dan
pengeluaran negara demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang
telah ditetapkan.

Sementara itu, Fitri Mustika Sari dkk. (2024) menyatakan bahwa
kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk menge-
lola perekonomian melalui pengumpulan pendapatan dan pengalokasian
pengeluaran yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, serta pemerataan pendapatan
nasional. Dalam literatur ekonomi klasik dan Keynesian, kebijakan fiskal
memiliki dimensi yang lebih luas. Pandangan Keynes menekankan bahwa
pemerintah harus aktif dalam perekonomian, terutama melalui belanja
negara, untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi seperti resesi dan
pengangguran. Keynes juga memperkenalkan konsep multiplier effect,
yaitu bahwa setiap pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan
pendapatan nasional dalam proporsi yang lebih besar. Kebijakan fiskal
umumnya terdiri dari dua jenis:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif: Dilaksanakan ketika perekonomian berada
dalam kondisi lesu atau resesi. Pemerintah akan meningkatkan penge-
luaran atau menurunkan pajak guna meningkatkan permintaan agregat
dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif: Diterapkan ketika terjadi overheating
atau inflasi tinggi. Pemerintah akan menurunkan pengeluaran atau
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menaikkan pajak untuk mengurangi tekanan permintaan agregat dan
menstabilkan harga.

3. Penerapan kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan keberlan-
jutan fiskal (fiscal sustainability), yakni kemampuan pemerintah untuk
membiayai pengeluarannya dalam jangka panjang tanpa menimbul-
kan risiko krisis fiskal di masa mendatang. Oleh karena itu, kebijakan
fiskal perlu dijalankan secara hati-hati, transparan, dan efisien, dengan
pengawasan yang ketat serta partisipasi publik

2. Peran Strategis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi
Indonesia

Kebijakan fiskal di Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama pemerin-
tah dalam mengarahkan perekonomian menuju stabilitas dan pertumbuhan
yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan pendapatan (pajak dan bukan
pajak) dan pengeluaran negara, pemerintah berupaya menjaga keseim-
bangan ekonomi makro, mengurangi ketimpangan sosial, serta mencipta-
kan lapangan kerja. Menurut Irawan (2023), fungsi utama kebijakan fiskal
adalah mendorong investasi sosial yang optimal, memperluas kesempatan
kerja, dan menstabilkan perekonomian di tengah ketidakpastian global.
Dalam implementasinya, instrumen pajak digunakan untuk mendo-
rong penerimaan negara, sementara belanja negara digunakan untuk
membiayai program-program pembangunan seperti infrastruktur, pendi-
dikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini juga memungkin-
kan pemerintah mengatur distribusi pendapatan secara lebih adil melalui

program subsidi dan bantuan sosial.

3. Respons Fiskal terhadap Krisis Ekonomi

Saat terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19, kebijakan fiskal menjadi
garda depan dalam merespons tekanan ekonomi. Pemerintah Indonesia
menggelontorkan stimulus fiskal lebih dari Rp600 triliun melalui program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga konsumsi rumah
tangga dan menopang sektor usaha. Program ini mencakup bantuan sosial
tunai, insentif pajak, subsidi bunga UMKM, serta refocusing anggaran
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untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosia. Zulaikah (2024) menegas-
kan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal ekspansif dan moneter akomo-
datif, seperti penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia, menjadi kunci
keberhasilan stabilisasi ekonomi selama pandemi.

4. Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mendorong
Pertumbuhan

Efektivitas kebijakan fiskal diukur dari kontribusinya terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan hasil studi oleh Bayu Aji dan Wijayanti
(2023), variabel pajak, subsidi, dan belanja barang menunjukkan korelasi
positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan utang luar negeri
dan belanja pegawai memiliki korelasi negatif. Temuan ini menekankan
pentingnya mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor produktif yang
memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi. Namun demikian,
efektivitas tersebut kerap terhambat oleh rendahnya serapan anggaran,
ketidaktepatan sasaran program, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi.
Di beberapa kasus, dana belanja tidak terealisasi secara optimal sehingga
manfaat fiskalnya menjadi tidak signifikan bagi perekonomian riil.

5. Tantangan dan Isu-Isu Kebijakan Fiskal

1. Rendahnya Tax Ratio
Hingga saat ini, tax ratio Indonesia masih berkisar pada angka 10-11%,
jauh di bawah standar negara berkembang yang idealnya berada pada
level 15% ke atas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepatuhan wajib
pajak, tingginya praktik penghindaran dan pengelakan pajak, serta
struktur ekonomi informal yang besar. Upaya reformasi perpajakan
seperti digitalisasi, perluasan basis pajak, dan penegakan hukum
perpajakan menjadi sangat penting. Digitalisasi sistem perpajakan
melalui program core tax administration system diharapkan mampu
memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan
pajak, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis

dan budaya organisasi
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6.

Struktur Belanja yang Tidak Produktif

Komposisi belanja APBN Indonesia menunjukkan dominasi belanja
rutin, terutama belanja pegawai dan subsidi energi, yang mengurangi
ruang fiskal untuk belanja produktif. Banyak program pembangunan
tidak menunjukkan hasil yang sepadan dengan besarnya alokasi
anggaran karena masalah tata kelola, tumpang tindih antar instansi,
dan rendahnya monitoring serta evaluasi. Misalnya, program perlin-
dungan sosial sering kali tidak tepat sasaran akibat basis data penerima
manfaat yang belum mutakhir.

Ketergantungan terhadap Utang Publik

Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah sering kali bergantung
pada pembiayaan utang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Studi oleh Widiastuti dkk. (2024) menunjukkan bahwa keberlanjutan
fiskal Indonesia masih dalam batas aman, tetapi tekanan terhadap rasio
utang terhadap PDB meningkat pasca pandemi. Oleh karena itu, stra-
tegi pengelolaan utang jangka panjang perlu dirancang secara hati-hati.

Kemandirian Fiskal Daerah yang Lemah

Desentralisasi fiskal pasca reformasi belum diimbangi dengan keman-
dirian fiskal yang memadai di daerah. Banyak daerah sangat bergan-
tung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dari pemerintah pusat, sehingga inisiatif untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lemah.

Minimnya Partisipasi Publik

Rendahnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan
dan pengawasan APBN/APBD juga menjadi isu penting. Masyarakat
cenderung tidak dilibatkan secara substansial dalam menentukan
prioritas anggaran, padahal keterlibatan tersebut dapat meningkatkan
akuntabilitas dan legitimasi kebijakan fiska

Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) mengacu pada kemam-

puan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pengeluaran dan pemba-

yaran utang tanpa menciptakan beban fiskal di masa depan. Pemerintah
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Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3%
PDB dan rasio utang maksimal 60% PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003.
Namun, pandemi menyebabkan relaksasi terhadap batas tersebut, yang
perlu segera distabilkan kembali.

Untuk menjamin kesinambungan fiskal, strategi ke depan harus
mencakup optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, perbaikan tata kelola
anggaran, serta penilaian cost-benefit dalam pengambilan kebijakan fiskal.
Reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem anggaran juga menjadi bagian
penting dari agenda modernisasi kebijakan fiskal di era digital.

7. Sinergi Fiskal dan Moneter sebagai Prasyarat Stabilitas

Pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat
diabaikan. Kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa didukung pengendalian
moneter dapat memicu inflasi dan menurunkan nilai tukar. Sebaliknya,
kebijakan moneter yang ketat saat fiskal mengurangi belanja dapat memper-
parah kontraksi ekonomi, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian
Keuangan dalam masa pandemi telah memberikan contoh positif bagai-
mana bauran kebijakan (policy mix) mampu menjaga stabilitas makroe-
konomi secara efektif.

8. Kebijakan Fiskal dalam Islam
Pada masa Rasulullah SAW, struktur kebijakan fiskal Islam telah terbentuk

dengan sumber penerimaan negara yang bersifat syariah dan berorientasi
pada keadilan sosial. Sumber utama pendapatan negara saat itu terdiri dari
kharaj (pajak atas tanah), zakat (kewajiban atas harta umat Islam), khums
(seperlima harta rampasan perang), jizyah (pajak bagi non-Muslim), serta
penerimaan lainnya seperti kaffarah atau denda yang dikenakan atas pelang-
garan hukum syariah.

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga
kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelan-
jutan, tetapi juga menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil.
Di samping tujuan ekonomi, Islam juga menempatkan nilai-nilai spiritual,

kesetaraan, dan keadilan sosial sebagai landasan utama kebijakan fiskal. Hal
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ini terlihat dari upaya negara dalam memastikan kesejahteraan umat secara
merata, tanpa membedakan status sosial maupun agama.

Lebih dari itu, konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek
duniawi dan ukhrawi (akhirat), di mana keberhasilan ekonomi tidak hanya
diukur dari akumulasi kekayaan material, tetapi juga dari kualitas keimanan,
ketakwaan, dan keberkahan hidup. Oleh karena itu, Islam menempat-
kan pembinaan spiritual umat sebagai bagian integral dari pembangunan
ekonomi, menjadikan orientasi kebijakan fiskal bersifat komprehensif dan
humanistik.

Sistem kebijakan fiskal Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah
SAW menunjukkan model yang berbasis spiritual, etis, dan sosial, serta bero-
rientasi pada keadilan dan kesejahteraan universal. Hal ini sangat relevan
untuk dikaji ulang sebagai alternatif atau pelengkap sistem fiskal modern,
terutama dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

C Kesimpulan

Kebijakan fiskal Indonesia saat ini, yang didominasi oleh pendekatan
konvensional, masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan
distribusi pendapatan, defisit anggaran, dan rendahnya efektivitas belanja
negara dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui perspektif
kebijakan fiskal Islam—yang menekankan prinsip keadilan sosial, distribusi
kekayaan yang merata, serta integrasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam
pengelolaan keuangan negara—dapat ditawarkan pendekatan alternatif
yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Penilaian terhadap efektivitas kebijakan fiskal nasional melalui kerangka
Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti pemanfaatan zakat,
pengelolaan baitul mal, serta pengurangan ketergantungan terhadap utang
dan pajak yang menindas, berpotensi meningkatkan efisiensi, keadilan, dan
keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai kebijakan fiskal
Islam dalam sistem fiskal Indonesia dapat menjadi langkah strategis dalam
menciptakan stabilitas ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai
dengan karakteristik sosial-religius bangsa Indonesia.
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MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI
MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN
MONETER ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Ahmad Firman dan Malahayatie

ABSTRAK : Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam, dengan
menitikberatkan pada prinsip-prinsip syariah, instrumen kebijakan, serta
respons terhadap tantangan ekonomi kontemporer. Berbeda dengan sistem
konvensional yang bertumpu pada suku bunga sebagai alat utama kebi-
jakan, ekonomi Islam menolak praktik riba dan mengedepankan keadilan
distributif serta aktivitas ekonomi riil. Kajian ini menggunakan pendekatan
kualitatif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan dari lembaga interna-
sional seperti IME Bank Indonesia, dan IFSB. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan moneter Islam memiliki potensi besar dalam mencipta-
kan stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta
memperkuat inklusi keuangan. Namun, penerapannya masih menghadapi
berbagai tantangan seperti keterbatasan instrumen likuiditas, dominasi
kontrak non-PLS, serta kebutuhan harmonisasi regulasi digital syariah.
Makalah ini merekomendasikan strategi reformasi kebijakan moneter
Islam yang inovatif dan sesuai dengan prinsip magqashid al-shariah guna
menghadapi dinamika ekonomi global.

Kata Kunci : Kebijakan Moneter Syariah, Riba, Stabilitas Ekonomi,
Magashid.



A Pendahuluan

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen fundamental dalam
kerangka pengelolaan ekonomi makro suatu negara. Di tengah dinamika
global yang ditandai oleh fluktuasi suku bunga, tekanan inflasi, disrupsi
pasca pandemi COVID-19, serta digitalisasi sistem keuangan, peran
bank sentral semakin krusial dalam menjaga stabilitas harga, mendukung
pertumbuhan, serta menjaga sistem keuangan tetap inklusif dan berkelan-
jutan. Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan moneter berfokus
pada instrumen suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar sebagai
alat utama mencapai target-target ekonomi.

Namun, dalam ekonomi Islam, pendekatan kebijakan moneter dida-
sari oleh prinsip-prinsip syariah yang mendalam, termasuk larangan riba
(bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta penekanan
terhadap keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan yang adil. Oleh
karena itu, kebijakan moneter Islam tidak hanya menjadi alat ekonomi
semata, tetapi juga instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan magqas-
hid al-shariah, yakni tujuan-tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta.

Seiring meningkatnya minat terhadap sistem ekonomi Islam baik di
negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun di
pasar keuangan global, muncul pertanyaan penting mengenai efektivitas
kebijakan moneter Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.
Bagaimana kebijakan moneter Islam merespons tekanan inflasi global tanpa
menggunakan suku bunga? Apakah instrumen-instrumen seperti sukuk,
mudharabah, dan murabahah mampu menggantikan efektivitas alat-alat
moneter konvensional? Dan sejauh mana kebijakan ini mampu mencipta-

kan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial?

B Landasan Teoritis dan Prinsip Ekonomi Islam

1. Maqasid al-Shariah sebagai Fondasi Teoritis
Ekonomi Islam berakar pada prinsip maqasid al-shariah, yang bertu-
juan melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (al-din),
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jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal).
Dalam konteks kebijakan moneter, perlindungan terhadap harta
(al-mal) menjadi titik berat karena berkaitan langsung dengan keadilan
ekonomi, kestabilan harga, dan pengendalian distribusi kekayaan.

Pendekatan maqgasid memberikan dimensi moral dan sosial terha-
dap kebijakan moneter. Tidak cukup sekadar menstabilkan ekonomi
secara makro, kebijakan harus turut menjamin keseimbangan sosial
dan mencegah konsentrasi kekayaan. Dengan demikian, intervensi
moneter seperti pengendalian likuiditas dan penyaluran kredit diarah-
kan tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan, tetapi juga pemerataan
(Chapra, 2008).

Pelarangan Riba, Gharar, dan Maysir

Salah satu ciri khas utama ekonomi Islam adalah pelarangan riba
(bunga), yang dianggap merusak keseimbangan antara risiko dan
keuntungan. Dalam Al-Qur’an, riba dikecam secara tegas karena
menyebabkan eksploitasi dan akumulasi kekayaan yang tidak adil
(QS. Al-Bagarah: 275-279). Akibatnya, seluruh instrumen kebijakan
moneter Islam harus bebas dari praktik bunga dan sebaliknya meng-
gunakan mekanisme yang adil seperti bagi hasil.

Selain riba, ekonomi Islam juga melarang gharar (ketidakpastian
kontrak) dan maysir (spekulasi), yang keduanya umum terjadi dalam
transaksi derivatif dan pasar uang konvensional. Oleh karena itu, sistem
moneter Islam menghindari praktik spekulatif dan lebih menekankan
kepada transaksi berbasis aset riil. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas
ekonomi dan mengurangi risiko sistemik.

Perbedaan Filosofis antara Islam dan Sistem Konvensional

Ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa pasar akan menyeim-
bangkan dirinya sendiri (self-regulating), dan bahwa individu bertin-
dak rasional untuk memaksimalkan utilitas pribadi. Sementara dalam
ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah yang bertanggung
jawab secara moral terhadap sumber daya yang dimilikinya. Oleh
karena itu, kebijakan moneter tidak hanya ditujukan untuk efisiensi
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ekonomi, tetapi juga untuk keadilan sosial dan keberkahan kolektif
(Askari et al.,, 2021).

Sistem konvensional menggunakan suku bunga sebagai alat utama
pengendali inflasi, likuiditas, dan stabilitas nilai tukar. D1 sisi lain,
ekonomi Islam menggantikannya dengan instrumen non-bunga,
seperti sukuk, mudharabah, dan instrumen bagi hasil lainnya yang

berbasis kepercayaan dan partisipasi dalam risiko.

Kebijakan Moneter dalam Kerangka Etis

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam bukanlah alat netral, tetapi
harus tunduk pada etika dan hukum syariah. Setiap kebijakan yang
berpotensi merugikan masyarakat miskin, memperlebar ketimpangan
sosial, atau mengarah pada eksploitasi dianggap bertentangan dengan
magqasid al-shariah.

Sebagai contoh, ketika otoritas moneter dalam sistem konven-
sional menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, hal itu justru
dapat memperberat beban debitur dan memperlambat pertumbuhan
ekonomi riil. Dalam kerangka Islam, pengendalian inflasi dilakukan
dengan pendekatan struktural, seperti penguatan sektor riil, pengen-
dalian pasokan dan distribusi, serta intervensi pasar secara selektif
melalui mekanisme yang adil.

Peran Negara dan Otoritas Moneter
Dalam kerangka ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam
menjaga keadilan ekonomi dan mencegah distorsi pasar. Ini termasuk
pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang saling terintegrasi
untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas harga dan pemerataan.
Otoritas moneter seperti bank sentral syariah harus memiliki perangkat
hukum dan instrumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Namun, dalam praktiknya, banyak negara dengan sistem keuangan
syariah yang masih berada dalam bayang-bayang sistem konvensional.
Bank sentral, meskipun memiliki unit syariah, seringkali masih meng-
gunakan suku bunga sebagai acuan, yang pada akhirnya menciptakan
kontradiksi kebijakan. Oleh karena itu, transformasi struktural dan
penguatan kapasitas kelembagaan menjadi agenda penting dalam
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merealisasikan sistem moneter Islam secara penuh (Ariff & Igbal,
2011).

Kritik terhadap Implementasi Parsial

Para akademisi seperti El-Gamal (2006) mengkritik sistem keuangan
syariah yang cenderung mengadopsi bentuk-bentuk konvensional
dengan label syariah (sharia-compliant mimicry). Contohnya adalah
penggunaan murabahah yang menyerupai kredit berbunga, atau
kontrak ijarah yang menyerupai leasing konvensional. Ini menunjuk-
kan bahwa meskipun secara formal sesuai syariah, secara substansi
sistem moneter Islam masih perlu dibenahi agar lebih berorientasi
pada keadilan sosial dan aktivitas produktif.

Intrumen Kebijakan Moneter Islam

Prinsip Umum Instrumen Moneter Islam

Instrumen kebijakan moneter Islam bertujuan mengatur likuiditas,
mendorong pertumbuhan sektor riil, dan menjaga stabilitas harga,
tanpa menggunakan bunga. Berbeda dengan kebijakan konvensional
yang sangat bergantung pada instrumen suku bunga, sistem Islam
mengandalkan kontrak berbasis syariah yang adil dan partisipatif.
Prinsip utama yang membedakan instrumen moneter Islam adalah:
a. Tidak mengandung riba.

b. Berbasis pada transaksi nyata (aset riil).

¢.  Mendorong kerja sama dan bagi hasil.

d. Menjaga keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan.

Instrumen-instrumen ini dikembangkan oleh lembaga moneter dan

keuangan Islam sebagai alternatif sah terhadap kebijakan konvensional yang

dinilai tidak sesuai dengan magqasid al-shariah.

2.

Sukuk (Obligasi Syariah)
Sukuk merupakan instrumen pasar modal berbasis aset yang diguna-
kan untuk pembiayaan proyek produktif dan pengelolaan likuiditas.

Tidak seperti obligasi konvensional yang memberikan bunga tetap,
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sukuk memberikan imbal hasil dari hasil usaha atau sewa aset. Sukuk

terdiri dari berbagai jenis, seperti:

a.  Sukuk Jjarah berdasarkan akad sewa menyewa.

b.  Sukuk Mudharabah berdasarkan akad kerja sama usaha dengan
pembagian laba.

c.  Sukuk Musyarakah berdasarkan akad usaha patungan.

Menurut laporan International Islamic Financial Market (2023),
penerbitan sukuk global mencapai lebih dari USD 700 miliar pada
2023. Di Indonesia, sukuk negara telah digunakan untuk pembiayaan
proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sekolah.

Sukuk telah menjadi tulang punggung instrumen moneter Islam.
Namun, tantangan terbesar adalah kurangnya likuiditas di pasar sekun-
der dan biaya penerbitan yang relatif tinggi. Selain itu, tidak semua
sukuk memiliki struktur yang mencerminkan prinsip partisipasi risiko
yang ideal karena masih banyak yang berbasis ijarah dengan struktur

semi-fiks.

Kontrak Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing/PLS): Mudharabah dan
Musyarakah

PLS merupakan konsep ideal dalam keuangan Islam karena sejalan
dengan prinsip keadilan dan partisipasi risiko. Dalam sistem moneter,
PLS digunakan dalam intermediasi antarbank syariah dan pembiayaan
sektor produktif.

Mudharabah adalah pemodal memberikan dana kepada pengelola
yang menjalankan usaha. Laba dibagi sesuai kesepakatan, kerugian
ditanggung pemilik dana dan Musyarakah adalah dua pihak atau
lebih menyumbangkan modal dan turut serta dalam manajemen,
keuntungan dan kerugian dibagi proporsional.

Meskipun ideal secara teori, kontrak PLS seringkali kurang dimi-
nati oleh lembaga keuangan syariah karena tingginya risiko moral
hazard dan kesulitan dalam monitoring usaha. Di banyak negara,
porsinya hanya sekitar 10-15% dari total pembiayaan syariah (Hassan
& Lewis, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan insentif dan penguatan

sistem pengawasan agar instrumen ini lebih optimal.
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Murabahah Komoditas

Murabahah adalah kontrak jual beli di mana penjual menyebutkan
harga pokok dan margin keuntungan. Dalam sistem moneter, mura-
bahah digunakan oleh bank sentral untuk mengelola likuiditas jangka
pendek, misalnya dengan membeli komoditas dan menjualnya kembali
kepada bank syariah.

Instrumen ini disebut juga “commodity murabahah” atau “tawar-
ruq terstruktur” yang banyak digunakan dalam sistem interbank
market. Instrumen ini banyak digunakan karena kepastian imbal hasil-
nya. Namun, murabahah sering dikritik karena praktik tawarruq yang
menyerupai pinjaman berbunga secara tidak langsung. Oleh sebab itu,
Dewan Syariah harus memastikan bahwa struktur transaksinya tidak

mengandung unsur gharar atau riba terselubung (El-Gamal, 2006).

Qard al-Hasan dan Wadiah

Qard al-Hasan adalah pinjaman kebajikan tanpa bunga yang dapat
digunakan oleh otoritas moneter dalam kondisi krisis sebagai bentuk
dukungan social dan Wadiah adalah akad penitipan dana yang digu-
nakan dalam sistem simpanan, di mana bank tidak berkewajiban
memberikan imbal hasil. Instrumen ini memperkuat inklusi keuangan
dan stabilisasi sosial, khususnya di kalangan masyarakat miskin atau
dalam keadaan darurat likuiditas.

Keterbatasan utama dari instrumen ini adalah skalabilitasnya.
Karena bersifat non-komersial, penerapan gard al-hasan masih terbatas
pada lembaga sosial seperti Baitul Mal atau Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (LKMS), bukan bagian utama dari kebijakan moneter nasional.
Namun, pendekatan ini dapat diperluas melalui dana sosial keagamaan
seperti zakat dan wakaf.

Giro Wajib Minimum dan Rasio Modal

Bank sentral syariah dapat mengatur rasio cadangan wajib (statutory
reserve requirement) dan kecukupan modal lembaga keuangan syariah
untuk mengendalikan ekspansi kredit dan menjaga stabilitas sistem.
Instrumen ini pada prinsipnya netral terhadap syariah karena tidak
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melibatkan unsur riba, dan efektif untuk pengendalian moneter secara
makro.

Penggunaan instrumen ini harus disesuaikan dengan kondisi
likuiditas dan kebutuhan pembiayaan sektor riil. Jika terlalu ketat,
akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika terlalu longgar, dapat

memicu inflasi.

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/OMO) Syariah
Dalam sistem konvensional, OMO dilakukan dengan membeli dan
menjual obligasi berbunga. Dalam sistem syariah, OMO dilakukan
melalui instrumen seperti sukuk Bank Indonesia Syariah (SBIS) atau
surat berharga syariah negara (SBSN). Instrumen ini digunakan untuk
menyerap atau menambah likuiditas di sistem keuangan syariah.
Keberhasilan OMO syariah bergantung pada kedalaman pasar dan
kesiapan infrastruktur sekunder. Saat ini, pasar sekunder untuk SBSN
dan SBIS masih terbatas sehingga efektivitas OMO belum optimal.

Inovasi Digital: Smart Contracts dan Platform Interbank Syariah
Seiring dengan berkembangnya teknologi blockchain dan smart
contracts, muncul peluang untuk merevolusi instrumen moneter Islam
melalui digitalisasi. Smart contracts dapat memungkinkan kontrak
mudharabah dan musyarakah berjalan lebih transparan dan otomatis.
Platform interbank syariah berbasis teknologi dapat meningkatkan
efisiensi dan integrasi pasar uang antar lembaga keuangan syariah
secara global.

Inovasi ini menjanjikan efisiensi tinggi dan kepatuhan syariah
yang lebih baik. Namun, tantangan utamanya adalah kesiapan regulasi,
sertifikasi syariah digital, dan keamanan siber.

Dampak Makro Ekonomi Kebijakan Moneter Islam

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Riil

Salah satu tujuan utama kebijakan moneter dalam ekonomi Islam
adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor
riil. Berbeda dengan sistem konvensional yang memungkinkan
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pertumbuhan ekonomi semu melalui instrumen derivatif dan transaksi
spekulatif, kebijakan Islam mewajibkan adanya hubungan langsung
antara pembiayaan dan aktivitas ekonomi nyata (real economy).

Instrumen-instrumen seperti sukuk dan pembiayaan PLS (mudha-
rabah, musyarakah) mendorong pembiayaan proyek-proyek infrastruk-
tur, usaha mikro, dan sektor produktif. Dalam konteks ini, kebijakan
moneter Islam mampu menciptakan multiplier effect yang nyata terha-
dap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sukuk negara Indonesia
tahun 2022 telah digunakan untuk membiayai pembangunan lebih dari
3.000 proyek fisik seperti sekolah, jalan tol, dan irigasi (Kementerian
Keuangan RI, 2023).

Penciptaan Lapangan Kerja dan Inklusi Keuangan

Dengan menyalurkan likuiditas ke sektor UMKM melalui skema bagi
hasil dan pembiayaan mikro, kebijakan moneter Islam juga berdampak
langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Data dari Kementerian
Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa UMKM menyerap
lebih dari 97% tenaga kerja nasional di Indonesia. Ketika kebijakan
moneter diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor ini, maka
implikasi sosialnya jauh lebih luas daripada sekadar pengendalian
inflasi.

Selain itu, prinsip qard al-hasan dan program inklusi keuangan
Islam mendorong partisipasi kelompok masyarakat yang sebelumnya
terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Lembaga keuangan mikro
syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan fintech syariah membuka
akses ke pembiayaan bagi perempuan, petani, dan pelaku usaha kecil
di daerah terpencil.

Meskipun dampak terhadap penciptaan lapangan kerja signifikan,
keterbatasan modal dan kurangnya integrasi antara kebijakan moneter
dan fiskal seringkali menghambat perluasan jangkauan. Diperlukan
sinergi antara otoritas moneter, kementerian keuangan, dan lembaga

sosial Islam agar program ini berdampak sistemik.
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Meningkatkan Stabilitas Makroekonomi

Kebijakan moneter Islam cenderung lebih stabil karena tidak bergan-
tung pada suku bunga yang fluktuatif. Dalam sistem konvensional,
perubahan suku bunga acuan oleh The Fed atau ECB seringkali
menciptakan guncangan pada arus modal dan nilai tukar di negara
berkembang. Sebaliknya, sistem Islam yang menggunakan instrumen
berbasis aset seperti sukuk dan kontrak PLS tidak mengalami volati-
litas serupa.

Menurut studi Ahmed (2022), sistem moneter Islam menunjukkan
ketahanan yang lebih tinggi selama krisis keuangan global 2008 karena
tidak terpapar langsung pada instrumen derivatif berisiko tinggi. Selain
itu, sistem bagi hasil menurunkan kemungkinan gagal bayar masif
karena risiko dibagi antara pemilik modal dan pengelola.

Seperti contoh selama pandemi COVID-19, sistem keuangan
syariah di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menunjukkan
performa yang relatif stabil dibandingkan perbankan konvensional.
Hal ini dikaitkan dengan karakteristik instrumen syariah yang lebih
berorientasi jangka panjang dan berbasis pada kegiatan ekonomi nyata
(IFSB, 2023).

Pemerataan Distribusi Pendapatan

Salah satu kekuatan utama kebijakan moneter Islam adalah kontribu-

sinya terhadap pemerataan kekayaan. Berbeda dengan sistem konven-

sional yang cenderung menciptakan ketimpangan (karena bunga

dinikmati oleh pemilik modal), sistem Islam menekankan keadilan

distributif melalui mekanisme seperti:

a. Pembiayaan bagi hasil yang adil.

b. Pelarangan akumulasi kekayaan secara pasif.

c. Aktivasi dana sosial Islam (zakat, wakaf) untuk intervensi ekonomi.
Dengan mendorong pembiayaan ke sektor marjinal dan meng-

hindari konsentrasi likuiditas di sektor spekulatif, kebijakan moneter

Islam berperan sebagai alat koreksi social, namun efektivitas pemera-

taan masih terkendala oleh struktur perbankan syariah yang belum

sepenuhnya bebas dari model kredit konsumtif (murabahah). Banyak
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bank syariah lebih fokus pada pembiayaan rumah atau kendaraan, alih-
alih pembiayaan produktif berbasis kemitraan. Untuk itu, transformasi
model bisnis perbankan syariah menjadi lebih inklusif sangat penting.

Ketahanan terhadap Krisis Keuangan
Kebijakan moneter Islam, melalui sistem berbasis aset dan bagi hasil,
memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis dibanding-
kan sistem berbasis utang. Dalam model Islam, tidak ada instrumen
berbasis bunga tetap yang bisa menyebabkan bubble ekonomi, karena
setiap pembiayaan harus disertai dengan underlying asset. Model ini
juga memperkuat disiplin fiskal karena pemerintah tidak bisa terus
menerbitkan sukuk tanpa basis aset nyata, berbeda dengan obligasi
konvensional yang bisa diterbitkan tanpa batas berbasis utang.
Al-Suwailem (2021) menjelaskan bahwa sistem moneter Islam
menghindari kompleksitas berlebihan (excessive financial complexity)
yang menjadi penyebab utama instabilitas sistemik di pasar konvensi-
onal. Dalam simulasi krisis, sistem berbasis mudharabah-musyarakah
menghasilkan tingkat gagal bayar yanglebih rendah karena ada keter-
libatan langsung dalam pengelolaan proyek.

Efek Terhadap Inflasi dan Nilai Tukar

Kebijakan moneter Islam tidak memiliki alat seperti suku bunga untuk

menekan inflasi. Sebagai gantinya, pendekatan struktural digunakan,

seperti:

a. Meningkatkan pasokan barang melalui insentif sektor riil.

b. Mengendalikan distribusi melalui sistem logistik Islami.

c.  Menggunakan zakat atau subsidi bersyarat untuk mengendalikan
permintaan agregat.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sistem Islam mendorong
perdagangan berbasis mata uang riil dan sistem barter bilateral berba-
sis aset. Ketiadaan alat moneter konvensional seperti suku bunga
memang menantang, tetapi sekaligus membuka peluang untuk inovasi
kebijakan struktural yang lebih berkelanjutan. Namun, dibutuhkan
kerangka kerja koordinatif antara bank sentral syariah dan kementerian
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perdagangan/agrobisnis untuk menjaga suplai dan kestabilan harga
pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi.

Tantangan dan Kesenjangan Implementasi

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan moneter Islam
adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan
instrumen keuangan syariah. Banyak masyarakat masih menyamakan
bank syariah dengan bank konvensional, terutama ketika produk-pro-
duknya tampak serupa seperti dalam akad murabahah (pembiayaan
jual beli) yang sering disalahartikan sebagai kredit berbunga dalam
bentuk lain (Dusuki & Abdullah, 2007).

Rendahnya literasi ini menghambat efektifitas kebijakan moneter
Islam, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam instrumen
seperti sukuk ritel atau pembiayaan bagi hasil. Padahal, partisipasi
publik sangat penting untuk memperluas basis monetisasi sektor riil
dan mendukung intermediasi yang berkeadilan. Diperlukan strategi
edukasi nasional dan kampanye literasi keuangan syariah berbasis
kurikulum formal dan digital agar pemahaman masyarakat meningkat
secara sistemik.

Ketergantungan pada Instrumen Non-PLS

Meskipun profit-loss sharing (PLS) seperti mudharabah dan musyara-
kah dianggap ideal dalam teori ekonomi Islam, kenyataannya mayo-
ritas lembaga keuangan syariah lebih memilih instrumen non-PLS
seperti murabahah atau ijarah. Hal ini disebabkan oleh faktor risiko
yang tinggi, kurangnya data keuangan nasababh, serta kesulitan dalam
pengawasan usaha yang dibiayai.

Studi oleh Khan dan Bhatti (2008) menunjukkan bahwa lebih dari
70% portofolio pembiayaan bank syariah di Timur Tengah dan Asia
Tenggara didominasi oleh instrumen jual beli, bukan PLS. Kondisi ini
menyebabkan sistem keuangan syariah menjadi kurang inklusif dan
tidak optimal dalam menciptakan keadilan distribusi kekayaan.Ini
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merupakan ironi dalam perkembangan ekonomi Islam modern. Untuk
mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan mekanisme mitigasi risiko
dan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan smart

contract dan blockchain.

Kelemahan Infrastruktur dan Pasar Uang Antarbank Syariah
Implementasi kebijakan moneter yang efektif memerlukan pasar uang
yang likuid dan terintegrasi. Sayangnya, banyak negara dengan sistem
keuangan syariah belum memiliki infrastruktur pasar uang antarbank
syariah yang kuat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyaluran
instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka atau intervensi liku-
iditas jangka pendek.

Di Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan beberapa
instrumen pasar uang syariah seperti SBIS (Sertifikat Bank Indonesia
Syariah), namun partisipasi lembaga keuangan syariah masih terbatas.
Kurangnya volume dan kedalaman pasar membuat transmisi kebijakan
moneter menjadi tidak efektif (BI, 2023). Pemerintah dan bank sentral
perlu membangun infrastruktur pasar uang syariah secara lebih agresif,
termasuk menyediakan insentif bagi partisipasi sektor swasta.

Inkonsistensi Regulasi dan Standar Syariah
Regulasi dan standar kepatuhan syariah belum sepenuhnya harmonis
di tingkat global. Berbagai negara memiliki interpretasi dan stan-
dar kepatuhan yang berbeda terkait produk-produk moneter dan
keuangan. Ini menciptakan hambatan dalam pengembangan instru-
men yang dapat diterima secara internasional. Misalnya, perbedaan
pendapat antara DSN MUI (Indonesia) dan AAOIFI (Bahrain) dalam
struktur sukuk tertentu menyebabkan investor internasional menjadi
ragu untuk berpartisipasi dalam instrumen tersebut. Inkonsistensi ini
juga memperlambat inovasi instrumen digital syariah, seperti smart
sukuk atau kontrak berbasis token digital.

Harmonisasi regulasi syariah sangat penting untuk membangun
sistem moneter Islam yang terintegrasi secara global. Diperlukan forum
multilateral seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) untuk

menyatukan standar dan kerangka kerja lintas negara.
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Keterbatasan Kapasitas SDM dan Teknologi
Pengembangan kebijakan moneter Islam membutuhkan sumber daya
manusia yang memahami baik ilmu ekonomi makro maupun figh
muamalah secara mendalam. Sayangnya, tenaga profesional dengan
kompetensi ganda ini masih sangat terbatas. Selain itu, penggunaan
teknologi dalam sistem moneter Islam masih belum maksimal. Padahal,
pemanfaatan big data, AI, dan blockchain dapat membantu penga-
wasan, transparansi, serta efisiensi instrumen-instrumen syariah.
Investasi dalam pendidikan, pelatihan teknis, dan pengembangan
teknologi keuangan syariah harus menjadi prioritas jangka panjang.
Lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional perlu menjem-
batani gap antara teori dan praktik.

Isu-Isu Kebijakan Moneter Terknini dan Respons
Islam

Inflasi Global dan Pengetatan Moneter

Selama tahun 2022-2023, inflasi global meningkat tajam akibat disrupsi
rantai pasokan, konflik geopolitik (seperti perang Rusia-Ukraina), serta
lonjakan harga energi. Bank sentral utama dunia seperti The Federal
Reserve dan Bank Sentral Eropa merespons dengan menaikkan suku
bunga acuan secara agresif. Kebijakan ini memicu arus balik modal
(capital outflow) dari negara-negara berkembang dan menyebabkan
tekanan pada nilai tukar serta biaya utang luar negeri.

Dalam sistem ekonomi Islam, karena suku bunga tidak digunakan,
penyesuaian terhadap inflasi dilakukan melalui pendekatan struktural
dan real-sector oriented. Instrumen yang dapat digunakan meliputi:
a. Peningkatan pasokan barang melalui investasi pada sektor perta-

nian dan logistik (didanai dengan sukuk produktif).

b. Penyaluran bantuan bersyarat kepada kelompok miskin menggu-
nakan dana zakat atau subsidi berbasis wakaf produktif.

c. Penyesuaian harga pasar melalui intervensi lembaga baitul mal
atau pemerintah syariah secara selektif.
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Ketiadaan suku bunga sebagai alat kebijakan mengharuskan
respons yang lebih terkoordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal.
Ini menuntut efisiensi lebih tinggi dalam pengelolaan sektor produksi
dan distribusi untuk menekan inflasi tanpa mengorbankan daya beli
masyarakat (Chapra, 2008).

Central Bank Digital Currency (CBDC)

Banyak bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, tengah
mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai
respon terhadap meningkatnya penggunaan uang digital dan perkem-
bangan teknologi blockchain. CBDC dipandang sebagai instrumen
baru yang dapat meningkatkan efisiensi pembayaran, mengurangi biaya
pencetakan uang, dan mempercepat inklusi keuangan.

Namun, dalam ekonomi Islam, penerapan CBDC harus diperha-
tikan dari sisi kepatuhan syariah. Beberapa isu penting yang muncul:
a. Transparansi dan kejelasan aset dasar: apakah mata uang digital ini

didukung oleh aset riil atau berbasis kepercayaan negara semata?
b. Risiko gharar: ketidakjelasan kontrak, fluktuasi nilai, dan sistem

penjaminan perlu diperjelas secara syariah.
c.  Kepemilikan dan privasi: mekanisme distribusi dan pemrosesan
data harus adil dan tidak merugikan pengguna.

Bank Indonesia telah merancang Digital Rupiah sebagai alat
pembayaran legal, dan dalam blueprint-nya turut mempertimbang-
kan opsi untuk penggunaan CBDC dalam ekosistem syariah. CBDC
dapat menjadi alat kebijakan moneter yang sangat efektif jika dirancang
sesuai prinsip maqashid al-shariah. Namun, masih dibutuhkan regulasi
syariah yang jelas dan teknologi yang mampu menjaga transparansi,
keamanan, dan keadilan digital.

Ekonomi Hijau dan Sukuk Hijau (Green Sukuk)

Isu perubahan iklim dan keberlanjutan telah mendorong banyak negara
mengembangkan instrumen keuangan hijau, termasuk dalam sistem
Islam. Salah satu bentuk terobosan adalah green sukuk, yaitu sukuk
yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan
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seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi rendah
karbon.

Indonesia menjadi pelopor penerbitan green sukuk global sejak
2018, dan hingga 2023 telah menerbitkan lebih dari USD 5 miliar sukuk
hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (MOF Indonesia,
2023). Ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam sangat kompa-
tibel dengan agenda keberlanjutan (sustainability).

Green sukuk menghadirkan peluang besar untuk menyelaraskan
antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan syariah. Namun, tantangannya
adalah menjaga akuntabilitas proyek, menghindari praktik green-
washing, dan memastikan bahwa proyek yang didanai benar-benar

memberikan manfaat sosial.

Fintech Syariah dan Disrupsi Teknologi

Pertumbuhan pesat sektor financial technology (fintech) telah
membuka peluang besar untuk transformasi sistem keuangan, terma-
suk di sektor syariah. Fintech memungkinkan pembiayaan mikro,
pembayaran digital, crowdfunding, dan peer-to-peer lending dengan
biaya rendah dan jangkauan luas.

Di Indonesia, muncul berbagai platform fintech syariah seperti
Ammana, Investree Syariah, dan Ethis. Platform ini menggunakan akad
syariah seperti murabahah, musyarakah, dan wakalah dalam struktur
bisnisnya. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan
baru bagi kebijakan moneter syariah, seperti:

a. Pengawasan kepatuhan syariah secara digital.

b. Perlindungan konsumen dalam ekosistem digital yang terdesen-
tralisasi.

c.  Validitas kontrak yang dilakukan secara daring atau melalui smart
contract.

Fintech syariah dapat mempercepat inklusi keuangan dan efisiensi
kebijakan moneter. Namun, diperlukan penguatan otoritas pengawasan
syariah berbasis teknologi, serta penyusunan standar fatwa dan audit
digital yang bisa diakses lintas platform dan yurisdiksi.
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Globalisasi dan Volatilitas Nilai Tukar
Sistem ekonomi global yang terintegrasi menyebabkan negara-negara
Muslim tidak bisa sepenuhnya mengisolasi diri dari volatilitas nilai
tukar dan arus modal spekulatif. Dalam konteks ini, kebijakan mone-
ter Islam dituntut untuk memiliki respons yang fleksibel namun tetap
sesuai syariah. Respons yang dapat dikembangkan antara lain:
a. Mengembangkan sistem perdagangan bilateral syariah berbasis
tukar barang atau komoditas riil.
b. Memperkuat cadangan devisa syariah dalam bentuk emas, sukuk
internasional, dan investasi luar negeri yang sesuai syariah.
¢.  Mendorong kerja sama moneter antar negara OIC untuk mencip-
takan mata uang digital bersama berbasis syariah (misalnya: Dinar
Emas Digital).
Dalam menghadapi globalisasi, sistem moneter Islam harus
meningkatkan koordinasi antar negara Muslim dan menciptakan
infrastruktur keuangan lintas batas yang mampu bersaing dengan

sistem konvensional.

Analisi Kritis dan Perbandibngan Internasional

Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Salah satu kritik utama terhadap sistem kebijakan moneter Islam
adalah adanya jarak antara prinsip-prinsip ideal yang digariskan dalam
literatur akademik dengan praktik lapangan yang diterapkan oleh
otoritas moneter dan lembaga keuangan syariah. Meskipun ekonomi
Islam menekankan keadilan, bagi hasil, dan transaksi berbasis aset
riil, kenyataan menunjukkan dominasi instrumen non-PLS seperti
murabahah dan jjarah.

El-Gamal (2006) menyebut fenomena ini sebagai “shariah-com-
pliant mimicry”, yaitu upaya menyesuaikan sistem konvensional agar
tampak sesuai syariah secara bentuk, namun masih mengadopsi logika
bunga secara implisit. Hal ini berdampak pada hilangnya diferen-

siasi substansial antara sistem Islam dan sistem konvensional, serta
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membatasi efektivitas kebijakan moneter Islam dalam menciptakan
stabilitas dan keadilan yang berkelanjutan.

Perbandingan Antar Negara

Berbagai negara menerapkan pendekatan yang berbeda dalam kebi-

jakan moneter Islam. Beberapa di antaranya telah menunjukkan praktik

yang lebih progresif:

a. Malaysia: Menerapkan kebijakan dual banking system yang
matang, dengan dukungan infrastruktur pasar uang syariah dan
sukuk negara. Bank Negara Malaysia juga aktif mengembangkan
IILM (International Islamic Liquidity Management Corporation)
untuk menyediakan instrumen likuiditas global berbasis syariah.

b. Indonesia: Meski masih berada dalam proses transformasi, Bank
Indonesia telah meluncurkan berbagai instrumen seperti SBSN,
SBIS, dan pengembangan Digital Rupiah Syariah. Namun, keter-
libatan sektor swasta dan literasi masyarakat masih perlu diting-
katkan.

c. Iran: Menerapkan sistem moneter Islam secara menyeluruh,
namun terkendala oleh isolasi ekonomi dan dominasi negara
atas sektor keuangan. Sistem Iran lebih berbasis murabahah dan
pembiayaan konsumsi.

d.  Arab Saudi: Meski merupakan pusat keuangan Islam global, sistem
moneter di Saudi masih menggunakan instrumen konvensional
secara luas. Namun, reformasi Visi 2030 mulai mendorong diver-
sifikasi dan penguatan sukuk hijau serta integrasi keuangan Islam
dengan pembangunan berkelanjutan.

Tidak ada satu pun negara yang sepenuhnya menerapkan sistem
moneter Islam secara menyeluruh dan murni. Setiap negara berada
dalam spektrum implementasi yang dipengaruhi oleh faktor politik,
infrastruktur, dan kesiapan lembaga. Oleh karena itu, keberhasilan
sistem kebijakan moneter Islam tidak bisa hanya dinilai dari kesesuaian
bentuk, tetapi juga efektivitas fungsional dalam mencapai maqashid
al-shariah.
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H Kesimpulan

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan alter-
natif yang lebih etis, stabil, dan inklusif dibandingkan sistem konven-
sional. Berlandaskan prinsip maqashid al-shariah, sistem ini menolak
riba dan mendorong transaksi berbasis aset riil, partisipasi risiko, serta
keadilan sosial. Instrumen-instrumen seperti sukuk, pembiayaan bagi hasil
(mudharabah, musyarakah), dan qard al-hasan menunjukkan potensi dalam
mengelola likuiditas, mendukung sektor riil, dan mendorong pemerataan
ekonomi.

Dalam praktiknya, kebijakan moneter Islam telah memberikan kontri-
busi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,
dan ketahanan terhadap krisis. Namun, masih terdapat berbagai tantangan
seperti rendahnya literasi keuangan syariah, ketergantungan pada instru-
men non-PLS, keterbatasan pasar uang syariah, serta inkonsistensi regulasi
antarnegara. Perkembangan isu-isu global seperti inflasi, digitalisasi mata
uang, ekonomi hijau, dan fintech syariah juga menuntut adaptasi kebijakan
yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan moneter Islam
ke depan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

1. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan formal
dan media digital.

2. Mendorong inovasi instrumen moneter berbasis teknologi, seperti
smart sukuk dan digital wakaf.

3.  Mengembangkan infrastruktur pasar uang syariah yang likuid dan

terintegrasi.

4. Mereformasi kerangka regulasi agar harmonis, adaptif terhadap digi-
talisasi, dan sesuai maqashid.

5.  Memperkuat kolaborasi global antarnegara Muslim dalam pengem-
bangan kebijakan moneter Islam berbasis nilai dan teknologi.
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PEMBANGUNAN EKONOMI
BERKELANJUTAN MELALUI
PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM

Indra dan Malahayatie

Abstrak : Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua
konsep yang saling berkaitan dan menjadi indikator utama dalam meng-
ukur keberhasilan suatu negara, termasuk Indonesia. Pada abad ke-21
telah muncul konsep Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan
berkelanjutan ini didefenisikan oleh Komisi Dunia terhadap Lingkungan
dan Pembangunan sebagai : Pembangunan ekonomi dan sosial untuk
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merusak kemampuan
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan
pembangunan ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang saling berkaitan
dengan keberlanjutan itu sendiri, antara lain : manusia, sosial, lingkungan,
dan ekonomi. Konsep inipun mengalami problema. Beberapa pakar berar-
gumen bahwa konsep ini tidak jelas, karena sulitnya mengatasi paradigma
yang sulit disatukan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena
itu diperlukan sebuah perubahan paradigma yang bisa mengatasi ini.
Paradigma yang komprehensif yang kesemuanya itu menjadi satu kesatuan
yang utuh dapat kita temukan dalam konsep pembangunan ekonomi Islam.
Konsep pembangunan ekonomi Islam mengarahkan manusia untuk meng-

gunakan sebaik mungkin seluruh sumber daya ekonomi yangdisediakan
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Allah, untuk diproduksi secara maksimum menjadi barang dan jasa yang
halal yang diperlukan untuk masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi
Islam

A Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus
terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan
negara dalam menjalankan roda pembangunan, yang pada akhirnya dapat
dipergunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan
salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman
modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal
(capital stock). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan
produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan
tenaga kerja.

Ekonomi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehi-
dupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manu-
sia terus bertambah, sehingga mendorong pertumbuhan dan perubahan
ekonomi secara berkelanjutan. Perubahan-perubahan tersebut tercermin
dalam berbagai indikator perekonomian, seperti inflasi, tingkat pengang-
guran, kesempatan kerja, dan volume produksi. Jika dikelola dengan baik,
kondisi ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang berdampak positif
terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih
dari enam dekade, tantangan ekonomi masih menjadi persoalan serius.
Ketimpangan ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,
serta rendahnya pendapatan per kapita menjadi gambaran nyata bahwa
pembangunan ekonomi belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, untuk memperbaiki sistem perekonomian nasional, penting bagi
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kita untuk mempelajari sejarah perekonomian Indonesia, mulai dari masa
penjajahan, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Dengan memahami
kebijakan-kebijakan ekonomi yang pernah diterapkan serta dampaknya
terhadap kondisi ekonomi, diharapkan kita mampu memberikan kontribusi
dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari dilaksana-
kannya kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara tersebut.

Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu
indikasi adanya peningkatan pendapatan yang investasi asing gilirannya
mencerminkan tingkat kesejahteraan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi
mendorong pemerintah setiap negara berusaha meningkatkan pertum-
buhan ekonominya. Kinerja perekonomian suatu negara bisa dilihat
dari indikator-indikator ekonomi makro salah satunya adalah tingkat
pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mengukur prestasi dari
perkembangan perekonomian dari suatu periode ke periode selanjutnya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa
besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar
penentu kebijakan pembangunan ekonomi selanjutnya (Mankiw 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan
kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indika-
tor untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Suatu
negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi
kenaikan pendapatan nasional (peningkatan output). Kenaikan pendapatan
nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah produk domestik regional
bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun.

B Konsep Mengenai Pembangunan dan
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam jumlah barang
dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama suatu periode
waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur dengan
membandingkan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) suatu negara
pada periode tertentu dengan nilai pada periode sebelumnya. Pertumbuhan
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ekonomi biasanya dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan ekonomi
mencerminkan kemampuan suatu perekonomian untuk meningkatkan
produksi dan pendapatan secara berkelanjutan. Pertumbuhan yang berke-
lanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan
per kapita, dan memberikan kontribusi pada peningkatan taraf hidup
masyarakat

Menurut pendapat (Rahajo 2019), pengertian pertumbuhan ekonomi
adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk
menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya.
Kemampuan tersebut tumbuh seturut dengan perkembangan teknologi,
ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya
pendapatan tanpa megaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah
tingkat pertumbuhan produk dosmetik regional bruto (PDRB). PDRB
adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu negara tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasil-
kan oleh seluruh unit ekonomi (Andre Wibowo 2023).

C Perbandingan Kemakmuran Berbagai Negara

Negara-negara dengan pendapatan rendah, seperti yang disebutkan, memi-
liki pendapatan rata-rata hanya US$ 430 per tahun, dan mereka mencakup
sekitar 40,9%) dari penduduk dunia. Banyak dari negara-negara ini yang
warganya belum mendapatkan akses memadai terhadap tiga kebutuhan
dasar utama, yakni makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. Kondisi
ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mening-
katkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut. Sebagian besar
negara-negara miskin berada di wilayah Afrika dan Asia, dan umumnya
baru memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II. Meskipun telah
melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
mereka masih menghadapi hambatan besar, seperti:

1. Kekurangan modal,
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2. Rendahnya tingkat pendidikan,
3. Dominasi sektor ekonomi tradisional yang kurang produktif,

4. Pertumbuhan penduduk yang pesat.

Berbagai kendala ini menghambat proses pembangunan dan memper-
panjang kondisi kemiskinan struktural yang sulit diatasi dalam waktu
singkat.

D Faktor-faktor yang Menentukan Pertumbuhan
Ekonomi

1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan
iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat
diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat.
Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembang-
kan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan
dari proses pertumbuhan ekonomi. Walaupun uraian diatas menekankan
tentang pentingnya peranan kekayaan alam dalam perkembangan ekonomi
suatu negara, terutama dalam masa permulaaan proses tersebut, hal itu
tidaklah berarti bahwa perkembangan ekonomi sangat tergantung kepada
banyaknya kekayaan alam suatu negara. Perkembangan ekonomi di Negeri
Belanda, Jepang dan Korea Selatan membuktikan bahwa walaupun tidak
mempunyai kekayaan alam yang berarti, perkembangan ekonomi yang
pesat dapat juga berlaku. Perkembangan ekonomi di Negri Belanda bermula
dari perkembangan disektor perdagangannya. Perkembangan yang pesat
di Jepang dan Korea Selatan pada masa sesudah Perang Dunia Kedua yang
lalu adalah efek dari kesuksesan di datam mengembangkan sektor industri

yang efisien, yang sanggup bersaing di pasaran internasional.

2. Jumlah dan Mulu Dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong
maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang

bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan
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tersebut memungkinkan negara ilu menambah produksi. Disamping itu
sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan
penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini menyebabkan produkti-
vitas bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi
yang lebih cepat dari pada pertambahan tenaga kerja. Doroan lain yang
timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi
bersumber dari akibat pertambahan ilu kepada luas pasar. Perkembangan
penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang
dihasilkan sektor perusahaan akan bertambah pula. Karena perannya ini
maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada
pertambahan datam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi.

3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang-barang penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertum-
buhan ekonomi. Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun
barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi.
Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk
bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang
maju akan menghadapi kesusahan yang lebih banyak lagi dalam mencari
makanannya sehari-hari. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah
mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern dari pada kemajuan
yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-
barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah
menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam
mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan
pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat
masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan
produktifitas yang tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak
dapat dipercepat.
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Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertum-
buhan ekonomi dapat dicapai. Disebagian masyarakat terdapat sikap masya-
rakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan
ekonomi. Sikap yang sedemikian itu antara lain adalah sikap berhemat
yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi,
sikap yang sangat menghargai kerja keras dan kegiatankegiatan untuk
mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menam-
bah keuntungan dan pendapatan. Apabila didalam masyarakat terdapat
beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat
menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk

menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.

5. Masalah Pembangunan Di Negara Berkembang.

Ali-ahli ekonomi telah banyak membuat analisis untuk mengetahui
faktor-faktor yang menjadi penghambat penting kepada usaha memper-
cepat pembangunan dinegara-negara tersebut. Kegiatan pertanian yang
tradisional, kekurangan modal dan tenaga ahli, perkembangan penduduk
yang pesat merupakan beberapa faktor yang penting yang menghalangi
berbagai negara untuk berkembang lebih cepat. Bentuk maslahmasalah
tersebut diterangkan dalam uraian dibawah ini:

1. Pertanian tradisional
Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian dan aplikasi
teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sektor
ini produktivitasnya sangat rendah dan seterusnya mengakibatkan
pendapatan petani yang tidak banyak bedanya dengan pendapatan
pada tingkat subsisten.

2. Kekurangan dana modal dan modal fisikal
Kekurangan modal adalah satu ciri penting dari setiap negara yang
memulai pembangunannya dan kekurangan ini bukan saja mengurangi
kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan,
tetapi juga menyebakan kesukaran kepada negara tersebut untuk
keluar dari keadaan kemiskinan. Perkembangan dan midernisasi suatu
perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur
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harus dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan
pemerintah harus diperluas. Dan yang lebih penting lagi berbagai jenis
kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan. Ini
berarti pihak pemerintah dan swasta memerlukan modal yang banyak

untuk mewujudkan modernisasi di berbagai kegiatan ekonomi.

3. Peranan tenaga terampil dan berpendidikan
Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memodernkan suatu pere-
konomian. Pelaksanaan pemodernan harus ada dengan kata lain, diper-
lukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdidik seperti ahli-ahli
teknik diberbagai bidang, akuntan dan manajer untuk melaksanakan
proyek-proyek pembangunan.

6. Kebijakan Mempercepat Pembangunan

Semenjak akhir perang dunia kedua, seperti sudah dinyatakan, berbagai
Negara membangun telah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi agar taraf kemakmuran masyarakatnya dapat
ditingkatkan. Beberapa Negara telah mencapai pembangunan dan perkem-
bangan kemakmuran yang cukup besar. Walau bagaimanapun terdapat
juga Negara-negara yang belum mampu memperkembangkan ekono-
minya. Kestabilan politik dan ekonomi merupakan syarat paling penting
yang perlu dipenuhi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
pesat. Disamping itu, kebijakan pembangunan pemerintah dan pende-
katan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan sumber-sumber yang
tersedia, sangat penting peranannya di dalam usaha untuk mempercepat
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kepada penga-
laman pembangunan di berbagai Negara, analisis berikut menguraikan
kebijakan-kebijakan yang selalu dijalankan untuk mempercepat pertum-
buhan dan pemangunan ekonomi.

1.  Kebijakan Diversifasi kegiatan ekonomi
Kebijakan Diversifikasi adalah kebijakan pemerintah untuk memba-
ngun perekonomian dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi
di sektor yang baru dan lebih modern seperti sektor pertambangan
dan industri pengolahan, dan mengembangkan penanaman komoditi

ANALISIS ISU-ISU KONTEMPORER MIKRO DAN MAKRO EKONOMI




ekspor seperti kelapa sawit dan karet. Negara berkembang yang miskin
dan rendah pendapatan per kapitanya biasanya merupakan Negara
pertanian tradisional yang sangat rendah tersebut. Dengan demikian,
untuk memajukan ekonominya, Negara berkembang perlu melakukan

pembaruan dalam corak kegiatan ekonomi masyarakat.

Mengembangkan Infrastruktur

Moderenisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula.
Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkem-
bang. Jalan dan jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan
perindustrian, irigasi, dan penyediaan air, dan jaringan telepon perlu
dikembangkan. Berbagai jenis infrastruktur ini sangat diperlukan
perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasinya.
Akan tetapi, disebabkan sifat dari jasa-jasa yang disediakan, pihak
swasta tidak akan melakukan perkembangannya. Kebanyakan jasa-
jasa tersebut merupakan “barang publik” (public good) dan sukar
untuk mengembangkan infrastruktur tersebut sangat besar dan tidak
ekonomis apabila dikembangkan oleh pihak swasta. Dengan demikian
pengembangan infrastruktur untuk menggalakkan pembangunan
ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah.

Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pemba-
ngunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur
yang diperlukan masih terbatas. Pada tingkat ini penumpuan perkem-
bangan adalah untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, listrik dan
infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana. Semakin maju suatu
perekonomian, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan. Dengan
mengembangkan infrastruktur harus secara terus menerus dilakukan
dan harus diselaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai
dan yang ingin diwujudkan pada masa depan.

Meningkatkan tabungan dan investasi

Pendapat masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat
rendah. Sedangkan pembangunan tabungan yang besar untuk membi-
ayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan
sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan
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ekonomi. Oleh sebab itu, satu syarat penting yang perlu dilakukan
untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah
meningkat kan tabungan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini
sistem bank perlu dikembangkan. Sistem bank dan institusi keuangan
lain dan pasaran keuangan seperti pasaran saham dan pasaran bond,
dapat memberikan sumbangan penting kepada usaha meningkatkan

tabungan.

7. Konsep Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi
Berkelanjutan dalam Islam

Pembangunan ekonomi dalam Islam dapat didefinisikan sebagai perkem-
bangan manusia baik materil dan non materiil yang mencakup berbagai
proses dimensi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui kema-
juan, reorganisasi, reorientasi dari seluruh sistem ekonomi dan sosial
sesuai dengan nilai-nilai agama Islam (1987). Pembangunan ekonomi
dalam kerangka nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Dua sumber inilah yang menjadi acuan dasar dalam membuat formulasi
kebijakan pembangunan.

Dr.Muhammad Qal’ah Jey dalam buku Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy
mengatakan bahwa salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan
pertumbuhan ekonomi (Jey, 1993). Pada sisi lain, Islam tetap meman-
dang pentingnya pertumbuhan disertai pemerataan, karena pertumbuhan
ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih
apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok
kecil masyarakat. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, “kekayaan hendak-
nya tidak terus — menerus beredar di kalangan orang - orang kaya saja”.
QS.59:7).

Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam
pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus
meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregatif yang lebih
menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya
indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan
perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya
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perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan
menggurita dan kesenjangan tetap menganga.

Dalam Islam, jantung dari proses pembangunan adalah manusia. Setiap
proses pembangunan harus dimulai dari spiritual, moral, etik (bersifat
kualitatif), fisik dan lingkungan (bersifat kuantitatif). Manusia sebagai agen
perubahan, bertanggungjawab untuk membuat kehidupan dunia akhirat-
nya, sukses atau gagal. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya dipahami
dalam kaitannya dengan produksi barang dan jasa, distribusi, institusi,
transformasi struktural, atau keseimbangan ekologi. Semua faktor-faktor
pembangunan tersebut bermuara pada satu tujuan, untuk kelangsungan
harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan dalam
konsep pembangunan ekonomi Islam, dengan alasan :

1. Islam memiliki berbagai sudut pandang yang saling menghubungkan
berbagai macam segi kehidupan untuk disatukan seperti ekonomi,
politik, sosial dan agama.

2. Melakukan pendekatan normatif yang lebih dominan.
3. Islam menekankan pentingnya sifat kepedulian sosial.

4. Pendekatan ekonomi yang menghubungkan antara sektor keuangan
dan sektor riil.

5. Konsep bahwa tidak ada kepemilikikan yang absolut, juga tidak ada
kelangkaan yang absolut.

6. Islam sangat melarang sifat mubazir dan sia-sia (Astrom, 2011)

E Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi disetiap negara berbeda-beda tergantung dengan
pendapatan perkapita itu sendiri dan tergantung dengan pendapatan
penduduknya. Semakin tinggi pendapatan penduduknya maka sema-
kin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dan sebaliknya
dengan rendahnya pendapatan penduduk itu sendiri maka akan berdam-
pak pada rendahnya pendapatan nasional negara itu sendiri. Terdapat
banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
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Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia harus
membuat kebijakan yang menguntungkan negaranya dan penduduk juga
ikut terlibat dalam meningkatkan pendapatan perkapita negaranya. Untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pembangunan ekonomi
berkelanjutan perlu dilakukan. Pembangunan berkelanjutan akan lebih
mudah diwujudkan dalam konsep pembangunan ekonomi Islam
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KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS
PROVINSI ACEH

Abdullah dan Malahayatie

Abstrak: Penerapan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi
Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan, menjadi pendekatan stra-
tegis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Studi
ini membahas penerapan prinsip ekonomi syariah dari perspektif makro
dan mikro dalam konteks keadilan distribusi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Melalui kajian literatur dan studi kasus di Aceh, ditemukan
bahwa sinergi antara lembaga keuangan syariah, kebijakan fiskal syariah,
serta penguatan UMKM berbasis syariah memainkan peran penting dalam
memperkuat perekonomian yang adil dan inklusif.

Kata kunci: Keadilan, Kesejahteraan, Aceh, Makro Ekonomi Syariah

A Pendahuluan

Keadilan dan kesejahteraan merupakan dua konsep fundamental dalam
pembangunan ekonomi Islam. Indonesia, dengan mayoritas penduduk
Muslim, memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan ekonomi
syariah secara lebih luas. Provinsi Aceh, sebagai satu-satunya wilayah
dengan penerapan syariat Islam secara formal yang didukung dengan pera-
turan yang tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)
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(Ali, 2019), dapat memberikan ruang untuk melihat dampak ekonomi
syariah baik secara makro (kebijakan fiskal, moneter, distribusi kekayaan)
maupun mikro (peran UMKM, rumah tangga, individu) dalam mendo-
rong keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Walaupun pada pelaksanaannya
masih terasa kurang maksimal dalam pemanfaatan hak keistimewaan
tersebut dan tetap masih menjadi isu yang krusial (Danial, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, teori ekonomi makro dan mikro
saling terhubung dalam menciptakan struktur ekonomi yang adil dan
sejahtera. Pendekatan makro menekankan pada stabilitas ekonomi melalui
instrumen syariah seperti zakat, distribusi fiskal yang adil, serta pengelolaan
sumber daya berbasis nilai-nilai Islam, yang tercermin dalam kebijakan
fiskal Aceh dengan dominasi dana otonomi khusus dan distribusi belanja
sosial (Irawan et al., 2025). Sementara pada sisi mikro, partisipasi aktif
UMKM, dominasi sektor pertanian sebagai lapangan kerja utama, serta
rendahnya inklusi sektor industri menunjukkan pentingnya pemberdayaan
ekonomi rakyat berbasis prinsip keadilan dan etika bisnis Islam(Akhmadi &
Anggraini, 2025). Dengan memperkuat konektivitas antara kebijakan makro
yang pro-maslahah dan praktik mikro yang memberdayakan, ekonomi
syariah dapat menjadi pilar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Aceh secara merata dan berkelanjutan.

Dengan persentase kemiskinan tertinggi mencapai 14,23 persen jauh
melampaui rata-rata persentase nasional pada angka 9.03 persen (BPS
Aceh, 2024), menjadikan Aceh harus benar-benar memaksimalkan hak
keistimewaannya guna mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan.

B Al-maslahah al-‘ammah

Prinsip maslahah dalam ekonomi Islam merupakan fondasi utama
yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan umum (al-maslahah
al-ammah) sebagai tujuan dari setiap aktivitas ekonomi. Dalam kerangka
ini, kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk meraih keuntungan
materiil, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, etika,
keseimbangan sosial, dan perlindungan terhadap kemanusiaan dan ling-
kungan. Maslahah berperan dalam merancang regulasi transaksi, distribusi
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sumber daya yang adil, peran sosial lembaga keuangan, dan penguatan
sektor usaha kecil dengan memastikan bahwa seluruh proses ekonomi
memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan
ekonomi berbasis maslahah menjadi jembatan antara tujuan pertumbuhan
ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara berkelanjutan
dan inklusif (Muhibban & Munir, 2023).

C Pendekatan Makro Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Islam, teori ekonomi makro berfokus tidak hanya pada
stabilitas dan pertumbuhan, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial
dan distribusi kekayaan yang merata. Kebijakan fiskal merupakan instru-
men utama yang mengintegrasikan nilai spiritual dan etika, seperti zakat,
infak, pajak berbasis syariah, dan pengeluaran negara yang diarahkan untuk
kesejahteraan publik. Pendapatan negara idealnya bersumber dari sumber
halal dan bebas riba, serta dikelola secara amanah dan transparan demi
kemaslahatan umat. Prinsip utama seperti keadilan (al-‘adl), keseimbangan
(al-mizan), dan kemaslahatan (al-maslahah) menjadi fondasi dalam peru-
musan kebijakan fiskal makro Islam, menjadikannya bukan sekadar alat
teknis, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial (Dinda
etal., 2023).

Untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Aceh secara
makro, penerapan kebijakan fiskal Islam dapat menjadi solusi strategis
yang berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai syariah. Lembaga-lembaga
keuangan yang menjadi turunan pada UUPA termasuk lembaga daerah
non struktural seperti Baitul Mal dapat mengoptimalkan peran zakat,
wakaf, dan infak sebagai instrumen redistribusi kekayaan guna mengurangi
ketimpangan ekonomi (Haikal & Musradinur, 2023). Dana tersebut diarah-
kan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan
kelompok rentan melalui pengeluaran fiskal yang produktif (Murniati &
Ikhsan, 2020). Pemerintah Aceh juga perlu membangun sistem tata kelola
keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat kolaborasi
dengan lembaga zakat dan masyarakat sipil (Farma & Umuri, 2024). Dengan
prinsip keadilan distributif dan maslahat, ekonomi makro Islam mampu
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menciptakan stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan
bagi masyarakat Aceh (Maulana et al., 2024).

D Pendekatan Mikro Ekonomi Syariah

Teori ekonomi mikro dalam perspektif Islam menitikberatkan pada perilaku
unit-unit ekonomi seperti rumah tangga dan produsen dalam mengambil
keputusan yang tidak hanya rasional secara materiil, tetapi juga sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah (Fitriani, 2021). Dalam pendekatan ini,
keputusan konsumsi dan produksi dipandu oleh nilai moral, etika, dan
hukum Islam seperti prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemu-
rahan hati, serta moralitas.

Konsumen dituntut untuk membeli barang yang halal dan baik, semen-
tara produsen diarahkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat
bagi masyarakat dan tidak merusak generasi mendatang. Islam juga meno-
lak praktik monopoli dan penimbunan (ihtikar) yang merugikan pasar,
serta mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.
Dengan demikian, ekonomi mikro syariah mengintegrasikan antara efisi-
ensi ekonomi dan tanggung jawab spiritual dalam rangka mencapai kemas-
lahatan bersama (Nikmatul Husna & Husni Thamrin, 2021).

Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara
mikro dapat diwujudkan melalui optimalisasi pembiayaan mikro syariah
berbasis zakat produktif, seperti yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh
seperti di Kota Lhokseumawe (Mawardi et al., 2021). Program ini menya-
lurkan zakat dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat miskin melalui
skema qard hasan dan mudharabah, dengan dukungan pendampingan
usaha dan pendidikan moral. Skema ini terbukti berhasil mengangkat
pendapatan mustahik, khususnya di sektor perdagangan, pertanian, dan
peternakan (Yusuf, 2010).

Selain mendorong kemandirian ekonomi, pendekatan ini juga selaras
dengan prinsip maslahah dan magqasid syariah, yaitu menjaga keberlan-
jutan hidup dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural
(Madjakusumah et al., 2020). Dengan penguatan program mikro berbasis
nilai etika Islam, masyarakat Aceh dapat bertransformasi dari penerima
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zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki), sehingga memper-
kuat sirkulasi ekonomi umat dari bawah secara berkelanjutan (Akmal et
al., 2022).

E Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan sistem ekonomi syariah di Provinsi Aceh, yang memiliki kekhu-

susan dalam pelaksanaan syariat Islam, merupakan pendekatan strategis

untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berke-

lanjutan (Amsari et al., 2024).

Dari sisi makro, keadilan dapat dicapai melalui pengelolaan kebijakan
fiskal Islam berbasis zakat, infak, dan wakaf yang dikelola secara amanah
dan transparan oleh lembaga seperti Baitul Mal.

Sementara pada level mikro, pemberdayaan UMKM, penguatan sektor
pertanian, dan pembiayaan berbasis syariah berperan penting dalam meng-
angkat kesejahteraan rumah tangga miskin dan memperluas kesempatan
ekonomi secara adil dan etis (Yusuf, 2023). Pendekatan maslahah menjadi
fondasi integratif yang menghubungkan nilai-nilai spiritual, etika bisnis,
dan efisiensi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Guna memaksimalkan peran ekonomi syariah secara mikro dan makro
dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Memaksimalkan Peraturan terkait keistimewaan Aceh: Optimalisasi
keistimewaan Aceh yang selama ini hanya terfokus pada kebijakan
Hukum dan Politik, seharusnya juga harus difokuskan pada kebijakan
ekonomi guna mencapai kesejahteraan yang lebih cepat menyentuh
ke masyarakat.

2. Optimalisasi Peran Baitul Mal: Perlu penguatan kapasitas Baitul Mal
sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan wakaf untuk mendukung
redistribusi kekayaan melalui program zakat produktif, qard hasan,
dan pembiayaan usaha kecil.

3. Reformasi Kebijakan Fiskal Syariah: Pemerintah Aceh perlu merumus-
kan kebijakan fiskal berbasis prinsip keadilan distributif dan maslahat
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yang fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Penguatan UMKM dan Ekonomi Rakyat: Diperlukan dukungan
regulasi dan pendampingan usaha berbasis nilai-nilai syariah untuk
memperkuat sektor informal, khususnya UMKM di bidang pertanian,
perdagangan, dan peternakan.

Edukasi dan Literasi Ekonomi Syariah: Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah melalui pendidikan
formal, pelatihan kewirausahaan, dan kampanye publik agar nilai-
nilai etika dan tanggung jawab sosial terinternalisasi dalam kegiatan

ekonomi.

Integrasi Makro dan Mikro Ekonomi Syariah: Membangun sinergi
antara kebijakan makro yang mendukung keadilan sosial dengan
program-program mikro yang memberdayakan individu, agar tercipta
sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan mandiri di tingkat lokal.
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Lhokseumawe Aceh yang mengangkat beragam dimensi

penting dengan mengkaji isu-isu kontemporer ekonomi, baik pada

level mikro maupun makro melalui perspektif ekonomi Syariah. Dinamika

ekonomi global yang cepat membawa tantangan baru yang perlu direspon dengan

wawasan ilmiah yang tajam serta berlandaskan nilai-nilai ekonomi syariah yang
berkeadilan.

Setiap tulisan dalam buku ini disusun berdasarkan kajian teoretis, analisis kritis,
dan refleksi kontekstual terhadap berbagai fenomena ekonomi mikro dan makro
yang relevan. Penulis berupaya menghadirkan pandangan yang komprehensif baik
dari sisi peluang, kebijakan, regulasi, maupun etika sehingga buku ini dapat
memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan literatur ekonomi syariah
kontemporer. Buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi,
praktisi, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun
ekosistem ekonomi syariah yang adaptif, inklusif, serta tetap berlandaskan

maqashid al-shariah (tujuan syariat Islam).
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